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ABSTRACT 
 
FASTI HERIANTY AKHZAN, A311 06 076. Analysis of Value System Adopted 
in The Implementation of Government Performance Accountability System (Case 
Study in Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) representative in 
South Sulawesi Province). Adviser (1) DR. Syarifuddin, S.E., M.Soc., Sc., Ak. (2) 
Drs. Syahrir, M.Si., Ak. 
 
Key word: value system, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 
 
This research aims to find value system adopted in the implementation of 
government performance accountability system (SAKIP) in Finance and 
Development Supervisory Agency (BPKP) representative in South Sulawesi 
Province. This research material consisted of implementation mechanism of SAKIP 
in Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) representative in South 
Sulawesi Province and value system adopted in implementation of SAKIP. 
This research is a qualitative research, data obtained with the natural setting. 
Techniques of data collection is done by observasion interview, and documentation 
study. The result of data collection were analyzed by qualitative method using 
descriptive paradigm. Phenomenological approach is used to describe a deep 
understanding of the impementaion of SAKIP in BPKP representative in South 
Sulawesi Province. 
Result of this research shows that value system adopted in the 
implementation of SAKIP in BPKP representative in South Sulawesi Province are 
vision, consistency, decentralization, openness and transparency, responsiveness, 
professionalism, competence, cooperation, efficiency and effectiveness, commitment, 
respect each other, remind  ach other, the truth and accuracy, support each other, help 
each otherm on time, responsibility, and accountability. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
FASTI HERIANTY AKHZAN, A311 06 076. Analisis Sistem Nilai yang Dianut 
Dalam Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instanasi Pemerintah (SAKIP) (Studi 
Kasus pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan). Skripsi, Jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Pembimbing (1) DR. 
Syarifuddin, S.E., M.Soc., Sc., Ak. (2) Drs. Syahrir, M.Si., Ak. 
 
Kata kunci: sistem nilai, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem nilai yang dianut dalam 
penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di BPKP 
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Materi penelitian ini terdiri dari mekanisme 
pelaksanaan SAKIP di BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan sistem nilai 
yang dianut dalam pelaksanaan SAKIP tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, data diperoleh dengan setting 
alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan 
studi dokumentasi. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif 
menggunakan paradigma deskriptif. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk 
mendeskripsikan pemahaman yang mendalam dari pelaksanaan SAKIP di BPKP 
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem nila yang dianut dalam 
penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi vision 
(wawasan ke depan), konsistensi, desentralisasi, keterbukaan dan transparansi, daya 
tanggap (responsif), profesionalisme, kompetensi, kerja sama, efisiensi dan 
efektivitas, komitmen, saling menghargai, saling mengingatkan, nilai kebenaran dan 
keakuratan, profesionalitas, saling mendukung, saling membantu, tepat waktu, 
responsibilitas, dan akuntabilitas. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Untuk menilai tanggung jawab instansi pemerintah di Indonesia dalam 
menyediakan pelayanan umum (public service) seperti yang diamanatkan oleh TAP 
MPR No. XI 1998 tentang pemerintahan yang baik (good governance), dan 
melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud 
pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi 
seperti yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999, perlu diukur sejauh 
mana instansi pemerintah telah memenuhi standar kinerja untuk tercapainya 
pelayanan publik bagi kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan dikeluarkannya 
peraturan perundangan dalam kaitannya dengan pelaksanaan good governance dan 
instruksi presiden tentang pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  
tersebut, telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistem perencanaan dan 
pertanggungjawaban yang dinamakan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah). SAKIP memuat dokumen perencanaan yang mengacu pada prinsip-
prinsip organisasi modern dan pertanggungjawaban dalam bentuk LAKIP (Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). 
SAKIP merupakan salah satu alat manajemen dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintah terdesentralisasi yang diharapkan mampu menghasilkan 
laporan kinerja yang mempresentasikan pertanggungjawaban keberhasilan atau 
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran 
yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. 
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terkait dengan konsep New 
Public Management (NPM) yang merupakan isu penting dalam reformasi sektor 
publik. Gerakan NPM pada awalnya terjadi di negara-negara maju di Eropa. 
Munculnya kritik yang keras yang ditujukan kepada organisasi-organisasi sektor 
publik menimbulkan gerakan untuk melakukan reformasi manajemen sektor publik. 
Konsep NPM telah mempengaruhi proses perubahan organisasi sektor publik secara 
komprehensif di hampir seluruh dunia. Salah satu penekanan gerakan New Public 
Management tersebut adalah pada pelaksanaan desentralisasi. 
Dalam jurnal ilmiah yang berjudul New Public Management (NPM): 
Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik (SINERGI Vol.6 No.1, 2003), dijelaskan 
bahwa NPM merupakan teori manajemen publik yang beranggapan bahwa praktik 
manajemen sektor swasta lebih baik dibandingkan dengan praktik manajemen pada 
sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu 
diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang ditetapkan di sektor swasta ke 
dalam organisasi sektor publik seperti penerapan pengukuran kinerja sebagaimana 
yang juga diterapkan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). 
Melalui penerapan pengukuran kinerja ini, badan-badan pemerintahan dapat 
menunjukkan kinerjanya sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya sebagai organisasi sektor publik. 
Menurut Miller (1987), budaya perusahaan merupakan kumpulan nilai yang 
dianut dalam perusahaan dan mendasari bagaimana mengelola dan mengorganisasi 
perusahaan tersebut. Nilai-nilai itu merupakan keyakinan yang dipegang teguh dan 
kadang-kadang tidak terungkap. Nilai-nilai dan semangat tersebut akan mendasari 
sifat perusahaan dalam usaha menjawab tantangan. Sebagai salah satu bentuk 
organisasi, perusahaan memiliki sistem nilai sendiri yang membangun budaya 
organisasi yang khas. Menurut Prawironegoro (2010), budaya organisasi adalah pola 
pikir dan perilaku efektif dan efisien yang diulangi terus-menerus untuk mencapai 
tujuan organisasi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
nilai-nilai yang dianut oleh suatu organisasi akan sangat berpengaruh terhadap cara 
pekerjaan dilakukan dan cara karyawan berperilaku dalam organisasi tersebut yang 
pada akhirnya menentukan tercapai tidaknya tujuan organisasi. 
Dengan demikian, maka SAKIP sebagai media atau alat bagi organisasi 
sektor publik untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai 
wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan 
organisasi (Inpres No.7 Tahun 1999), akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang 
dianut oleh instansi pemerintah dalam menerapkan sistem tersebut agar penerapan 
SAKIP menjadi efektif. Hal tersebut menunjukkan pentingnya sistem nilai yang 
dianut oleh suatu instansi pemerintah dalam menerapkan SAKIP. Oleh karena itu, 
penulis tertarik untuk menganalisis sistem nilai yang dianut dalam penerapan sistem 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
Penulis memilih Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai objek penelitian karena BPKP 
merupakan salah satu lembaga pemerintah nondepartemen yang turut serta 
menjalankan SAKIP dan mendapat predikat kinerja baik atas hasil evaluasi 
akuntabilitas kinerja 2010 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sementara di lain pihak masih banyak 
instansi pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten, yang masih belum mampu 
menerapkan SAKIP dengan baik. 
Dengan demikian, maka penulis menetapkan  Analisis Sistem Nilai yang 
Dianut Dalam Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi 
Kasus pada BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan) sebagai judul skripsi 
penulis untuk tugas akhir dalam menyelesaikan studi program S1 Jurusan Akuntansi 
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah: 
“Nilai-nilai apa saja yang dianut dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah?”. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Agar penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan 
penjelasan yang memadai, penulis melakukan pembatasan masalah. Ruang lingkup 
kegiatan BPKP perwakilan Sulawesi Selatan yang akan ditelaah adalah penerapan 
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Permasalahan yang akan dibahas 
pada lingkup penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah nilai 
dari perilaku pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penerapan sistem 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem nilai 
yang dianut dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat teoritis, dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong 
perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi manajemen sektor publik, 
khususnya yang terkait dengan sistem nilai yang dianut dalam 
penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada instansi 
pemerintah nondepartemen BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
2. Manfaat praktis, dapat memberikan masukan yang berarti bagi BPKP 
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam menerapkan nilai-nilai 
dalam setiap tindakan pegawainya, khususnya dalam penerapan sistem 
akuntabilitas kinerja instansi pemerinah. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Bab I 
Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 
Bab II 
Landasan teori yang menguraikan teori-teori yang dijadikan landasan dalam 
melakukan penelitian . 
Bab III 
Metode penelitian yang menguraikan daerah penelitian, metode 
pengumpulan data, jenis, dan sumber data serta metode analisis. 
Bab IV 
Gambaran umum  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
perewakilan Sulawesi Selatan yang menguraikan sejarah singkat, visi, dan 
misi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta tugas dan 
fungsi pokok BPKP perwakilan Sulawesi Selatan. 
Bab V 
Pembahasan yang menyajikan analisis terhadap data-data yang berhubungan 
dengan penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang diteliti. 
Bab VI 
Penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan kontribusi penelitian berikutnya. 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1 Pengertian Analisis 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:43), analisis adalah 
penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta 
hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti 
keseluruhan. 
Menurut Christensen dan Janet (2009:215) analisis adalah memisahkan data 
keseluruhan menjadi bagian-bagian komponennya. Analisis adalah meneliti bagian-
bagian tersebut dan hubungannya satu sama lain. 
Menurut Kamus Besar Akuntansi (2000:48), analisis adalah melakukan 
evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan 
akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah kegiatan 
berpikir untuk menguraikan suatu pokok menjadi bagian-bagian atau komponen 
sehingga dapat diketahui ciri-ciri atau tanda tiap bagian, kemudian hubungan satu 
sama lain serta fungsi masing-masing bagian dari keseluruhan. 
 
2.2 Pengertian Sistem Nilai 
Websters (2005) mendefinisikan sistem sebagai “something (as a 
principleor quality) intrinsical valuable or desireable”. Nilai adalah sesuatu (sebagai 
suatu prinsip atau kualitas) yang intinya berharga atau dibutuhkan. 
Selanjutnya, kata sistem mempunyai pengertian yang beragam sesuai objek 
yang dikehendaki. Salah satu pengertian sistem menurut Webster’s (2005) adalah “a 
regularly interacting or interdependent group of items forming a unified whole”. 
Sistem adalah suatu kelompok item yang secara teratur berinteraksi atau saling 
tergantung yang membentuk suatu kesatuan yang unik 
Wiyono (2005:16) mendefenisikan sistem nilai sebagai suatu kumpulan 
item (nilai) yang secara teratur berinteraksi atau saling tergantung yang membentuk 
suatu kesatuan yang unik.  
Menurut Kluckhon (Desyandri, 2008), nilai adalah konsepsi, eksplisit atau 
implisit, menjadi ciri khusus seseorang atau sekelompok orang, mengenai hal-hal 
yang diinginkan yang mempengaruhi penilaian dari berbagai cara-cara, alat-alat, dan 
tujuan-tujuan perbuatan yang tersedia. 
Menurut Azis dan Noraini (2008:267), untuk mendefinisikan arti nilai perlu 
diketahui etimologi kata tersebut. Kata nilai berasal dari bahasa Perancis Kuno, yaitu 
value dan bahasa latin, valere yang bermaksud “untuk menjadi kuat” atau “untuk 
menjadi berharga, bernilai, atau mempunyai kebaikan yang tertentu”. Pada dasarnya, 
makna dari kata nilai tergantung pada konteks dalam mana perkataan tersebut 
digunakan. 
Menurut Azis dan Noraini, pada dasarnya sistem nilai merujuk  penyusunan 
dan penentuan keutamaan bagi nilai etika dan ideologi yang dimiliki oleh individu 
atau masyarakat. Individu yang memiliki sistem nilai yang berbeda akan mempunyai 
pandangan yang berlainan tentang perihal betul atau salah suatu tindakan. Sistem 
nilai boleh berbentuk sistem nilai pribadi atau sistem nilai komuniti. Sistem nilai juga 
boleh berbentuk sistem nilai ideal (sesuatu yang diharapkan) atau sistem nilai yang 
dilaksanakan (suatu yang diamalkan). Selanjutnya, sistem nilai yang diartikan 
dengan jelas dan mencukupi akan membentuk satu kod (sistem nilai) moral yang 
formal. 
 
2.3 Sistem Nilai yang Dianut Seseorang 
Menurut Sulistami dan Manaf (2006:44) tingkat kesadaran seseorang 
ditentukan oleh tingkat kematangan (keutuhan) pribadinya, yang menurut American 
Psycology Association juga menunjukkan sehat tidaknya jiwa seseorang. Dalam hal 
itu, aspek-aspek yang harus dilihat secara menyeluruh meliputi aspek fisik, mental, 
intelektual, sosial, dan spiritual. Misalnya, apakah ia sudah mengetahui dengan benar 
siapa dirinya, sistem nilai (values) yang ia anut, juga pengetahuan, keterampilan, dan 
pengalaman yang menyertainya. 
Menurut Rokeach (Sulistami dan Manaf, 2006:44) sistem nilai diartikan 
sebagai konsep yang dihayati sebagai kepentingan, kebenaran, dan kebaikan 
ditujukan untuk memberi arah pada sikap, perilaku, termasuk dalam memilih 
perilaku yang telah atau akan diambilnya. 
Pada tahun 1975, England menyebutkan ada tiga macam sistem nilai yang 
dianut seseorang (Sulistami dan Manaf, 2006:45), yaitu: 
1. Pragmatis: bahwasannya sesuatu itu dipandang penting atau tidaknya 
berdasarkan ukuran kesuksesan atau kegagalan.  
2. Moralistis: acuan norma etik-moral yaitu kebenaran yang menjadi 
panduan utama dalam bertindak. 
3. Afektif: aspek perasaan/emosi berupa kesenangan/kenikmatan menjadi 
tujuan utama. 
 
2.4 Sistem Nilai yang Dianut Organisasi 
Menurut Miller (1987), budaya perusahaan merupakan kumpulan nilai yang 
dianut dalam perusahaan dan mendasari bagaimana mengelola dan mengorganisasi 
perusahaan tersebut. Nilai-nilai itu merupakan keyakinan yang dipegang teguh dan 
kadang-kadang tidak terungkap. Nilai-nilai dan semangat tersebut akan mendasari 
sifat perusahaan dalam usaha menjawab tantangan. Sebagai salah satu bentuk 
organisasi, perusahaan memiliki sistem nilai sendiri yang membangun budaya 
organisasi yang khas. Menurut Prawironegoro (2006), budaya organisasi adalah pola 
pikir dan perilaku efektif dan efisien yang diulangi terus-menerus untuk mencapai 
tujuan organisasi. 
Menurut Evans dan Lindsay (2007:359), budaya organisasi merupakan 
sistem nilai organisasi dan sekelompok prinsip yang memandu perusahaan tersebut. 
Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa sistem nilai yang dianut oleh suatu 
organisasi merupakan bagian dari budaya organisasi tersebut. 
Menurut Sentana (2008:168), organisasi merupakan tempat sejumlah orang 
melaksanakan sejumlah kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Dalam organisasi berkumpul orang-orang yang berbeda asal, karakter, pendidikan, 
kebiasaan, minat, cita-cita, perilaku pribadi, dan faktor-faktor lain yang berbeda. 
Untuk tercapainya tujuan organisasi dari orang-orang yang berbeda unsur-unsurnya 
tersebut, diperlukakn visi, sistem nilai, dan perilaku-perilaku kerja yang seragam. 
Sebagai upaya penyamaan visi, sistem nilai yang dianut, dan perilaku kerja maka 
perusahaan perlu: 
1. Visi atau arah pandang ke depan dari segenap jajaran orang-orang yang 
ada dalam organisasi tentang bentuk seperti apa yang hendak 
diwujudkan bersama dalam jangka waktu jauh ke depan sebagai acuan 
utama semua orang yang ada dalam organisasi. 
2. Sistem nilai, yaitu sejumlah nilai (values) yang dianut bersama yang 
terdiri dan berasal dari visi pendiri, anggapan-anggapan (assumptions), 
mitos (myths), sesuatu yang dipercaya bersama (belief), dan lain 
sebagainya yang diyakini sebagai manfaat utama bagi kehidupan 
perusahaan. 
3. Perilaku-perilaku positif yang ditunjukkan dan mengikat segenap orang 
di mana pun dalam organisasi secara konsisten yang akan membimbing 
pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan target-target organisasi secara 
efektif. 
Menurut Sentana (2008:169), dalam konteks membangun perilaku pegawai 
ke arah mutu perilaku sebagaimana dituntut perusahaan, unsur-unsur yang digali dan 
terstruktur sebagai budaya perusahaan adalah harus berwujud sebagai pola yang 
diharapkan dapat membangun sistem nilai yang dianut dan perilaku positif segenap 
jajaran pegawai. Sosialisasi dalam bentuk-bentuk yang terprogram berikut media 
serta instrumen-instrumen yang relevan akan mampu berperan dalam proses 
internalisasi budaya perusahaan. 
Menurut Azizy (2007:29), sistem nilai organisasi sektor publik yang 
menjadi prinsip tata kepemerintahan yang baik sekurang-kurangnya terdiri dari 
empat belas nilai, yaitu: 
1. Wawasan ke Depan (Vision); 
2. Keterbukaan dan Transparansi (Openness and Transparancy); 
3. Partisipasi Masyarakat (participation); 
4. Tanggung Jawab (Accountability); 
5. Supremasi Hukum (Rule of Law); 
6. Demokrasi (Democracy); 
7. Profesionalisme dan Kompetensi (Professionalism and Competency); 
8. Daya Tanggap (Responsiveness); 
9. Efisiensi dan Efektivitas (Efficiency and Effectiveness); 
10. Desentralisasi (Decentralization); 
11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private and 
Civil Society Partnership); 
12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce 
Inequality); 
13. Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (Commitment to 
Environment Protection); 
14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market). 
 
 
 
2.5 Konsep Akuntabilitas 
2.5.1 Pengertian Akuntabilitas 
Menurut Rasul (2003), akuntabilitas didefinisikan secara sempit sebagai 
kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan 
“seseorang” atau “sekelompok orang” terhadap masyarakat secara luas atau dalam 
suatu organisasi. Dalam konteks institusi pemerintah, “seseorang” tersebut adalah 
pimpinan instansi pemerintah sebagai penerima amanat yang harus memberikan 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat atau 
publik sebagai pemberi amanat. 
Menurut Ghartey (1987), akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban 
atas pertanyaan yang berhubungan dengan stewardship yaitu apa, mengapa, siapa, 
kemana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan. 
Menurut Carino (1991), akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik yang masih berada pada jalur 
otoritasnya atau sudah keluar jauh dari tanggung jawab dan kewenangannya. Setiap 
orang harus benar-benar menyadari bahwa setiap tindakannya bukan hanya akan 
memberi pengaruh pada dirinya sendiri saja, akan tetapi ia harus menyadari bahwa 
tindakannya juga akan membawa dampak yang tidak kecil pada orang lain. Dengan 
demikian, dalam setiap tingkah lakunya seorang pejabat pemerintah harus 
memperhatikan lingkungannya. 
Menurut Wakhyudi et al. (2007:4), akuntabilitas juga dapat berarti sebagai 
perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola 
sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, 
melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber 
daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang 
atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah 
dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa 
sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan 
pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, 
sumber daya alam, peralatan, uang, serta kekuasaan hukum dan politik. 
Menurut Wakhyudi et al. (2007:4), akuntabilitas juga dapat diuraikan 
sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang 
atau badan kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau 
keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola 
sumber daya tertentu. Dalam konteks ini, pengertian akuntabilitas dilihat dari sudut 
pandang pengendalian dan tolok ukur pengukuran kinerja. 
Menurut Hidayat (2007:23), akuntabilitas adalah elemen kunci good 
governance. Konsep good governance menurut World Bank yang dikutip oleh Rasul 
et al. (2003:16) adalah tata cara kekuasaan negara digunakan untuk mengelola 
ekonomi dan sumber daya masyarakat untuk pembangunan dan kesejahteraan. 
Konsep good governance menurut UNDP yang dikutip oleh Rasul et al. (2003:16) 
adalah pelaksanaan sistem politik, ekonomi, dan kewenangan administratif untuk 
mengelola masalah bangsa pada semua tingkatan. Karakteristik good governance 
versi UNDP yang dikutip oleh Rasul et al. (2003:19) adalah: 
1. Partisipasi, yaitu keikutsertaan setiap warga negara dalam proses 
pembuatan keputusan. 
2. Rule of law (kekuasaan hukum), yaitu menegakkan hukum secara adil, 
terutama HAM. 
3. Transparansi, yaitu keterbukaan arus informasi. 
4. Akuntabiltas, yaitu keputusan publik harus dipertanggungjawabkan 
kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholder. 
5. Tanggap, artinya semua lembaga dan prosedur siaga melayani setiap 
stakeholder/warga negara. 
Menurut Hidayat (2007:23), akuntabilitas tidak hanya diperlukan untuk 
membangun institusi pemerintah, tetapi juga sektor swasta dan organisasi 
kemasyarakatan. Semua institusi ini harus dapat diukur akuntabilitasnya oleh 
stakeholder organisasi tersebut. Secara umum, akuntabilitas sebuah institusi tidak 
akan terjadi tanpa ditunjang transparansi dan kejelasan aturan hukum. 
Dari berbagai definisi dan penjelasan mengeai akuntabilitas yang telah 
disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan 
kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan 
pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya 
dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media 
pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. 
2.5.2 Bentuk Akuntabilitas 
Menurut Wakhyudi et al. (2007:5), akuntabilitas sebenarnya merupakan 
sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas internal dan 
eksternal. Dari sisi internal seseorang, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban 
orang tersebut kepada Tuhannya. Akuntabilitas yang demikian ini meliputi 
pertanggungjawaban diri sendiri mengenai segala sesuatu yang dijalankannya yang 
hanya diketahui dan dipahami oleh dia sendiri. Oleh karena itu, akuntabilitas internal 
ini disebut juga sebagai akuntabilitas spiritual. Dengan disadarinya akuntabilitas 
spiritual ini, maka pengertian accountable atau tidaknya seseorang bukan hanya 
dikarenakan dia tidak sensitif terhadap lingkungannya, akan tetapi lebih jauh dari itu 
yakni seperti adanya perasaan malu atas warna kulitnya, tidak bangga menjadi 
bagian dari suatu bangsa, kurang nasionalis, dan sebagainya. Akuntabilitas yang 
seperti ini sangat sulit untuk diukur karena tidak adanya indikator yang jelas dan 
diterima oleh semua orang serta tidak ada yang melakukan pengecekan, 
pengevaluasian, dan pemantauan baik sejak tahap proses sampai dengan tahap 
pertanggungjawaban kegiatan itu sendiri. Semua tindakan akuntabilitas spiritual 
didasarkan pada hubungan seseorang tersebut dengan Tuhan. Namun, apabila benar-
benar dilaksanakan penuh iman dan takwa, kesadaran akan akuntabilitas spiritual ini 
akan memberikan pengaruh yang sangat besar pada pencapaian kinerja orang 
tersebut. Itulah sebabnya mengapa seseorang dapat melaksanakan pekerjaan dengan 
hasil yang berbeda dengan orang lain, atau mengapa suatu instansi dengan instansi 
yang lainnya dapat menghasilkan kuantitas dan kualitas yang berbeda terhadap suatu 
pekerjaan yang sama. 
Akuntabilitas eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada 
lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan 
masyarakat. Kegagalan seseorang untuk memenuhi akuntabilitas eksternal 
mengakibatkan pemborosan waktu, pemborosan sumber dana, dan sumber-sumber 
daya yang lain, penyimpangan kewenangan, dan menurunnya kepercayaan 
masyarakat kepadanya. Akuntabilitas eksternal lebih mudah diukur mengingat norma 
dan standar yang tersedia memang sudah jelas. Kontrol dan penilaian dari pihak 
eksternal sudah ada dalam mekanisme yang terbentuk dalam suatu sistem dan 
prosedur kerja. Akuntabilitas eksternal baik di dalam organisasi maupun di luar 
organisasi merupakan hal yang paling banyak dibicarakan dalam konteks 
akuntabilitas. 
Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik 
terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (1993) yang dikutip oleh Soesastro et al. 
(2005:554-555) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus 
dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu: 
1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for 
probity and legality). 
2. Akuntabilitas proses (process accountability). 
3. Akuntabilitas program (program accountability). 
4. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability). 
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan 
jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum (legal accountability) 
terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang 
disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Akuntabilitas proses terkait 
dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup 
baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, 
dan prosedur administrasi. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan 
apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah 
mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan 
biaya yang minimal. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban 
pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil 
pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. 
2.5.3 Prinsip-prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan 
AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 
1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang 
bersangkutan. 
2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-
sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan. 
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat 
yang diperoleh. 
5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat. 
6. Menyajikan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan. 
Dalam Modul Pembentukan Auditor Ahli yang berjudul Akuntabilitas 
Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Pengawasan BPKP, dikatakan bahwa selain prinsip-prinsip tersebut di atas, agar 
pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat 
diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan 
bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah. 
2.5.4 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
Dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah 
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan 
sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. 
Menurut Rasul (2003), siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada 
dasarnya berlandaskan pada konsep manajemen berbasis kinerja. Adapun tahapan 
dalam siklus manajemen berbasis kinerja adalah sebagai berikut: 
1. Penetapan perencanaan srategis yang meliputi penetapan visi dan misi 
organisasi dan strategic performance objectives. 
2. Penetapan ukuran-ukuran kinerja atas perencanaan srategis yang telah 
ditetapkan yang diikuti dengan pelaksanaan kegiatan organisasi. 
3. Pengumpulan data kinerja (termasuk proses pengukuran kinerja), 
menganalisisnya, mereviu, dan melaporkan data tersebut. 
4. Manajemen organisasi menggunakan data yang dilaporkan tersebut untuk 
mendorong perbaikan kinerja, seperti melakukan perubahan-perubahan 
dan koreksi-koreksi dan/atau melakukan penyelarasan (fine-tuning) atas 
kegiatan organisasi. Begitu perubahan, koreksi, dan penyelarasan yang 
dibutuhkan telah ditetapkan, maka siklus akan berulang lagi. 
Menurut Wakhyudi et al. (2007:10), sistem akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban 
yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 
1. Penerapan perencanaan strategi. 
2. Pengukuran kinerja. 
3. Pelaporan kinerja. 
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara 
berkesinambungan. 
Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat digambarkan sebagai 
berikut: 
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Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimulai dari penyusunan 
perencanaan strategi (renstra) yang meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran serta 
menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang 
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Gambar 2.1 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
ditetapkan. Perencanaan strategi ini kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja 
tahunan yang dibuat setiap tahun. Rencana kinerja ini mengungkapkan seluruh target 
kinerja yang ingin dicapai (output dan outcome) dari seluruh sasaran strategi dalam 
tahun yang bersangkutan serta strategi untuk mencapainya. Rencana kinerja ini 
merupakan tolok ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Setelah rencana kinerja ditetapkan, tahap 
selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Dalam pelaksanaan kegiatan, dilakukan 
pengumpulan dan pencatatan data kinerja. Data kinerja tersebut merupakan capaian 
kinerja yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja. Dengan diperlukannya data 
kinerja yang akan digunakan untuk pengukuran kinerja, maka instansi pemerintah 
perlu mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja, yaitu tatanan, instrumen, 
dan metode pengumpulan data kinerja. Pada akhir suatu periode, capaian kinerja 
tersebut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam 
bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tahap terakhir, 
informasi yang termuat dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja 
instansi secara berkesinambungan. 
Dalam perkembangan selanjutnya, melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2004 
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia 
menginstruksikan tentang penyusunan penetapan kinerja kepada menteri, jaksa 
agung, Panglima TNI, kepala Polri, kepala LPND, gubernur, bupati, dan walikota, 
sebagaimana tercantum pada butir ketiga Inpres tersebut, yaitu sebagai berikut: 
“Membuat penetapan kinerja dengan pejabat di bawahnya secara 
berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja 
tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja 
serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya 
baik berupa hasil maupun manfaat”. 
 
2.6 Perencanaan Strategis 
Witjaksono et al. (2010:10) mendefinisikan perencanaan strategis sebagai 
suatu proses yang berkelanjutan dan sistematis dalam pembuatan keputusan di depan 
yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif 
dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan 
keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis. 
Oleh karena itu, perencanaan strategis bukan sekedar seperti perencanaan anggaran 
belanja modal (capital budgeting) atau sekedar rencana kerja jangka menengah (5 
tahunan). Perencanaan strategis lebih merupakan wahana bagi para pemimpin 
instansi dan seluruh staf/anggota dalam menskenariokan dan menentukan masa 
depan organisasi isntansi mereka. 
Dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999  disebutkan bahwa perencanaan 
strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai 
selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan 
potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Di dalam Keputusan 
Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, suatu renstra setidaknya memuat visi, misi, 
tujuan, sasaran, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan 
dalam pelaksanaannya. Dalam merumuskan dan mempersiapkan perencanaan 
strategis, organisasi harus: 
1. Menentukan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai. 
Perencanaan strategis merupakan keputusan mendasar yang dinyatakan 
secara garis besar sebagai acuan operasional kegiatan organisasi terutama 
dalam pencapaian tujuan akhir organisasi. 
2. Mengenali lingkungan dimana organisasi mengimplementasikan 
interaksinya, terutama pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh 
organisasi kepada masyarakat. 
3. Melakukan berbagai analisis yang bermanfaat dalam positioning 
organisasi dalam merebut kepercayaan masyarakat. 
4. Mempersiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan terutama dalam 
mencapai keberhasilan operasional organisasi. 
5. Menciptakan sistem umpan balik untuk mengetahui efektivitas 
pencapaian implementasi perencanaan strategis. 
2.6.1 Manfaat Perencanaan Strategis 
Susilo (2003:10) menyatakan bahwa perencanaan strategis sangat 
bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan: 
1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks. 
Berbagai perkembangan yang sangat cepat di era informasi menyebabkan 
meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih prima, 
semakin menipisnya sumber daya, serta semakin beragamnya tuntutan 
pelayanan yang harus disediakan. 
2. Pengelolaan keberhasilan. Perencanaan strategis akan menuntun diagnosa 
organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif. 
Dengan perencanaan strategis, organisasi dapat membangun strateginya 
sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi hasil. Kapabilitas dan 
sumber daya difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang 
diinginkan. 
3. Orientasi pada masa depan. Perencanaan strategis memungkinkan 
organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di 
masa mendatang. Perencanaan strategis memerlukan pengumpulan 
informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis atas 
berbagai alternatif dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa 
mendatang. 
4. Adaptif dan fleksibilitas merupakan suatu kriteria yang sangat penting 
dalam perencanaan strategis walaupun pendekatan yang digunakan 
adalah pendekatan jangka panjang. Penyesuaian terhadap perkembangan 
yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada. 
Capaian terhadap indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil 
tetap menjadi fokus utama dalam perencanaan strategis. 
5. Pelayanan prima (service excellence). Dalam era globalisasi ini, 
pelayanan kepada masyarakat merupakan hal yang utama untuk 
diperhatikan. Di samping itu, dalam era keterbukaan, masyarakat 
menuntut instansi pemerintah dan aparat untuk memberikan pelayanan 
yang prima. Kepuasan pelanggan merupakan faktor penentu keberhasilan 
bagi setiap organisasi untuk dapat tetap diterima oleh masyarakat. Oleh 
karena itum pemahaman terhadap siapa pelanggan dan pihak-pihak yang 
berkepentingan sangat diperlukan. Untuk itu, pola-pola pelayanan yang 
perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. 
6. Meningkatkan komunikasi. Implementasi perencanaan strategis akan 
dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi 
perbedaan kepentingan dan nilai, dan mendorong proses pengambilan 
keputusan yang teratur serta keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. 
Dengan implementasi perencanaan strategis, organisasi dapat 
meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit 
kerja. 
 
2.7 Perencanaan Kinerja Instansi Pemerintah 
Menurut Rasul et al. (2002:4) perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis 
dan pengambilan keputusan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di 
masa yang akan datang. Sehingga pada pokoknya perncanaan kinerja adalah 
penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja atau 
indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan. 
Menurut Wakhyudi et al. (2007:36), perencanaan kinerja merupakan proses 
penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam 
rencana srategis (renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja 
menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah 
dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan 
sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana srategis. Target kinerja tahunan di 
dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada 
tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi 
instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. 
Informasi yang termuat dalam rencana kinerja antara lain: (1) sasaran yang 
ingin dicapai pada periode yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran dan 
targetnya; (2) program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan targetnya; 
serta (3) keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan 
sasaran, kebijakan dan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan oleh instansi. 
2.7.1 Penyusunan Rencana Kinerja 
Menurut Wakhyudi et al. (2007:37), instansi pemerintah hendaknya 
membuat rencana kinerja sebelum tahun anggaran baru dimulai. Dokumen ini dapat 
dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran kinerja serta dasar bagi suatu 
kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi. Proses 
penyusunan rencana kinerja instansi pemerintah dapat dilihat pada gambar berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.2 Proses Penyusunan Rencana Kinerja Intansi Pemerintah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Wakhyudi, 2007 
Masing-masing unsur dalam gambar di atas diuraikan sebagai berikut: 
1. Penetapan Sasaran 
Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran 
sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra. Instansi pemerintah 
mengidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang 
bersangkutan beserta indikator dan targetnya. 
2. Penetapan Program 
Instansi pemerintah selanjutnya mengidentifikasi dan menetapkan program-
program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk 
mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Program-program yang ditetapkan 
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merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu 
sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana 
srategis. 
3. Penetapan Kegiatan 
Selanjutnya, atas masing-masing program yang akan dilaksanakan, instansi 
pemerintah menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran 
yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan dapat terpenuhi. Kegiatan 
adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi 
pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan 
memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan 
tertentu.  
Kegiatan merupakan cerminan dari strategi konkret organisasi untuk 
diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan 
sasaran. Kegiatan menjadi jantung kehidupan keseharian organisasi dan 
menjadikan organisasi tersebut tetap hidup. Tanpa penentuan kegiatan yang jelas 
akan mengakibatkan banyak tenaga yang tidak terpakai. 
Rencana kegiatan terdiri dari pilihan-pilihan instansi pemerintah untuk 
melaksanakan metode, proses, keterampilan, peralatan, dan sistem kerja dalam 
rangka mengimplementasikan program yang telah dibuat sebelumnya. Kegiatan 
yang disusun tetap memperhatikan lingkungan yang ada di organisasi baik 
lingkungan lingkungan internal maupun eksternal. Dengan demikian, kegiatan 
yang dipilih oleh organisasi untuk dilaksanakan benar-benar ditujukan dalam 
rangka peningkatan kinerja organisasi. Dalam menyusun kegiatan hendaknya 
memperhatikan kriteria sebagai berikut: 
a. Spesifik (specific): Kegiatan harus menggambarkan hasil spesifik 
yang diinginkan, bukan cara pencapaiannya. Kegiatan harus 
memberikan arah dan tolok ukur yang jelas. 
b. Terukur (measurable): Kegiatan harus terukur dan dapat dipastikan 
waktu dan tingkat pencapaiannya. 
c. Menantang namun dapat dicapai (aggressive but attainable): Kegiatan 
harus dijadikan standar keberhasilan dalam satu tahun sehingga harus 
cukup menantang namun masih dalam ruang tingkat keberhasilannya. 
d. Orientasi hasil (result oriented): Kegiatan harus menspesifikasikan 
hasil yang ingin dicapai dalam periode 1 (satu) tahun. 
e. Batasan waktu yang jelas (time-bound): Kegiatan harus dapat 
direalisasikan dalam waktu yang relatif pendek mulai dari beberapa 
minggu sampai beberapa bulan, yang pasti tidak lebih dari 1 (satu) 
tahun. 
4. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan 
Dalam komponen kegiatan perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan 
targetnya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. 
 
 
 
2.8 Perumusan dan Penetapan Indikator Kinerja 
Susilo (2003:67) menyatakan bahwa informasi kinerja merupakan bukti 
mengenai kinerja yang dikumpulkan dan digunakan secara sistematis. Kinerja 
merujuk pada proses pencapaian suatu tujuan atau sasaran. Bagi suatu organisasi atau 
unit kerja, elemen utama dari program atau struktur unit kerja adalah sumber daya 
yang digunakan (input), apa yang telah dilaksanakan (proses), apa yang dihasilkan 
(output), dan apa manfaat yang dicapai (outcome). Informasi kinerja menggambarkan 
hubungan di antara elemen-elemen tersebut. Informasi tersebut ikut serta 
mengidentifikasikan outcome atau manfaat dan memantau serta mengevaluasi 
efisiensi dan efektivitas dari proses yang digunakan dalam rangka mencapai outcome 
tersebut. Oleh karena itu, informasi kinerja tersebut haruslah memberikan penjelasan 
yang memadai untuk menjawab pertanyaan atas aspek utama dari kinerja, misalnya: 
1. Seberapa efektifkah program-program yang ada dalam rangka mencapai 
outcome yang diharapkan? 
2. Seberapa efisienkah penggunaan input guna menghasilkan output? 
3. Bagaimana mutu dari output dan outcome program: apakah masyarakat 
menerima pelayanan yang memuaskan? 
4. Apakah program mencapai persyaratan kemudahan dan keadilan? 
Wakhyudi et al. (2007:40) menyatakan bahwa berdasarkan Pedoman 
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, indikator kinerja 
kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok: 
a. Masukan (input): segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan 
kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan 
output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, 
dan sebagainya; 
b. Keluaran (output): segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non 
fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan 
program berdasarkan masukan yang digunakan; 
c. Hasil (outcome): segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 
keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome ini merupakan 
ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan 
harapan masyarakat; 
d. Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang 
dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas 
yang dapat diakses oleh publik; dan 
e. Dampak (impact): ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan 
atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap 
indikator dalam suatu kegiatan. 
Menurut Wakhyudi et al. (2007:49) indikator-indikator tersebut secara 
langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan 
pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan 
merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi, dan konsultasi tentang 
indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-
program instansi. Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada 
perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan 
serta data pendukung yang harus diorganisasi. Indikator kinerja dimaksud hendaknya 
(1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara objektif, (3) relevan dengan tujuan dan 
sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias. Dokumen Rencana Kinerja 
sebagaimana diuraikan di atas dituangkan dalam Formulir Rencana Kinerja Tahunan. 
2.8.1 Konsep Indikator Kinerja 
Menurut Susilo (2003:68), indikator kinerja digunakan untuk mengukur dan 
memantau kinerja organisasi agar dapat secara efektif mencapai sasaran/tujuan yang 
diinginkan. Indikator kinerja digunakan untuk mengukur hasil organisasi, sedangkan 
mengukur hasil merupakan cara yang andal untuk membedakan kesuksesan dari 
kegagalan. Indikator kinerja juga berguna untuk menunjukkan kinerja organisasi 
kepada pihak luar terutama para stakeholder. Organisasi sektor publik harus 
menunjukkan akuntabilitasnya kepada masyarakat yang telah membiayai 
kegiatannya melalui melalui indikator-indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja 
kegiatan lebih berguna secara internal untuk memantau kinerja organisasi dengan 
tujuan peningkatan kinerja manajemen. Indikator terebut juga menyediakan dasar 
agar penilaian organisasi sesuai dengan ketentuan atau peraturan. Pengukuran kinerja 
dengan menggunakan indikator kinerja berguna untuk: 
1. Peningkatan manajemen. Indikator kinerja merupakan alat manajemen 
yang berguna yang berperan penting dalam proses manajemen. Indikator 
kinerja dapat dilihat sebagai insentif bagi peningkatan kinerja apabila 
dipergunakan sebagai pedoman dalam mengukur kinerja. 
2. Akuntabilitas. Indikator kinerja membantu organisasi sektor publik 
dalam mempertanggungjawabkan setiap pengeluarannya kepada 
masyarakat melalui suatu sistem akuntabilitas yang memadai. 
3. Kepatuhan. Sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan peraturan 
perundangan lainnya maka setiap organisasi sektor publik harus 
melaporkan pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai serta 
manfaatnya bagi masyarakat. 
Menurut Susilo (2003:70) indikator kerja yang akan ditetapkan dapat dikategorikan 
ke dalam kelompok: 
a. Masukan (Input). 
b. Keluaran (Output). 
c. Hasil (Outcome). 
d. Manfaat (Benefit). 
e. Dampak (Impact). 
2.8.2 Karakteristik Informasi Kinerja yang Baik 
Menurut Susilo (2003:74), informasi kinerja yang dibutuhkan dalam suatu 
instansi pemerintah sangat beragam. Untuk membantu dan mengukur apa yang telah 
dilaksanakan oleh instansi pemerintah, aktivitas kegiatan suatu instansi pemerintah 
dapat dijabarkan dalam tiga jenis, yaitu input, output, dan outcome. Input mencakup 
segala sumber daya yang digunakan sebagai kontribusi dalam menghasilkan produk 
atau jasa, seperti tenaga kerja, dana, peralatan, dan sebagainya. Output merupakan 
barang dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi yang akan dimanfaatkan oleh 
customer, seperti jumlah layanan yang telah diberikan, aset yang terbangun, dan 
sebagainya. Outcome merupakan manfaat yang diterima langsung oleh customer atas 
produk dan jasa yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Selain input, output, dan 
outcome, terdapat beberapa indikator lain yang sebenarnya merupakan turunan dari 
outcome yaitu benefit dan impact. Kedua jenis indikator ini sebenarnya merupakan 
outcome namun apabila dilihat dari jangka waktu terdapat perbedaan. Benefit dan 
impact merupakan outcome jangka panjang yang kemungkinan baru dapat diukur 
setelah melewati beberapa periode. 
Menurut Susilo (2003:76), terdapat enam kriteria kunci dalam rangka 
membangun suatu sistem informasi kinerja yang berhasil guna, yaitu: 
1. Terfokus pada arah dan tujuan organisasi. Ukuran kinerja harus mampu 
mengarahkan ukuran kepada apa yang akan diraih organisasi. 
2. Cukup dan bermanfaat bagi stakeholder. Hal penting yang harus 
diperhatikan adalah siapa yang akan memanfaatkan informasi serta 
bagaimana dan mengapa informasi tersebut digunakan. Hal ini 
disebabkan oleh tidak seluruh informasi kinerja yang ada diperlukan dan 
dimanfaatkan oleh berbagai stakeholder. Di sisi lain, kebutuhan 
stakeholder akan informasi kinerja juga beragam tergantung pada apa 
yang mereka harapkan dari instansi pemerintah tersebut. 
3. Seimbang, yaitu menggambarkan keseluruhan kinerja organisasi pada 
berbagai sisi dan perspektif. Penerapan sistem informasi yang hanya 
berfokus pada sebagian output organisasi saja cenderung mengalami 
kegagalan dalam pengukurannya serta tidak dapat menginformasikan 
manfaat yang dapat dihasilkan oleh organisasi. Selain itu, pemilihan 
berbagai perspektif yang digunakan dalam mengukur kinerja akan 
mendorong perbaikan kinerja pada berbagai bidang organisasi. 
4. Cukup stabil dalam menghadapi perubahan yang terjadi, dalam arti 
sistem informasi kinerja yang disusun tidak mudah dipengaruhi oleh 
perubahan organisasi, perubahan personalia, dan sebagainya. 
5. Terintegrasi dalam organisasi, sebagai bagian dari proses perencanaan 
dan manajemen, bukan merupakan sesuatu yang ditambah saja. Manfaat 
yang dihasilkan dari sistem yang terintegrasi ini adalah adanya rasa 
memiliki dari seluruh jajaran organisasi, sehingga mereka merasa perlu 
untuk selalu meningkatkan kinerjanya sendiri dalam rangka peningkatan 
kinerja organisasi secara keseluruhan. Manfaat kedua adalah setiap saat 
dapat segera diketahui capaian kinerja organisasi atau suatu bagian, 
sehingga tindakan perbaikan yang diperlukan dapat segera dilakukan. 
6. Cost effective, terdapat keseimbangan antara manfaat dan biaya. Biaya 
untuk memperoleh informasi kinerja harus selalu disesuaikan dengan 
manfaat yang diperoleh dari informasi tersebut. Biaya yang dimaksud di 
sini tidak hanya berupa pengeluaran uang saja tetapu juga harus 
diperhitungkan berbagai kendala dan kesulitan yang dihadapi dalam 
rangka perolehan data tersebut. Biaya dan manfaat dari informasi kinerja 
ini sebaiknya ditinjau secara berkala. 
Selanjutnya, setelah diperoleh jenis-jenis informasi kinerja (input, output, 
dan outcome) dan sistem informasi kinerja yang memadai telah terbangun, maka 
perlu ditetapkan ukuran kinerja yang baik (Susilo, 2003:78). Ukuran kinerja ini 
sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja organisasi dalam 
rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kriteria ukuran kinerja 
yang baik akan diuraikan sebagai berikut: 
1. Relevan. 
Ukuran kinerja harus terkait dengan arah yang diinginkan organisasi. 
Suatu ukuran kinerja sebaiknya dapat mengarahkan organisasi dalam 
mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Idealnya, ukuran yang 
ditetapkan dapat menggambarkan secara utuh serta dapat menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang tekait dengan tujuan dan sasaran organisasi. 
Misalnya untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program 
pendidikan di suatu kabupaten, maka salah satu indikator kinerja yang 
digunakan adalah angka partiipasi kasar usia sekolah. 
2. Dapat terhindar dari pemberian insentif yang tidak perlu. 
Biasanya ukuran kinerja dikaitkan dengan target tanpa mengindahkan 
peningkata kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ukuran kinerja ini 
sebaiknya dapat memberikan bukan hanya ukuran kuantitatif saja 
(misalnya banyak surat yang dijawab), tetapi juga memberikan ukuran 
kualitatif (misalnya kualitas materi jawaban surat) yang dapat 
meningkatkan kinerja organisasi secara umum. 
3. Attributable. 
Ukuran kinerja seharusnya dapat memberikan ukuran tentang sesuatu 
yang memang menjadi tanggung jawab organisasi. Idealnya, ukuran ini 
mampu mengindikasikan seberapa besar perubahan yang disebabkan oleh 
pelaksanaan tugas organisasi. 
4. Jelas. 
Ukuran kinerja harus dibuat sejelas mungkin serta tidak membingungkan. 
Hal ini diperlukan agar mudah dipahami dan digunakan sehingga data 
yang harus diperoleh konsisten dari waktu ke waktu. 
5. Tepat waktu. 
Data yang disajikan sebaiknya tepat waktu sesuai dengan kemajuan 
kinerja dan dapat dimanfaatkan untuk memperbarui data kini. 
6. Reliable. 
Agar dapat memberi makna yang berharga, informasi kinerja haruslah 
akurat dan responsif terhadap perubahan yang terjadi. 
7. Dapat diperbandingkan. 
Informais kinerja hendaknya dapat diperbandingkan baik dengan data 
tahun sebelumnya maupun dengan program/kegiatan sejenis pada 
organisasi lain yang sejenis. 
8. Verifiable. 
Setiap informasi kinerja sebaiknya didukung dengan suatu database serta 
didokumentasikan dengan baik hingga proses pengukurannya. 
 
2.9 Perumusan dan Penetapan Target Kinerja 
Menurut Witjaksono et al. (2010:11) dokumen penetapan target kinerja 
adalah dokumen yang berupa pernyataan komitmen serta janji dalam mencapai target 
kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja yang akan 
diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan 
suatu unit/organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya. penetapan kinerja juga 
menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi 
pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber 
daya yang dikelolanya. Tingkat capaian kinerja tertentu ini membutuhkan beberapa 
informasi, antara lain: 
1. Sasaran strategis organisasi atau kondisi yang ingin diwujudkan 
organisasi. 
2. Output (hasil kegiatan) dan atau outcome (hasil program). 
3. Indikator kinerja output dan atau program. 
4. Perkiraan realistis tentang tingkat capaian. 
Menurut Witjaksono et al. (2010:11-12) dokumen penetapan target kinerja 
disusun setelah ada kejelasan mengenai alokasi anggaran. Hal ini  dimaksudkan agar 
dokumen penetapan target kinerja dapat disusun secara lebih realistis dengan 
mempertimbangkan ketersediaan sumber dana yang nyata sudah akan diperoleh. 
Dalam kaitannya dengan penerapan perjanjian kinerja atau dokumen penetapan 
target  kinerja (PK), yang perlu juga diperhatikan adalah penggunaan IKU (Indikator 
Kinerja Utama) yang menjadi ukuran keberhasilan unit-unit atau entitas organisasi 
tertentu. Ukuran-ukuran atau indikator-indikator keberhasilan ini (IKU) haruslah 
termasuk yang diperjanjikan di dalam dokumen perjanjian kinerja. Selain itu janji 
tentang pencapaian target kinerja dari IKU tersebut, juga dapat disertakan indikator 
output atau outcome yang sangat membantu atau menjelaskan ataupun melengkapi 
gambaran keberhasilan yang diungkapkan dengan memakai IKU. 
 
2.10 Keterikatan Perencanaan Kinerja dengan Laporan Kinerja 
Dalam SAKIP, instrumen perencanaan kinerja, penetapan kinerja dan 
perlaporan kinerja memiliki alur keterkaitan yang jelas dan terukur (Witjaksono et al., 
2010:12). Alur keterkaitan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut: 
Gambar 2.3 Alur Keterikatan Perencanaan Kinerja, Penetapan Kinerja, dan 
Pelaporan Kinerja 
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Sumber: Witjaksono, 2010 
Dari gambar di atas, jelas bahwa laporan kinerja tahunan atau LAKIP harus 
bertitik tolak dari dokumen-dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, penganggaran, 
dan dokumen resmi lainnya, misalnya dokumen yang memuat standar-standar atau 
norma, ataupun patokan (benchmark) yang dijadikan titik tolak pengukuran kinerja 
dan pelaporannya. 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dasar atau titik tolak pelaporan 
kinerja adalah target-target kinerja yang tertuang di dalam dokumen-dokumen, baik 
dokumen perencanaan, dokumen perjanjian kinerja, dokumen-dokumen 
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penganggaran, dan dokumen-dokumen yang memuat standar-standar kinerja atau 
patokan atau patok duga (benchmark) untuk menentukan keberhasilan pencapaian 
suatu unit intansi (Witjaksono et al., 2010:13). Perihal yang terakhir dapat diperoleh 
dari aktivitas evaluasi kinerja, sedangkan yang sebelumnya dapat diperoleh dari 
sajian hasil pengukuran kinerja. Jadi pada dasarnya sebuah laporan akuntabilitas 
kinerja sebenarnya berisi tentang hasil pengukuran dan evaluasi kinerja yang 
dipertanggungjawabkan secara sungguh-sungguh serta diberikan argumentasi-
argumentasi dan penjelasan yang memadai atas pengungkapan capaian target kinerja 
yang diungkapkan. 
 
2.11 Pengungkapan dan Penyajian Akuntabilitas Kinerja 
2.11.1 Pengukuran dan Analisis Kinerja 
Menurut Witjaksono et al. (2010:14) pengukuran adalah aktivitas 
pembandingan antara sesuatu dengan alat ukurnya. Oleh karena itu, instrumen 
penting dalam pengukuran adalah alat ukurnya sendiri. Alat ukur kinerja adalah 
ukuran kinerja (performance measure), jika tidak ada alat ukur yang lebih akurat 
cukup menggunakan indikator kinerja (performance indicators). Oleh karena itu, 
kadang-kadang istilah ukuran kinerja dan indikator kinerja menjadi sinomim yang 
sangat dekat. 
Pengukuran kinerja di lingkungan instansi pemerintah dilakukan sesuai 
dengan peran, tugas, dan fungsi masing-masing instansi pemerintah, sehingga lebih 
mengandalkan pada pengukuran keberhasilan instansi pemerintah yang dilakukan 
secara berjenjang dari tingkatan unit kerja sampai pada tingkatan tertinggi organisasi 
instansi. Oleh karena itu, diperlukan berbagai indikator kinerja di berbagai tingkatan. 
Misalnya indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan 
kegiatan. Dengan indikator itu diharapkan pengelola kegiatan, atasan dan pihak luar 
dapat mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut. 
Untuk mengatasi berbagai kerumitan pengukuran di berbagai tingkatan dan 
agregasinya untuk mengambil simpulan, seringkali digunakan beberapa indikator 
kinerja utama. Indikator kinerja utama (IKU) ini dipilih diantara berbagai indikator 
yang paling dapat mewakili dan menggambarkan apa yang diukur. 
Pengukuran kinerja di berbagai tingkatan dilakukan dengan mengacu pada 
dokumen perencanaan kinerja, penganggaran dan perjanjian kinerja. Berbagai 
tingkatan itu mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing 
yang berbeda antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain. Tingkatan entitas 
akuntabilitas itu dapat dikategorikan sebagai berikut: 
a. Entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja atau Eselon II pada Instansi 
Pemerintah Pusat. 
b. Entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi Eselon I. 
c. Entitas akuntabilitas kinerja kementerian negara/lembaga. 
d. Entitas akuntabilitas kinerja SKPD. 
e. Entitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. 
Menurut Witjaksono et al. (2010:15) analisis merupakan suatu proses untuk 
mengurai suatu kondisi sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam. 
Analisis merupakan kebalikan dari sintesis, yaitu proses untuk menyatukan kondisi, 
idea, atau obyek menjadi sesuatu yang baru secara keseluruhan. Oleh karena itu 
analisis kinerja paling tidak dilakukan dengan cara melakukan analisis adanya beda 
(performance gap analysis), yaitu melihat beda (gap) antara yang sudah 
direncanakan dengan realisasinya atau kenyataannya. Jika terdapat gap yang besar, 
maka perlu diteliti sebab-sebabnya berikut berbagai informasi kendala dan 
hambatannya termasuk usulan tindakan-tindakan apa yang diperlukan untuk 
memperbaiki kondisi tersebut. Keseluruhan hasil analisis kinerja selanjutnya 
dituangkan dalam pelaporan akuntabilitas kinerja. 
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), analisis 
kinerja dilakukan terhadap kinerja instansi pemerintah sesuai dengan entitas 
akuntabilitas kinerjanya dengan memanfatkan hasil dari aktivitas pengukuran kinerja 
yang telah dilakukan. Oleh karena itu, adalah penting untuk mengidentifikasi entitas 
yang melaporkan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja di tingkat Kementerian/ 
Lembaga sudah tentu menyangkut hal-hal yang lebih besar, lebih penting, dan terkait 
dengan hasil-hasil pembangunan nasional. Jika dibandingkan dengan laporan 
akuntabilitas kinerja Unit Kerja Organisasi tingkat Eselon I, tentulah berbeda. 
Akuntabilitas kinerja di tingkat unit kerja eselon I, lebih rinci dan lebih operasional, 
demikian seterusnya ke bawah. 
Menurut Witjaksono et al. (2010:16), pengukuran dan analisis kinerja yang 
dilakukan pada tingkat Kementerian/Lembaga disarankan terbatas pada pencapaian 
sasaran-sasaran strategis kementerian/lembaga. Sehingga dengan demikian K/L 
hanya melaporkan hal-hal yang penting atau strategis saja, dan kemudian hal-hal 
yang lebih rinci dan lebih operasional dilaporan unit kerja eselon I atau eselon II di 
bawahnya. 
2.11.2 Isi Laporan 
Menurut Witjaksono et al. (2010:18) laporan akuntabilitas kinerja 
menyajikan uraian tentang kinerja instansi pemerintah dalam arti keberhasilan dan 
kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan instansi pemerintah. Di samping itu, dalam 
laporan akuntabilitas kinerja, perlu juga dimasukkan aspek keuangan yang secara 
langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan 
hasil atau manfaat yang diperoleh. 
2.11.3 Pengumpulan Data Kinerja 
Witjaksono et al. (2010:23) dalam Modul Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa data dan fakta yang digunakan dalam 
penyusunan laporan kinerja dapat diperoleh dari berbagai sumber. Sumber yang 
paling relevan yang harus dibangun adalah sistem informasi pengumpulan data 
kinerja di dalam instansi sendiri. Sistem ini dapat dibangun dan dikembangkan 
berdasarkan berbagai pertimbangan yang pada dasarnya adalah untuk memfasilitas 
pemerolehan data kinerja guna manajemen kinerja. 
Menurut Witjaksono et al. (2010:24) sistem informasi untuk pengolahan 
data kinerja harus dibangun atas dasar kebutuhan organisasi, terutama untuk 
keperluan pemantauan (monitoring) dan pengendalian program dan kegiatan-
kegiatan. Sistem informasi ini dapat menggunakan berbagai perangkat pendukung 
baik manual maupun elektronis. Untuk pemanfaatan data kinerja, saat ini sudah 
sangat dianjurkan untuk membangun sistem informasi yang menggunakan teknologi 
informasi dan komunikasi. Paling tidak, batuan dari sarana komputer akan dapat 
meningkatkan akurasi dan kemudahan bagi pengelolanya sendiri. 
Oleh karena itu, yang cukup penting untuk dikembangkan adalah 
pencatatan-pencatatan atau registrasi hendaknya dilakukan pada media elektronik 
sehingga dapat disimpan dalam file-file dan database yang mudah untuk dilakukan 
pengolahan, pengikhtisaran, dan pengambilan kembali (retrieval) data tersebut. 
Pencatatan-pencatatan dan registrasi-registrasi yang semula dalam bentuk manual 
(berupa buku atau daftar-daftar atau register-register) hendaknya juga dapat 
dikonversikan ke dalam bentuk elektronik sehingga pengelolahan lebih lanjut dapat 
dilakukan. 
Kemudian, yang lebih penting lagi dalam pengembangan sistem informasi 
untuk pengumpulan data kinerja ini adalah harus memperhatikan perkembangan 
perencanaan, baik perencanaan strategis maupun perencanaan kinerja. Hal ini 
penting, karena sekali indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur kinerja 
pelaksanaan kegiatan dan program telah ditetapkan, maka data yang dikumpulkan 
juga akan sangat tergantung dari indikator kinerja itu. Oleh karena itu, penyiapan 
perancangan media penangkapan data (data capture) juga sangat tergantung dari data 
apa yang dikumpulkan, dari sumber mana, seberapa sering, dan sebagainya. 
Menurut Witjaksono et al. (2010:24) pengumpulan data kinerja di samping 
dari dalam organisasi instansi sendiri, juga dapat dikumpulkan dari luar organisasi. 
Pengumpulan dari luar biasanya dilakukan dengan melakukan survei atau sensus. 
Sumber data antara lain dapat berupa data sekunder dari: dokumentasi, 
kantor statistik, laporan-laporan, dan hasil riset. Data statistik yang dikumpulkan 
melalui sensus biasanya menjadi acuan penting, seperti jumlah penduduk, jumlah 
sarana dan prasarana (fasilitas), dan perkembangan data ekonomi makro. 
Para pemimpin instansi atau setiap manajer publik perlu berkonsentrasi 
kepada proses pengidentifikasian data yang pengambil keputusan butuhkan untuk 
organisasi yang dipimpinnya. Data yang dibutuhkan tersebut harus dapat digunakan 
menjadi bahan untuk pengukuran kinerja organisasi. Data yang bersifat pengukuran 
kepada tingkat outcome dan benefit/impact sebenarnya tidak jarang sudah tersedia di 
luar lingkungan organisasi tetapi data tersebut bisa jadi belum tersosialisasi dengan 
baik oleh instansi pengumpul. Oleh sebab itu, pengumpulan informasi yang tersedia 
di instansi lain juga perlu mendapatkan perhatian. Hanya proses kerjanya perlu 
dimulai dari variabel atau indikator apa yang dibutuhkan untuk kepentingan 
organisasi sendiri terlebih dahulu. Sehingga, bila ada indikator atau variabel yang 
memang belum tersedia dari instansi lain dapat dikumpulkan dengan segera melalui 
perencanaan yang terstruktur. Data yang diperlukan organisasi sendiri untuk 
memenuhi kebutuhan indikator proses dan output perlu dilakukan dengan proses 
pengumpulan data yang terstruktur pula dengan memperhatikan tahapan atau 
runtutan kinerja setiap variabel sampai ke produk akhir. Untuk memenuhi kebutuhan 
data yang dapat dijadikan indikator ini, proses pengumpulan data di dalam instansi 
sendiri perlu mendapatkan perhatian sejak awal perencanaan. 
Uraian diatas dapat dijelaskan seperti dalam gambar berikut yang 
menunjukkan hubungan antara sumber data dan penggunaan data tersebut, sehingga 
penggunaan data dapat digunakan secara maksimal dalam pembuatan Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Seluruh variabel yang akan 
dibutuhkan sudah terencana dengan baik dengan melihat sumber data dan 
kemungkinan melakukan pengumpulan data dengan melibatkan instansi pengumpul 
data. 
   Gambar 2.4 Hubungan Sumber Data dan Penggunaan Data 
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Menurut Witjaksono et al. (2010:26) sistem informasi kinerja yang andal, 
baik manual ataupun terprogram, membutuhkan: 
a. Pengendalian atas perolehan data kinerja. 
Ini adalah kendali atas pencatatan data kinerja kunci pada saat, misalnya, 
sumber daya digunakan dan keluaran (output) dihasilkan. Pengendalian 
dirancang untuk menjamin kualitas sumber data; dan 
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b. Pengendalian atas pengolahan data kinerja. 
Ini adalah kendali yang menentukan proses dan terkumpulnya data untuk 
menghitung ukuran kinerja yang ada dalam laporan tahunan instansi. Hal 
tersebut menjamin bahwa data yang tepat yang digunakan dan prosedur 
yang tepat yang diikuti dalam menghitung ukuran kinerja. 
Menurut Witjaksono et al. (2010:26-27) beberapa kendali atas perolehan 
dan pengolahan data yang diharapkan ada dalam Sistem informasi kinerja yang baik 
antara lain : 
1. Pedoman dan prosedur pencatatan dan pemasukan data dibangun dan 
digunakan secara konsisten; 
2. Staf operasional dilatih tentang data mana yang harus dimasukkan, 
bagaimana memasukkan data, dan pentingnya ketepatan data; 
3. Informasi dicatat pada saat diterima; 
4. Data yang dimasukkan dalam komputer telah direviu ketepatannya. 
5. Rekonsiliasi dan pengujian lain dilakukan untuk menjamin kelengkapan 
6. dan ketepatan database dimana data kinerja tersimpan; 
7. Jika diperlukan, sistem mengandung pengujian otomatis atas nilai data, 
seperti ‘range-checks’ dan pengujian teratur diantara elemen-elemen data; 
8. Pengujian dilakukan untuk menjamin bahwa data yang tepat digunakan 
dalam penghitungan ukuran kinerja; 
9. Akses ke pencatatan data dibatasi; dan 
10. Prosedur pengendalian sistem dan penyimpanan data pendukung 
didokumentasikan. 
Menurut Witjaksono et al. (2010:26-27), dalam rangka untuk menjamin 
pengumpulan data yang akurat, dapat diandalkan, dan tepat waktu, setiap instansi 
pemerintah harus mengembangkan strategi yang tepat untuk melakukan 
pengumpulan data kinerja. Kegagalan untuk menyusun strategai yang tepat akan 
mengakibatkan ketidakandalan data kinerja yang dikumpulkan dan kerumitan dalam 
perbaikan data kinerja yang selalu akan dipertanyakan dan dikritisi karena 
ketidakandalannya tersebut sebagai suatu bahan untuk pengambilan keputusan. 
Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dipertimbangkan beberapa hal yaitu: 
a. Definisi Data. 
Definisi data harus dikembangkan guna memperlihatkan atau 
mengidentifikasikan atribut-atribut yang akan dimasukkan atau dikeluarkan dari 
laporan yang akan dihasilkan. 
b. Dokumentasi Proses. 
Proses pengumpulan data kinerja harus didokumentasikan guna 
mengidentifikasikan bagaimana data tersebut akan dikumpulkan. Sebagai contoh 
dapat dikemukakan misalnya apabila suatu unit kerja pemerintah akan 
mengumpulkan data mengenai kepuasan pelanggan melalui pengisian kartu-
kartu kepuasan pelanggan maka seharusnya terdapat suatu catatan yang akan 
berisikan lokasi kartu akan disebarkan, berapa banyak kartu yang dicetak, dan 
berapa jumlah kartu yang dikembalikan oleh pelanggan. 
c. Dokumentasi sumber data. 
Satu titik kritikal dalam sistem pengumpulan dan pengukuran kinerja adalah 
pencatatan mengenai sumber diperolehnya data kinerja. Langkah ini cukup 
penting mengingat bahwa petugas-petugas yang akan mengolah data akan 
mengalami pergantian atau pertukaran tugas dengan petugas lain dari unit kerja 
yang lain pula. 
d. Pengolahan Data. 
Disain dari sistem pengumpulan dan pengukuran kinerja harus memberikan 
penjelasan yang cukup mengenai pengolahan yang dilakukan terhadap data 
untuk disusun menjadi sebuah laporan. 
e. Faktor-faktor yang akan dijelaskan. 
Setiap konteks atau prosedur dalam informasi kinerja hendaknya diperlakukan 
sebagai faktor-faktor yang akan dijelaskan. Sebagai contoh, apabila asumsi 
dipergunakan untuk menghasilkan suatu informasi kinerja maka asumsi tersebut 
harus dapat dijelaskan sehingga tidak akan menimbulkan interpretasi data yang 
menyesatkan. 
Menurut Witjaksono et al. (2010:27) dalam hal metode pengumpulan data 
untuk keperluan penyediaan informasi kinerja dan penyusunan Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada dasarnya dibagi menjadi 3 
(tiga) kelompok, yaitu sensus, survei, dan registrasi. 
2.11.3.1 Sensus 
Menurut Supranto (2000:22), sensus adalah cara pengumpulan data dimana 
seluruh elemen populasi diselidiki satu per satu. Data yang diperoleh sebagai hasil 
pengolahan sensus disebut data yang  sebenarnya (true value), atau sering disebut 
parameter. 
Menurut Witjaksono et al. (2010:27) sensus adalah cara pengumpulan data 
yang dilakukan dengan cara wawancara langsung, mailing system, atau cara lain 
dalam waktu tertentu, dimana pencacahan dilaksanakan secara lengkap terhadap 
semua unit observasi dalam populasi. Data yang dihasilkan biasanya bersifat cross 
sectional, yaitu informasi yang mewakili banyak unit observasi tetapi untuk waktu 
atau kondisi tertentu saja (time reference yang sama). 
Sensus mencakup seluruh unit observasi dalam pengumpulan datanya, maka 
kelebihan utama metode ini adalah adanya sampling error yang minimal. Sampling 
error merupakan kesalahan yang diakibatkan kesalahan teknik pemilihan sampel 
sehingga sampel yang dihasilkan tidak dapat mewakili populasinya. Karena sensus 
terbebas dari sampling error, maka perencanaan pengumpulan data akan sederhana, 
tidak memerlukan tahapan-tahapan metodologi yang rumit, seperti yang harus 
dilakukan pada survei. 
Sebagai konsekuensinya, metode sensus akan memiliki Non-sampling error 
yang relatif tinggi. Non-sampling error adalah kesalan yang diakibatkan dari faktor 
lain yang tidak berupa teknis, seperti perbedaan persepsi pencacah/pengumpul data 
di lapangan, lewat cacah dan sebagainya. Disamping itu, metode ini memerlukan 
waktu dan biaya yang relatif besar. 
Berdasarkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa sensus tepat dipilih 
(dibandingkan survei) sebagai cara untuk mengumpulkan data jika: 
1. Jumlah populasi tidak terlalu besar, sehingga kemungkinan adanya 
nonsampling error yang tinggi dapat diatasi, dan; 
2. Waktu serta biaya yang tersedia memungkinkan untuk dilakukan sensus. 
2.11.3.2 Survei 
Websters (2005) mendefinisikan survei sebagai suatu kondisi tertentu yang 
menghendaki kepastian informasi, terutama bagi orang – orang yang bertanggung 
jawab atau yang tertarik. 
Menurut Witjaksono et al. (2010:28) survei adalah cara pengumpulan data 
yang dilakukan sama seperti sensus, hanya unit observasi yang diteliti atau dicacah 
hanya sebagian dari populasi. Sampel yang diharapkan dapat mewakili karakteristik 
seluruh elemen dalam populasi. Data yang dihasilkan umumnya bersifat cross 
sectional, yaitu informasi yang mewakili banyak unit observasi tetapi untuk 
waktu/kondisi tertentu saja (time reference yang sama). 
Witjaksono et al. (2010:28-29) menjelaskan bahwa kekurangan dari sensus 
merupakan kelebihan dari survei, begitu juga sebaliknya, kelebihan sensus justru 
merupakan kekurangan dari survei. Mengingat survei hanya mencakup sebagian unit 
observasi saja, maka kelebihan teknik ini antara lain adalah rendahnya kesalahan-
kesalahan yang diakibatkan oleh masalah non teknis seperti telah dijelaskan dalam 
kelemahan sensus di atas. Selain itu, cara ini memerlukan biaya dan waktu yang 
singkat, sehingga kita dapat lebih memfokuskan pada peningkatan kualitas 
informasinya. 
Kelemahan survei yang utama adalah kesalahan pemilihan sampel yang 
dapat berakibat fatal terhadap data yang dihasilkan. Nemun demikian, kesalahan ini 
dapat diatasi atau diminimalkan dengan perencanaan sampling yang memadai dan 
penerapan metodologi yang relevan. Hal-hal yang berkaitan dengan metodologi dan 
perencanaan sampling akan dibahas lebih lanjut dalam pokok bahasan berikutnya. 
Yang perlu diingat bahwa dalam banyak kasus, solusi ini tidak sulit untuk dilakukan, 
hanya perlu pemahaman dan strategi yang cukup baik dalam penerapan metodologi 
samplingnya. 
Menurut Witjaksono et al. (2010:29) survei seringkali digunakan oleh 
instansi untuk memperoleh data tentang kepuasan pelanggan atau kualitas jasa. 
Kualitas atas informasi yang diperlukan akan mempengaruhi bagaimana survei 
dirancang. Dalam merancang suatu survei, instansi harus mempertimbangkan: 
1. Bias. 
Pertanyaan yang dilakukan dengan cara interviu akan mengandung resiko 
bias yang lebih besar dibandingkan dengan suatu survei tanpa nama. 
2. Rancangan pertanyaan. 
Rancangan pertanyaan akan sangat menentukan tingkat respon dan 
keabsahan tanggapan secara umum. Bahasa pertanyaan harus jelas, tidak 
memihak dan tidak bias. 
3. Ukuran sampel. 
Ukuran sampel yang disurvei, dan kandungan yang diwakilkan suatu sampel, 
akan mempunyai kaitan langsung dengan kualitas data yang terkumpul dan 
kesimpulan yang diambil darinya. 
4. Analisis dan interpretasi data. 
Analisis dan interpretasi data survei tidak hanya membutuhkan 
pembandingan data, namun lebih kepada apa arti data tersebut. Ada 
beragam jenis analisis yang dapat digunakan, masing-masing cocok untuk 
jenis data tertentu. Analisis data yang rumit harus menjadi tanggung jawab 
dari para ahli statistik. 
Menurut Witjaksono et al. (2010:29), dalam perancangan survei, instansi 
sebaiknya mencari bantuan dari para ahli statistik di lingkungan kantornya, 
departemen lain, Kantor Statistik Nasional atau dari para konsultan. Di beberapa 
instansi, data kinerja dapat diperoleh dari sumber ekstern. Sebagai contoh, instansi: 
1. Dapat melaksanakan kajian atau survei mereka sendiri; atau 
2. Dapat menggunakan data yang dikumpulkan untuk tujuan yang berbeda, 
seperti data yang diterbitkan oleh Kantor Statistik Nasional. 
2.11.3.3 Registrasi 
Menurut Witjaksono et al. (2010:30) metode pengumpulan data ini terbagi 
atas dua macam, yaitu registrasi sesaat dan registrasi kontinyu. 
Registrasi sesaat merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
mengutip atau mencatat data statistik atau data indikator yang tersedia di pihak atau 
instansi lain. Data tersebut merupakan hasil survei, sensus ataupun registrasi 
kontinyu yang dilakukan oleh pihak atau instansi lain yang telah dipublikasikan. 
Karena kelebihan dan kelemahan dari registrasi sesaat sudah tetap atau tidak 
dapat diminimalkan atupun diatur, maka hal tersebut tidak dibahas lebih lanjut dalam 
pembahasan ini. 
Registrasi kontinyu merupakan proses registrasi atau pencatatan informasi 
tertentu dari suatu kegiatan/program yang dilakukan secara kontinyu dalam kurun 
waktu yang telah ditentukan, misal mulai dari kegiatan dilakukan atau program 
dicanangkan hingga saat dimana kegiatan atau program tersebut layak untuk 
dievaluasi. Data yang dihasilkan bersifat longitudinal, yaitu informasi yang mewakili 
satu atau beberapa kegiatan saja tetapi meliput kurun waktu yang relatif panjang. 
Registrasi kontinyu mempunyai kelebihan pada kualitas data yang 
dihasilkan. Karena data ini dikumpulkan secara longitudinal dengan cara pencatatan, 
maka dapat dipastikan data yang dihasilkan akan terbebas dari kesalahan sampling. 
Selain itu, informasi yang diperoleh juga dapat dipastikan valid, berbeda dengan 
metode pencacahan wawancara dimana informasi yang diperoleh bisa salah karena 
kesalahan jawaban responden. 
 
2.12 Pelaporan Kinerja 
Witjaksono et al. (2010:32) menyatakan bahwa berdasarkan Inpres Nomor 7 
Tahun 1999, setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun 
dan menyampaikan laporan kinerja tahunan secara tertulis, periodik dan melembaga. 
Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi 
pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian 
tujuan dan sasaran instansi pemerintah sesuai dengan hierarki akuntabilitasnnya. 
Laporan kinerja tahunan instansi pemerintah merupakan media akuntabilitas bagi 
instansi pemerintah yang bersangkutan dalam mempertanggungjawabkan dan 
menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai sehubungan 
dengan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja tahunan 
tersebut dihasilkan dari suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP) yang diselenggarakan oleh masing-masing entitas pelaporan dan atau 
entitas akuntabilitas pada Instansi Pemerintah Pusat dan daerah. 
2.12.1 Prinsip Penyusunan Laporan 
Menurut Witjaksono et al. (2010:32-33) penyusunan laporan kinerja 
tahunan secara umum harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan yang baik, yaitu 
laporan harus disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan, serta 
memperhatikan pula beberapa prinsip berikut: 
1. Prinsip lingkup pertanggungjawaban, yaitu hal-hal yang dilaporkan 
harus proposional dengan lingkip kewenangan dan tanggung jawab 
masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun 
keberhasilan. 
2. Prinsip penjenjangan. Laporan akuntabilitas kinerja tahunan disusun 
oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap kinerja instansi yang 
bersangkutan secara berjenjang mulai dari unit terkecil yang wajib 
menyusun laporan sampai kepada instansi tertinggi di atasnya. 
3. Prinsip prioritas, yaitu substansi kinerja yang dilaporkan adalah hal-hal 
yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan 
pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak 
lanjutnya. 
4. Prinsip manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar dari pada biaya 
penyusunannya, dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan 
pencapaian kinerja. 
5. Konsisten, yaitu konsisten dengan tujuan penyusunan laporan 
akuntabilitas kinerja, terutama untuk menyediakan informasi kinerja. 
6. Selaras, yaitu selaras dengan kerangka akuntabilitas kinerja pada tatanan 
administrasi pemerintahan yang berlaku. 
Menurut Witjaksono et al. (2010:33) perlu pula diperhatikan beberapa ciri 
perlaporan yang baik seperti relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, 
mudah dimengerti (jelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan 
konsisten, tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi (reliable), berdaya 
uji (verifiable), lengkap, netral, padat, dan mengikuti standar laporan yang ditetapkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.5 Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini adalah pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. Tamalanrea Raya 
Nomor 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar.  
 
3.6 Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu 
data yang terdiri dari kumpulan data non angka yang sifatnya deskriptif, seperti hasil 
wawancara. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah (1) data primer, yaitu data yang 
diperoleh secara langsung dari obyek penelitian yang diperoleh melalui wawancara 
dan observasi langsung, dan (2) data sekunder, yaitu yang diperoleh dari dokumen 
Renstra yang mendukung hasil analisis penulis atas sistem nilai yang dianut dalam 
proses penyusunan rencana strategis di di Perwakilan BPKP Sulsel. 
 
3.7 Metode Pengumpulan Data 
Agar diperoleh data yang dapat diuji kebenarannya, relevan, dan lengkap 
maka dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data berupa penelitian 
lapangan (field research). Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan survei 
secara langsung pada entitas yang akan dijadikan objek penelitian untuk 
mendapatkan data-data yang lengkap dan akurat yang berguna dalam penelitian. 
Penelitian ini akan dilakukan dengan: (1) tanya jawab atau wawancara kepada staf 
pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kepala Sub 
Bagian Program dan Pelaporan, anggota tim penyusun renstra perwakilan, anggota 
tim penyusun LAKIP perwakilan, serta dua staf pegawai senior yang terlibat dan 
memiliki pengetahuan yang memadai terhadap proses pelaksanaan SAKIP di 
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan; (2) observasi langsung; dan (3) Studi 
literatur. 
1. Teknik wawancara. 
Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 
wawancara mendalam (in-depth interview), yaitu proses memperoleh 
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap 
muka antara pewawancara dengan peneliti dengan menggunakan pedoman 
(guide) wawancara, tape recorder 
2. Observasi. 
Teknik observasi digunakan peneliti sebagai upaya peneliti untuk 
menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, 
membantu mengerti perilaku manusia, dan evaluasi. 
3. Studi Dokumentasi. 
Penulis membaca beberapa dokumen terkait pelaksanaan SAKIP pada 
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang dipinjamkan oleh 
narasumber Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, yaitu Pedoman 
Penyusunan Renstra K/L, Renstra BPKP 2010-2014, Renstra Perwakilan 
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan 2010-2014, RKT-PKPT 2011, Tapkin 
2011, dan LAKIP 2011, dimana beberapa diantaranya menggambarkan 
salah satu tahap dalam proses pelaksanaan SAKIP pada Perwakilan BPKP 
Provinsi Sulawesi Selatan yang membantu penulis dalam menyusun 
pertanyaan wawancara (interview guide). 
 
3.8 Metode Analisis 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 
deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendapatkan 
informasi tentang berbagai kondisi di lapangan yang bersifat tanggapan dan 
pandangan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Data 
yang berhasil dikumpulkan oleh penulis digunakan untuk menganalisis sistem nilai 
yang dianut dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk 
menganalisis data tersebut, penulis menggunakan metode analisis fenomenologi, 
yaitu suatu metode analisis dalam penelitian kualitatif yang berangkat dari perspektif 
filsafat mengenai apa yang diamati dan bagaimana cara mengamatinya. Adapun 
premis-premis dasar yang digunakan dalam metode analisis fenomenologi adalah 
sebagai berikut: 
1. Sebuah peristiwa akan berarti bagi mereka yang mengalaminya secara 
langsung. 
2. Pemahaman objektif dimediasi oleh pengalaman subjektif. 
3. Pengalaman manusia terdapat dalam struktur pengalaman itu sendiri. Tidak 
dikonstruksi oleh peneliti. 
Metode analisis fenomenologi termasuk pada paradigma interpretatif. 
Metode-metode penelitian dalam paradigma interpretatif menganalisis aktivitas 
sosial melalui pengamatan langsung yang mendetail atas individu di dalam situasi 
dan kondisi yang alami (tidak ada rekayasa seperti pada penelitian eksperimental) 
dengan tujuan untuk mencapai pemahaman dan penafsiran bagaimana individu 
menciptakan dan memelihara dunia sosial mereka. Oleh karena itu, asumsi utama 
dari paradigm interpretatif adalah bahwa individu secara aktif menginterpretasikan 
pengalaman mereka dengan memberikan makna pada apa yang mereka lihat atau 
rasakan. Dengan demikian, maka untuk menganalisis sistem nilai yang dianut dalam 
penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan metode 
fenomenologi, penulis memilih responden penelitian yang memang mengetahui dan 
terlibat langsung dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 
bukan individu yang sengaja dihadapkan pada penerapan sistem akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah dalam rangka penelitian yang penulis lakukan. Dalam penelitian 
fenomenologi, fenomena yang diteliti sudah ada/exist (situasi dan kondisi yang alami) 
bukan sengaja diciptakan dengan tujuan untuk membuktikan asumsi penelitian. 
Menurut Deetz (Littlejohn, 1999:200), terdapat tiga prinsip dasar dalam 
fenomenologi, yaitu: 
1. Pengetahuan adalah kesadaran. Pengetahuan tidak disimpulkan dari 
pengalaman tetapi ditemukan secara langsung dari pengalaman yang 
disadari. 
2. Makna dari sesuatu tergantung dari apa kegunaan sesuatu tersebut dalam 
kehidupan individu. Dengan kata lain, bagaimana hubungan kita dengan 
sesuatu ditentukan oleh apa makna sesuatu tersebut dalam kehidupan kita. 
3. Bahasa adalah sarana makna. Kita mengalami dan memaknai dunia sosial 
kita melalui bahasa yang kita gunakan untuk mendefinisikan dan 
mengekspresikan dunia sosial tersebut. 
Karena paradigma interpretatif percaya bahwa setiap individu melakukan 
interpretasi secara aktif, dan fenomenologi percaya bahwa pengetahuan didapatkan 
dari conscious experience dan bagaimana individu memaknai segala sesuatu 
bergantung pada arti sesuatu tersebut dalam kehidupan individu (subjektif), maka 
peneliti fenomenologi tidak  pernah mencari benar-salah dari pengalaman 
respondennya bahkan membenarkan atau menyalahkan pernyataan respondennya, 
tetapi peneliti fenomenologi berusaha mengejar bagaimana pengetahuan tersebut 
didapatkan respondennya atau bagaimana pernyataan tersebut bisa dikemukakan oleh 
respondennya. 
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam fenomenologi dikenal istilah 
bracketing, yaitu sebuah kata kerja yang dalam bahasa Indonesia berarti mengurung. 
Yang dimaksud dengan bracketing di sini adalah selama melakukan penelitian 
fenomenologi, seorang peneliti harus mengurung (bracket) pengetahuan dan 
kepercayaan-kepercayaan yang selama ini dimiliki dan diyakininya dalam rangka 
mendapatkan true essence atau esensi murni dari fenomena yang ditelitinya. 
Dengan demikian, interview guide yang akan peneliti buat di awal hanya 
sebuah panduan awal tentang apa yang akan peneliti tanyakan kepada responden. 
Interview guide tersebut tidak menjadi harga mati pertanyaan-pertanyaan yang akan 
peneliti ajukan pada responden. Dalam setiap wawancara mendalam, pertanyaan-
pertanyaan yang peneliti ajukan akan berkembang seiring dengan jawaban-jawaban 
dari responden. Namun demikian, interview guide tidak dibuat tanpa dasar yang jelas, 
interview guide tersebut dibuat berdasarkan kajian pustaka dan/atau preliminary 
research. 
Kekuatan metode analisis fenomenologi terletak pada kemampuan peneliti 
memasuki bidang persepsi orang lain guna memandang kehidupan sebagaimana 
dilihatnya. Dalam metode analisis ini, teori dengan sendirinya lahir atau dilahirkan 
oleh fenomena yang memberitakan dirinya sendiri. Sebuah deskripsi fenomenologi 
akan sangat dekat dengan kealamiahan (tekstur, kualitas, dan sifat-sifat penunjang) 
dari sesuatu sehingga deksripsi akan mempertahankan fenomena itu seperti apa 
adanya dan menonjolkan sifat alamiah dan makna di baliknya. 
Metode analisis fenomenologi bertujuan untuk menginterpretasikan 
tindakan sosial kita dan orang lain sebagai sebuah yang bermakna (dimaknai) serta 
dapat merekonstruksi kembali turunan makna (makna yang digunakan saat 
berikutnya) dari tindakan yang bermakna pada komunikasi intersubjektif individu 
dalam dunia kehidupan sosial. Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau 
mengungkapkan makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh 
kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi 
yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena 
yang dikaji. 
 
3.8.1 Unit Analisis 
Unit analisis adalah bagian terpenting dari penelitian yang dilakukan karena 
merupakan satuan data yang akan dianalisis oleh peneliti untuk menjawab 
permasalahan penelitian yang diajukan. 
Sebelumnya telah dijelaskan bahwa fenomenologi adalah studi tentang 
pengalaman yang disadari atau conscious experience. Segala hal di luar yang disadari 
oleh responden penelitian tidak dianalisis dalam penelitian fenomenologi. Oleh 
karena itu, unit analisis dalam penelitian fenomenologi adalah setiap pernyataan yang 
diungkapkan oleh responden penelitilan/individu secara sadar. Jadi peneliti tidak 
berusaha menganalisis “tanda” yang penulis tangkap dalam wawancara dengan 
responden penelitian, tetapi hanya menganalisis setiap jawaban atau pernyataan yang 
diungkapkan responden. Peneliti tidak berusaha memahami komunikasi non verbal 
yang dilakukan oleh responden tetapi murni hanya pengalaman yang disadari 
responden.  
3.8.2 Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data pada penelitian fenomenologi menurut Van Kaam 
(Moustakas, 1994:121) diuraikan sebagai berikut: 
1. Listing and Preliminary Grouping. 
Mendaftar semua ekspresi yang relevan dengan pengalaman yaitu daftar 
jawaban responden penelitian (horizonalitation). 
2. Reduction and Elimination. 
Menguji setiap ekspresi yang ada dengan dua persyaratan berikut: 
a. Apakah ekspresi tersebut mengadung momen pengalaman yang 
penting dan mengandung unsur pokok yang cukup baik untuk 
memahami fenomena? 
b. Apakah ekspresi tersebut memungkinkan untuk dikelompokkan dalam 
suatu kelompok besar dan diberi label? 
3. Clustering and Thematizing the Invariant Constituents (Thematic 
Potrayal). 
Pengalaman responden penelitian yang berkaitan ke dalam label-label 
tematik. Constituent (unsur pokok) yang dikelompokkan dan diberi label 
ini adalah tema ini dari pengalaman. Jadi tema-tema yang ada pada 
thematic potrayal adalah benang merah dari jawaban-jawaban semua 
responden. 
4. Final Identification of the Invariant Constituents and Themes by 
Application: Validation. 
Merupakan proses memvalidkan Invariant Constituent. Yang dilakukan 
dalam tahap ini adalah mencek invariant constituent dan tema yang 
menyertainya terhadap rekaman utuh pernyataan responden penelitian. 
a. Apakah diekspresikan secara eksplisit dalam transkripsi utuh? 
b. Apakah sesuai atau cocok dengan konteks dalam transkrip ? (jika 
tidak diekspresikan secara eksplisit) 
c. Apabila tidak dinyatakan secara eksplisit dan tidak cocok, maka hal 
itu tidak relevan terhadap pengalaman responden penelitian dan harus 
dihapuskan. 
5. Individual Textural Description. 
Dengan menggunakan invariant constituent dan tema yang valid dan 
relevan dari tahap sebelumnya, dapat disusun Individual Textural 
Description dari pengalaman setiap responden penelitian. Termasuk 
didalamnya adalah ekspresi harfiah (kata per kata) dari catatan interview 
yang ada. 
6. Individual Structural Description. 
Hasil dari penyusunan Individual Textural Description dan Imaginative 
Variation akan membangun Individual Structural Description dari 
pengalaman setiap responden penelitian. 
7. Textural-Structural Description. 
Tahap ini merupakan proses penggabungan antara Textural Description 
dan Structural Description dari pengalaman masing-masing setiap 
responden penelitian. Setelah Individual Textural-Structural Description 
tersusun maka dibuat suatuComposite Description dari makna dan esensi 
pengalaman sehingga menampilkan gambaran pengalaman kelompok 
secara satu kesatuan. 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil penelitian dan pembahasan ini terdiri dari profil BPKP Perwakilan 
Provinsi Sulawesi Selatan, gambaran penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah pada BPKP perwakilan provinsi Sulawesi Selatan, dan pembahasan 
sistem nilai yang dianut dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah pada BPKP perwakilan provinsi Sulawesi Selatan 
. 
4.1 Profil  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
Profil BPKP ini terdiri dari sejarah BPKP, Visi dan Misi, Sumber Daya 
Manusia, Struktur Organisasi, serta Sarana dan Prasarana. 
4.1.1 Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak 
dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak 
sebelum era kemerdekaan. Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara 
eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst) 
bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara 
dan jawatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan aparat pengawasan pertama 
di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN yang 
bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Thesauri 
Jenderal pada Kementerian Keuangan. 
Dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi 
Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Thesauri 
Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. 
DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan 
bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah 
kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh 
Thesauri Jenderal. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 
dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada 
Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) meliputi 
pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi 
tugas DAN dan Thesauri Jenderal. 
DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan 
anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. 
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971, khusus pada Departemen 
Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara 
dilakukan oleh DJPKN. 
Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 
Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah 
non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden 
Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga 
pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami 
kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek 
pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan 
bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan 
proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan 
kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang 
tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan objektif. 
4.1.2 Visi dan Misi Organisasi 
Sesuai arahan Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan 
reposisi dan revitalisasi fungsi. Reposisi dan revitalisasi BPKP diikuti dengan 
penajaman visi, misi, dan strategi. Visi BPKP yang baru adalah "Auditor Intern 
Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam Mentransformasikan Manajemen 
Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih". 
Misi merupakan penjabaran lebih lanjut visi dan berisi pernyataan tentang 
apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Perumusan misi mengacu kepada 
tugas dan kewenangan yang telah diberikan kepada BPKP. Tugas dan kewenangan 
BPKP semula diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kemudian diperbarui dengan 
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian. 
Misi merupakan penjabaran lebih lanjut visi dan berisi pernyataan tentang 
apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Perumusan misi mengacu kepada 
tugas dan kewenangan yang telah diberikan kepada BPKP. Tugas dan kewenangan 
BPKP semula diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kemudian diperbarui dengan 
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian. Berkut misi BPKP sesuai tugas dan kewenangannya yang diatur dalam 
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahu  2001. 
1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan 
negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas 
KKN. 
2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional 
dan kompeten. 
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal 
bagi presiden/pemerintah. 
4.1.3 Tugas dan Fungsi Pokok 
Peran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam koridor 
pencapaian visi dan misi BPKP secara keseluruhan dengan mengacu kepada Tugas 
Pokok dan Fungsi sebagai bagian dari organisasi BPKP sebagaimana diatur dalam 
Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-
06.00.00-286/K/2001 tangal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan suatu 
gambaran rantai aktivitas yang saling terkait yaitu aktivitas utama pengawasan dan 
aktivitas pendukung pengawasan. 
Aktivitas utama pengawasan merupakan kegiatan utama (core business) 
BPKP berupa kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam rangka mendorong 
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatnya kinerja program 
pemerintah, serta terwujudnya iklim yang mencegah KKN untuk keberhasilan 
pencapaian target-target dan prioritas pembangunan nasional. Sedangkan aktivitas 
pendukung adalah semua aktivitas yang dilakukan untuk mendukung aktivitas utama. 
Adapun peran yang dapat dan telah dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP 
Provinsi Sulawesi Selatan adalah peran consulting untuk meningkatkan tata kelola 
pemerintahan instansi pemerintah pusat/daerah dan BUMN/D di wilayah Sulawesi 
Selatan dan wilayah Sulawesi Barat. Sedangkan peran assurance berupa audit 
keuangan atas Loan/Grant yang dilakukan atas permintaan Lender telah dapat 
diselesaikan secara tepat waktu dengan kualitas audit/hasil audit yang baik. 
Demikian halnya dengan audit dalam rangka optimalisasi atas penerimaan negara 
dan daerah. Peran dalam upaya mewujudkan iklim pencegahan dan pemberantas 
korupsi telah memberikan hasil yang cukup siginfikan dengan meningkatnya jumlah 
kasus yang diserahkan ke Instansi Penegak Hukum, baik melalui audit investigasi, 
hasil penghitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli termasuk 
tindakan preventif berupa meningkatnya pemahaman dan kepedulian masyarakat 
peserta sosialisasi anti korupsi terhadap bahaya korupsi. 
Terkait dengan kegamangan/keragu-raguan sebagian besar pelaksanaan 
pengadaan barang dan jasa pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan 
menempatkan dirinya sebagai clearing house dengan memberikan solusi dalam 
bentuk sosialisasi, asistensi dan review pengadaan barang dan jasa. Disamping itu 
keberhasilan keseluruhan progam, juga tercermin dari nilai pengawasan (audit value) 
berupa terjadinya peningkatan tindaklanjut hasil pengawasan yang merupakan respon 
auditan terhadap hasil-hasil audit/pengawasan. 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Perwakilan BPKP Provinsi 
Sulawesi mempunyai fungsi yaitu : 
1. Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan. 
2. Pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara dan pengurusan Barang Milik/Kekayaan Negara. 
3. Pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan pengurusan Barang Milik/Kekayaan Daerah. 
4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat 
strategis dan/atau lintas Departemen/Lembaga/Wilayah. 
5. Pemberian asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Sistem Akuntansi 
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. 
6. Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat dan 
Daerah. 
7. Audit terhadap Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, Cabang Usaha 
Pertamina, Kontraktor Bagi Hasil dan Kontraktor Kerjasama, badan-badan 
lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pinjaman bantuan 
luar negeri yang diterima Pemerintah Pusat, dan Badan Usaha Milik Daerah 
atas permintaaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
8. Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara pada 
instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan badan-badan lain yang 
didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, audit terhadap hambatan 
kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit pada instansi 
penyidik dan instansi pemerintah lainnya. 
9. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta 
pengendalian mutu pengawasan. 
10.  Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP. 
11. Disamping itu sebagai auditor yang bertanggungjawab kepada Presiden 
seperti dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, 
BPKP berperan mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan 
pengelolaan keuangan negara melalui fungsi : 
12. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan 
tertentu yang meliputi (Pasal 49) : 
a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral, yaitu kegiatan yang dalam 
pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian 
negara/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan 
pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kementerian 
negara/lembaga, provinsi, atau kabupaten/kota karena keterbatasan 
kewenangan; 
b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penerapan oleh 
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Khusus 
dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern atas kegiatan 
kebendaharaan umum negara, Menteri Keuangan melakukan 
koordinasi kegiatan yang terkait dengan instansi pemerintah lainnya; 
c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan Presiden. 
13. Pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (Pasal 
59). 
14. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan 
Menteri Keuangan kepada Presiden (Pasal 57 ayat 4). 
15. Penyampaian ikhtisar laporan hasil pengawasan yang bersifat nasional (dari 
hasil pengawasan BPKP dan APIP lainnya) sebagaimana tertuang dalam 
Pasal 54 ayat 3. 
4.1.4 Sumber Daya Manusia 
Jumlah sumber daya manusia Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan 
per 31 Desember 2011 sebanyak 174 orang dengan klasifikasi sebagai berikut: 
Tabel 4.1 SDM Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Menurut 
Jabatan 
No. Uraian Jumlah 
1 Pejabat Struktural 10 
2 PFA (Pejabat Fungsional Auditor) 117 
3 Fungsional Lainnya 5 
4 Fungsional Umum 42 
Jumlah 174 
        Sumber: LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 
Jumlah pegawai menurut jenjang pendidikan dapat terlihat pada grafik di 
bawah ini: 
 
 
Gambar 4.1 SDM Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenjang 
Pendidikan 
 
      Sumber: LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 
4.1.5 Struktur Organisasi 
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan memiliki struktur berdasarkan 
Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan SK Kepala BPKP Nomor KEP-713/K/SU/2002, dengan struktur 
yang terdiri dari Kepala Perwakilan yang membawahi 1 (satu) Kepala Bagian Tata 
Usaha, 4 (empat) Kepala Bidang dan 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur 
Organisasi Perwakilan BPKP dapat dilihat pada gambar berikut : 
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           Gambar 4.2 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: http://www.bpkp.go.id 
4.1.6 Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP 
Provinsi Sulawesi Selatan meliputi: tanah, bangunan, inventaris/peralatan kantor, 
kendaraan dinas, dan perlengkapan lainnya. Luas tanah, bangunan dan kendaraan 
yang dimiliki Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut: 
 
Kepala Perwakilan 
Abi Rusman Tjikronolo 
Kepala Bagian 
Tata Usaha 
Karya Bhakti 
Kasubag 
Umum 
Jun Suwarno 
Kasubag 
Keuangan 
Alimudin 
Kasubag 
Kepegawaian 
 Suganda 
Kasubag 
Prolap 
Alfiandry 
 Kepala Bidang 
IPP 
Mangaraja 
 Kepala Bidang 
APD 
 Jamason Sinaga 
 Kepala Bidang 
AN 
 Yuler Bastian 
 Kepala Bidang 
Investigasi 
 Joko Supriyanto 
 Kelompok 
Jabatan 
Fungsional Auditor 
1. Tanah 41.292 m2 
2. Bangunan 68 unit 
3. Kendaraan Dinas 13 Buah 
Tanah dan Bangunan yang dimiliki termasuk tanah dan bangunan Kantor 
Penghubung Perwakilan BPKP Sulsel di Provinsi Sulawesi Barat. 
Sarana dan prasarana tersebut di atas telah cukup memadai guna mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsi. Tanah dan bangunan diperuntukkan sebagai bangunan 
kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan kantor penghubung yang 
berada di Provinsi Sulawesi Barat serta rumah dinas. Selain ruang untuk bekerja, 
bangunan kantor yang ada telah dilengkapi dengan sarana olah raga, ruang untuk 
poliklinik, perpustakaan, arsip, aula, koperasi, sarana ibadah dan kantin. 
 
4.2 Gambaran Penerapan SAKIP pada Perwakilan BPKP Provinsi 
Sulawesi Selatan 
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada perwakilan BPKP 
provinsi Sulawesi Selatan dimulai dari penyusunan renstra perwakilan, penyusunan 
RKT perwakilan yang terdiri atas program kerja pengawasan tahunan (PKPT) dan 
program kerja administrasi umum (PKAU), pengukuran dan analisis kinerja, hingga 
pelaporan dalam bentuk LAKIP perwakilan. 
Sebelum renstra perwakilan disusun, terlebih dahulu renstra BPKP disusun 
melalui rapat koordinasi yang dihadiri oleh perwakilan BPKP seluruh Indonesia 
untuk menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, dan 
indikator keberhasilan/kegagalan untuk lima tahun ke depan. Acuan yang digunakan 
dalam menyusun renstra BPKP adalah tugas pokok dan fungsi, kebijakan pemerintah, 
instruksi presiden, dan hasil-hasil sidang kabinet. 
4.2.1 Penyusunan Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 
Selatan 
Setelah renstra BPKP ditetapkan, seluruh perwakilan BPKP kembali ke 
daerah perwakilan masing-masing dan menyusun renstra perwakilan berdasarkan 
renstra BPKP, disesuaikan dengan kondisi masing-masing perwakilan. Renstra 
perwakilan disusun oleh tim yang dibentuk melalui surat tugas kepala perwakilan. 
Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
2010-2014 merupakan turunan dari Rencana Strategis BPKP Tahun 2010-2014 
dengan nomor KEP-3/K/SU/2010/ tanggal 29 Januari 2010. Rencana Strategis 
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan berisi visi, misi, strategi, tujuan, 
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode rencana strategis. 
Perumusan visi dan misi didahului dengan melakukan analisis ekspektasi stakeholder, 
analisis lingkungan internal dan eksternal dalam rangka menentukan faktor kunci 
keberhasilan. Penyusunan renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan 
dilakukan dengan pendekatan yang memungkinkan: (1) Penyelarasan Rencana 
Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dengan Rencana Strategis 
BPKP; (2) Penyelarasan Visi, Misi, Program dan Kegiatan; (3) Keberhasilan 
Indikator Outcome Program dan Indikator Output Kegiatan; (4) Penguatan Sinergi 
dengan Pemerintah Daerah; dan (5) Peningkatan Pencitraan Keberadaan BPKP. 
Keberadaan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah untuk 
mendukung visi dan misi BPKP sehingga Rencana Strategis Perwakilan BPKP 
Provinsi Sulawesi Selatan mengacu dan sejalan dengan Rencana Strategis BPKP. 
Visi dan misi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan penjabaran 
lebih lanjut dari visi dan misi BPKP. Demikian pula dengan program-program dan 
kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan 
merupakan sebagian dari program dan kegiatan BPKP yang dibebankan 
pelaksanaannya kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Program-
program yang dicantumkan dalam Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi 
Sulawesi Selatan menggunakan nomenklatur yang sama dengan penamaan program 
dalam renstra BPKP. Hal tersebut berkaitan dengan penamaan program dalam DIPA 
untuk mendukung pemberlakuan penganggaran berbasis kinerja dan kemudahan 
pentrasiran program/kegiatan dengan anggaran dalam DIPA. Sedangkan untuk 
penentuan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tetap mengacu 
kepada pengelompokan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis BPKP 
dengan merinci lebih jauh kegiatan-kegiatan tersebut sehingga lebih mencerminkan 
kegiatan aktual yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. 
Keterkaitan (alignment) antara visi, misi, program dan kegiatan merupakan 
kriteria utama dalam penyusunan rencana strategis. Hal tersebut dilakukan melalui 
pengujian alur logika bahwa visi telah didukung oleh misi-misi yang ditetapkan dan 
pelaksanaan program dan kegiatan memang dirancang untuk mencapai visi dan misi. 
Keberhasilan program diukur dengan indikator kinerja hasil (outcome) 
sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator kinerja keluaran (output). 
Satu program terdiri dari beberapa kegiatan yang saling terkait untuk mencapai 
keberhasilan program. Oleh karena itu indikator output kegiatan sebagai leading 
indicator harus berkaitan secara logis dengan indikator outcome program sebagai 
lagging indicator. 
Untuk membangun good governance, pengawalan akuntabilitas keuangan 
negara dan merefleksikan visi dan misi BPKP serta sosialisasi Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2008, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan harus dapat 
menjalin hubungan yang efektif dan saling menguntungkan dengan Stakeholders/ 
Shareholders (Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota) yang dituangkan dalam 
Memorandum of Understanding (MOU) atau nota kesepahaman. BPKP sebagai 
auditor presiden berperan penting dalam menghasilkan informasi hasil pengawasan 
yang berkualitas dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan pembenahan 
manajemen pemerintahan pada level pemerintahan melalui sinkronisasi, sinergitas, 
dan kegiatan lintas sektoral atas kegiatan assurance dan consulting. 
Keberadaan beberapa institusi pengawasan membuat masyarakat/publik 
sebagai salah satu bagian dari Stakeholder/Shareholders belum bergitu memahami 
tugas pokok dan fungsi masing-masing institusi pengawasan tersebut. Oleh karena 
itu Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban membangun sebuah 
tingkat kepercayaan yang tinggi dari stakeholders dan shareholders BPKP. 
Kepercayaan tersebut dibangun dari dua aspek yaitu dari aspek de facto berupa 
adanya realita di masyarakat bahwa BPKP memiliki citra yang positif, juga dari 
aspek yuridis formal berupa adanya produk hukum yang kuat bagi keberadaan BPKP 
sebagai Auditor Internal Pemerintah. Dengan membangun dua aspek kepercayaan 
tersebut, maka tidak akan ada keraguan bagi seluruh stakeholders BPKP untuk dapat 
menerima hasil kerja BPKP. Peningkatan kepercayaan masyarakat dibangun melalui 
kegiatan kehumasan (public relation) yang professional. Kegiatan kehumasan 
mengandung arti yang luas dimana tidak hanya berupa layanan kepada pihak-pihak 
terkait, namun juga melakukan tindakan inovasi dalam meningkatkan citra BPKP 
melalui berbagai media yang ada. Misi ini dilakukan melalui berbagai kegiatan 
peningkatan citra BPKP antara lain promosi, penyebaran informasi melalui media 
majalah dan website serta kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait termasuk 
atensi kepada kepala daerah sebagai alat Warning System kepemerintahannya. 
4.2.2 Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 
Setelah resntra perwakilan disusun dan ditandatangani oleh kepala 
perwakilan, tahap berikutnya adalah menyusun rencana kinerja tahunan (RKT) 
perwakilan. RKT perwakilan disusun oleh Sub Bagian Prolap melalui koordinasi 
dengan semua bidang berdasarkan database yang dikirim oleh pusat, yang berisi 
objek pemeriksaan, jadwal pemeriksaan, dan SDM yang dibutuhkan. Dalam 
operasionalnya, RKT perwakilan terdiri atas program kerja pengawasan tahunan 
(PKPT) yang merupakan kegiatan teknis, dan program kerja administrasi umum 
(PKAU) yang merupakan kegiatan ketatausahaan yang bersifat administratif dan 
umum. 
Penyusunan PKPT dilakukan oleh Bagian Tata Usaha c.q. Sub Bagian 
Prolap. Biro Perencanaan dan Pengawasan (Renwas) mengirim database yang berisi 
usulan daftar kegiatan tahunan ke perwakilan yang diterima oleh Sub Bagian Prolap. 
Database tersebut berisi form KF1 dan KF2 dimana form KF1 berisi daftar kegiatan 
tahunan yang diajukan oleh pusat, dan form KF2 berisi daftar kegiatan tahunan yang 
diajukan oleh perwakilan lain (Lihat gambar 4.3). Dalam form KF1 dan KF 2 
tersebut juga telah ditetapkan waktu penugasan serta jumlah sumber daya manusia 
yang terlibat dalam penugasan. Penugasan dilaksanakan secara tim dimana terdapat 
ketua tim dan anggota tim dan dikoordinir oleh pengendali teknis. Daftar kegiatan 
tahunan tersebut kemudian didistribusikan ke semua bidang sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsi masing-masing bidang untuk mendapatkan tanggapan apakah 
perwakilan menyetujui usulan daftar kegiatan dan jadwal yang diberikan pusat. 
Masing-masing bidang akan memberikan tanggapan atas usulan daftar kegiatan 
tersebut serta mengajukan daftar kegiatan tahunan dari perwakilan yang disebut 
dengan form KF3. Berdasarkan tanggapan dan usulan kegiatan dari bidang-bidang 
tersebut, Sub Bagian Prolap akan menyusun rancangan PKPT perwakilan. PKAU 
perwaklian disusun sendiri oleh perwakilan dan akan direkonsiliasikan di pusat 
bersama PKPT. 
Penyusunan rancangan RKT perwakilan diusahakan bersamaan dengan 
penyusunan anggaran, sehingga ketika rancangan RKT perwakilan telah selesai 
disusun, RKAKL juga telah selesai disusun dan akan direkonsiliasikan di pusat 
bersama seluruh Direktorat Perencanaan dan Pengendalian (Rendal) dari masing-
masing deputi. Hasil dari rekonsiliasi tersebut berupa draft RKT yang berisi PKPT 
dan PKAU, dan berita acara rekonsiliasi RKT dan RKAKL yang ditandatangani oleh 
para direktorat dan perwakilan. Draft RKT dan berita acara tersebut dikirim ke 
Renwas untuk divalidasi. Sementara itu seluruh perwakilan kembali ke daerah 
perwakilan masing-masing dan menjalankan kegiatan berdasarkan draft RKT hasil 
rekonsiliasi. Setelah draft RKT divalidasi oleh Renwas dan dikirim ke perwakilan, 
perwakilan mencetak draft tersebut menjadi dokumen RKT perwakilan. 
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4.2.3 Penetapan Kinerja (Tapkin) 
Penetapan kinerja (tapkin) merupakan perjanjian antara kepala BPKP 
dengan kepala perwakilan BPKP atas target kinerja yang akan dicapai dalam satu 
tahun oleh perwakilan BPKP. Tapkin berisi ringkasan dari RKT berupa kumpulan 
indikator kinerja output dan target yang akan dicapai dalam satu tahun. 
4.2.4 Pengukuran dan Analisis Kinerja 
Pengukuran dan analisis kinerja dilakukan oleh tim penyusun LAKIP yang 
dibentuk dengan surat tugas kepala perwakilan dengan melibatkan seluruh bidang 
yang dikoordinasikan oleh masing-masing kepala bidang. Berikut pihak-pihak yang 
telibat dalam penyusunan LAKIP perwakilan BPKP Sulsel: 
 
Kepala BPKP 
Pusat 
Deputi 
Polsoskam 
Deputi  
 Perekonomian 
Deputi 
Akutan 
Negara 
Deputi 
Investigasi 
Deputi 
Keuangan 
Daerah 
Sesma 
Rendal Rendal Rendal Rendal Rendal Renwas 
KF1 & F2 
 
KF1 & KF2 
 
KF1 & KF2 
 
KF1 & KF2 
 
KF1 & KF2 
 
1. Penanggung jawab (Kepala Perwakilan); 
2. Koordinator (Kepala Bidang); 
3. Narasumber (semua Kabid dan Kabag); 
4. Pengendali Teknis; 
5. Ketua Tim; dan 
6. Anggota Tim. 
Sebelum melakukan pengukuran dan analisis kinerja, hal pertama yang 
dilakukan adalah mengumpulkan data kinerja. Data kinerja diperoleh dari  dua 
sumber yaitu (1) dari sub bagian Prolap (program dan pelaporan) melalui SIMHP 
(sistem informasi hasil pengawasan) dan kompilasi laporan, dan (2) data yang 
diperoleh langsung dari tiap-tiap bidang. Data yang diperoleh langsung dari tiap-tiap 
bidang berfungsi sebagai pembanding dengan data yang diperoleh dari Prolap untuk 
dilakukan penyesuaian apabila terdapat perbedaan. Kepala bidang selaku koordinator 
bertugas memastikan output selesai sesuai kualitas dan waktu. 
Setelah data kinerja berhasil dikumpulkan, berdasarkan data tersebut 
dilakukan pengukuran atas capaian kinerja serta analisis dan evaluasi terhadap hasil 
capaian dengan cara mengaitkannya dengan RKT dan Tapkin. Hasil pengukuran 
serta analisis dan evaluasi tersebut disusun membentuk draft laporan oleh ketua tim 
dan anggota tim dan diserahkan untuk direview oleh pengendali teknis. Hasil 
pengukuran serta analisis dan evaluasi dikonfirmasikan kembali ke tiap-tiap bidang 
dan bagian (narasumber) untuk memperoleh masukan atau perbaikan jika terdapat 
data kinerja yang tidak sesuai. Kemudian dipresentasikan untuk direview oleh kepala 
perwakilan selaku penanggung jawab dan dilakukan penyempurnaan (jika perlu). 
Setelah direview dan disempurnakan, disusunlah draft final untuk kemudia dikirim 
ke pusat. 
4.2.5 Pelaporan 
Hasil dari pengukuran dan analisis kinerja yang telah dilakukan pada tahap 
sebelumnya dituangkan dalam bentuk laporan yang disebut LAKIP perwakilan. 
LAKIP perwakilan kemudian akan dikirim ke pusat. BPKP akan mengambil poin-
poin tertentu dalam LAKIP perwakilan yang bersifat nasional untuk kemudian 
disusun LAKIP BPKP dan dilaporkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara. 
 
4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, kajian teori dan 
metodologi penelitian yang telah diuraikan terdahulu, maka pada sub bab ini akan 
disajikan hasil penelitian melalui wawancara langsung dengan informan yang telah 
dipilih. Informan tersebut adalah para pimpinan maupun staf yang terkait langsung 
dengan pelaksanaan SAKIP. Hal ini untuk menjamin validitas informasi yang 
disampaikan. 
Dari data wawancara, data dokumentasi dan observasi langsung yang 
diperoleh dilakukan organisasi data yaitu kategorisasi dan koding berdasarkan 
pertanyaan penelitian. Selanjutnya dilakukan pemahaman untuk menemukan tema 
yang ada. Untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu “Nilai-nilai apa saja yang 
dianut dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?”, 
ditemukan 6 tema. yaitu proses penyusunan renstra perwakilan, proses penyusunan 
RKT perwakilan, pembuatan Tapkin, pelaksanaan kegiatan, pengukuran dan analisis 
kinerja, serta pelaporan. Hasil analisis data ditunjukkan dalam tabel berikut ini. 
  Tabel 4.2 Analisis Data Untuk Pertanyaan Penelitian 
Triangulasi 
Tema yang 
ditemukan aaaaaaInformasi yang disampaikanaaaaaa 
(dari hasil wawancara) 
Kode 
Wawancara 
Data-data 
lain 
Seluruh Perwakilan BPKP seluruh Indonesia 
berkumpul di pusat untuk rapat koordinasi 
menetapkan renstra BPKP 
M1 
Renstra 
BPKP 
Perwakilan 
Provinsi 
Sulawesi 
Selatan 
2010-2014 
Proses 
Penyusunan 
Renstra 
Perwakilan 
Renstra perwakilan disusun setelah renstra 
BPKP ditetapkan. 
M1 
Renstra perwakilan disusun mengacu pada 
renstra BPKP disesuaikan dengan kondisi 
perwakilan. 
M4 
Renstra perwakilan disusun berdasarkan 
pedoman penyusunan renstra  yang 
dikeluarkan oleh Kemenpan. 
M2 
Renstra perwakilan disusun oleh tim yang 
ditetapkan melalui surat tugas yang 
dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan. 
M1 
Tim penyusun renstra perwakilan adalah 
orang-orang yang berpotensi menyusun 
renstra perwakilan. 
M1 
Tim penyusun renstra perwakilan memiliki 
pemahaman atas konsep penyusunan renstra 
perwakilan. 
M7 
Tim penyusun renstra perwakilan 
berkoordinasi dengan semua bidang dan 
bagian untuk menyusun renstra perwakilan. 
M7 
Tim penyusun renstra menganalisis 
kebutuhkan Stakeholdersnya. 
M7 
Renstra perwakilan diexpose dalam rapat 
yang dihadiri oleh seluruh Kabid dan Tim. 
M4 
RKT merupakan breakdown dari Renstra. M2 
  
Proses 
Penyusunan 
RKT 
Perwakilan 
Rancangan RKT perwakilan disusun oleh sub 
bagian prolap berkoordinasi dengan bagian 
dan seluruh bidang. 
M2 
 Acuan penyusunan rancangan RKT 
perwakilan berupa database dari pusat dan 
usulan kegiatan dari bagian dan seluruh 
bidang. 
M5 
 
Triangulasi 
Tema yang 
ditemukan aaaaaaInformasi yang disampaikanaaaaaa 
(dari hasil wawancara) 
Kode 
Wawancara 
Data-data 
lain 
Database berisi rancangan daftar kegiatan 
tahunan yang diajukan dari pusat dan 
perwakilan lain. 
M5 
    
Rancangan RKT perwakilan dirapatkan di 
pusat. 
M2 
RKT perwakilan divalidasi oleh Renwas M5 
RKT perwakilan didistribusikan ke bagian dan 
semua bidang berdasarkan tugas dan 
fungsinya. 
M2 
Tapkin merupakan dokumen perjanjian 
antara Kepala BPKP dan Kepala Perwakilan 
BPKP Sulsel. 
M2  
  
Penetapan 
KInerja 
(Tapkin) 
Kepala Perwakilan berjanji akan mewujudkan 
target kinerja yang telah ditetapkan. 
M2 
 Isi Tapkin berupa ringkasan dari RKT. M2 
Tapkin memuat sasaran strategi, indikator 
kinerja output, dan targetnya. 
M2 
Tapkin ditandatangani oleh Kepala BPKP dan 
Kepala Perwakilan.  
M2 
Bagian dan seluruh bidang menerima RKT 
terkait tugas dan fungsinya. 
M2 
  
Pelaksanaan 
Kegiatan dan 
Program 
Bagian dan seluruh bidang melaksanakan 
kegiatan berdasarkan RKT. 
M1, M2 
dan M5 
Untuk melaksanakan kegiatan, seluruh bidang 
membuat surat tugas berdasarkan RKT. 
M6 
Pembagian tugas masing-masing pegawai 
berdarkan surat tugas. 
M6 dan M7 
Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan 
membentuk tim. 
M7 
Kegiatan yang selesai dilaksanakan dibuatkan 
laporan. 
M2 
Laporan disetor ke Sub Bagian Prolap. M2 
Pengukuran dan analisis kinerja dilaksanakan 
oleh tim penyusun LAKIP. 
M3 dan M7 
  
Pengukuran 
dan Analisis 
Kinerja 
Tim penyusun LAKIP terdiri atas Kaper, Kabag 
dan seluruh Kabid, Danis, ketua tim, dan 
anggota tim. 
M1 dan M3 
Kinerja diukur berdasarkan data kinerja dari 
Prolap dan seluruh Bidang. 
M3 
Triangulasi 
Tema yang 
ditemukan 
aaaaaaInformasi yang disampaikanaaaaaa 
(dari hasil wawancara) 
Kode 
Wawancara 
Data-data 
lain 
Data dari Prolap dibandingkan dengan data 
bidang untuk disinkronkan. 
M3 
    
Hasil pengukuran kinerja dievaluasi dan 
dianalisis oleh tim penyusun LAKIP. 
M3 
Hasil pengukuran dan analisis kinerja 
dituangkan dalam bentuk draft LAKIP. 
M3 
Draft LAKIPdireview secara bertahap dari 
Danis hingga Kepala Perwakilan. 
M3 
Dalam setiap review dilakukan perbaikan dan 
penyempurnaan jika diperlukan.  
M3 
Untuk direview oleh Kepala Perwakilan, draft 
LAKIP dipresentasikan. 
M3 
Draft final LAKIP disusun setelah direview 
oleh Kepala Perwakilan. 
M3 
Tiap bulan Sub Bagian Prolap menyusun 
laporan bulanan realisasi RKT. 
M2 
  Pelaporan Draft final LAKIP dikirim ke pusat. M3 
Draft final LAKIP diprint menjadi dokumen 
LAKIP Perwakilan dan dikirim ke pusat. 
M3 
Sumber: Penulis 
4.3.1 Nilai-nilai dalam Proses Penyusunan Perencanaan Strategi 
Nilai-nilai yang ditemukan penulis dalam proses penyusunan Perencanaan 
Strategis (renstra) adalah vision (wawasan ke depan), konsistensi, desentralisasi, 
keterbukaan dan transparansi, daya tanggap (responsive), serta profesionalisme dan 
kompetensi. 
Nilai vision (wawasan ke depan) yang dianut dalam penyusunan renstra 
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terbukti dari wawancara dengan salah 
seorang anggota tim penyusun renstra, Ibu Ana Sejati, Ak. MPA. yang mengatakan: 
“… kita ada dalam nyusun renstra itu analisis-analisisnya gitukan, melihat 
ke depan, kita juga eee apa namanya karena kita bagian dari BPKP pusat, 
jadi kita mengacu ke BPKP pusat, gitu. Bagaimana menciptakan, kita 
sebagai auditor presiden yang interaktif, mewujudkan akuntabilitas 
keuangan negara itu kan sebenernya visi ke depan, bagaimana agar itu bisa 
terwujud”. 
Selain itu, dalam dokumen Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga 
penulis menemukan pernyataan sebagai berikut. 
“Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
2010-2014 merupakan turunan dari Rencana Strategis BPKP Tahun 2010-
2014 dengan nomor KEP-3/K/SU/2010/ tanggal 29 Januari 2010. Rencana 
Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan berisi visi, misi, 
strategi, tujuan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 
periode rencana strategis. Perumusan visi dan misi didahului dengan 
melakukan analisis ekspektasi stakeholder, analisis lingkungan internal dan 
eksternal dalam rangka menentukan faktor kunci keberhasilan”. 
Pernyatan tersebut menunjukkan bahwa di dalam rencana strategis, perwakilan 
menetapkan visi dan misi organisasi yang menunjukkan arah organisasi untuk lima 
tahun ke depan, menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan untuk lima 
tahun ke depan melalui analisis SWOT dan analisis terhadap kebutuhan stakeholders. 
Hal ini menunjukkan adanya nilai vision (wawasan ke depan). 
Gambar 4.4 Hasil Analisis SWOT 
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2010-2014 
Nilai konsistensi dalam proses penyusunan renstra perwakilan terbukti dari 
pernyataan narasumber yang mengatakan bahwa renstra perwakilan BPKP Sulsel 
disusun mengacu pada renstra BPKP, berikut pernyataan dari hasil wawancara 
dengan anggota tim penyusun renstra perwakilan, Ibu Ana Sejati, Ak. MPA. 
“Renstra perwakilan itu berdasarkan renstra pusat yang disesuaikan 
dengan kondisi perwakilan, menyesuaikan target-target yang ditetapkan 
pusat”. 
Beliau juga mengatakan: 
“… kita ada dalam nyusun renstra itu analisis-analisisnya gitukan, melihat 
ke depan, kita juga eee apa namanya karena kita bagian dari BPKP pusat, 
jadi kita mengacu ke BPKP pusat, gitu”. 
Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, 
Pak Alfiandry, Ak. yang mengatakan: 
“Setelah renstra BPKP disusun, baru renstra perwakilan dibuat 
berdasarkan renstra BPKP yang telah disusun tadi”. 
Ketiga pernyataan tersebut menunjukkan bahwa renstra perwakilan disusun selaras 
dengan renstra pusat yang disesuaikan dengan kondisi perwakilan. Hal ini 
menunjukkan adanya nilai konsistensi dalam menyusun renstra perwakilan, juga nilai 
desentralisasi yang ditunjukkan dengan penyusunan renstra perwakilan yang 
dilakukan oleh perwakilan itu sendiri dengan mengacu pada renstra BPKP yang 
disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di daerah perwakilan. 
Nilai keterbukaan dan transparansi dalam proses penyusunan renstra 
perwakilan terbukti dari wawancara dengan anggota tim penyusun renstra perwakilan, 
Ibu Ana Sejati, Ak. MPA. yang mengatakan: 
“… setelah ada draft jadi, saya diminta ngoreksi mana yang perlu 
diperbaiki, terus oleh tim oleh tim eee diperbaiki, kan dari masing-masing 
bidang semua dapat draftnya. Terus.. waktu itu seingat saya juga kita 
sempat ngumpul-ngumpul juga, jadi ada Pak Kepala Perwakilan, kita 
presentasikan juga, masing-masing bidang hadir, bagian juga, sama, 
hampir sama dengan LAKIP, seperti itu”. 
Dalam pernyataan narasumber di atas, disebutkan “hampir sama dengan LAKIP”. 
Sebelum mengatakan pernyataan di atas, narasumber terlebih dahulu memaparkan 
proses penyusunan LAKIP, penulis mengulangi pernyataan narasumber mengenai 
proses penyusunan LAKIP yang dikatakan hampir sama dengan proses penyusunan 
rensrta perwakilan oleh narasumber untuk memastikan apa yang dimaksud 
narasumber. Pernyataan narasumber tersebut adalah sebagai berikut: 
“Iya.. Jadi, setelah ada surat tugas, itu kita diminta berkumpul di suatu 
tempat, dan di situ masing-masing bidang diminta untuk eee eee 
mempresentasikan hasil capaian hasil masing-masing, yaa.. misalnya di 
bidang APD, apa yang sudah dicapai berdasarkan Tapkin yang sudah 
ditetapkan pada awal tahun toh. Nah di situ kita juga memaparkan 
permasalahan-permasalahan apa, hambatan apa, mana yang sudah 
tercapai mana yang belum, gitu. Nah pada saat misalnya dari APD itu 
mempresentasikan, pihak lain misalnya bidang-bidang lain bisa bertanya, 
kenapa seperti ini kenapa seperti itu. Nah itukan sebenarnya bagian dari 
transparansi juga. Nah, terus pada saat eee, itukan eee itu kan setelah 
dipresentasikan itu, itu menjadi bahan bagi tim penyusun, yang tim intinya 
ya, tim inti untuk mengkompilasi masing-masing bidang”. 
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan renstra 
perwakilan ada keterbukaan dan transparansi di dalam organisasi yang ditunjukkan 
dengan dilibatkannya seluruh bagian organisasi melalui perwakilan dari bagian dan 
masing-masing bidang untuk memberikan masukan mengenai isu strategis yang 
ditemukan selama berinteraksi secara intensif dengan stakeholrders dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya, dimana isu-isu strategis tersebut menjadi masukan 
yang sangat pentung dalam menyusun renstra perwakilan. 
Nilai responsive (daya tanggap) yang dianut dalam penyusunan renstra 
perwakilan terbukti dari wawancara dengan anggota tim penyusun renstra mengenai 
proses penyusunan renstra di perwakilan BPKP Sulsel, Ibu Nur Ana Sejati, Ak., 
MPA. yang mengatakan: 
“kita kan, itu tadi ya, dari visi misinya kan kita menjadi auditor presiden 
yang interaktif, terus termasuk juga itu tadi ketika pemda itu lagi butuh apa. 
Nah kita itu merespon dengan harus segera merespon, gitu, untuk 
menghadapi kebutuhan-kebutuhan stakeholders, gitu”. 
Selain itu beliau juga mengatakan: 
“Kita responsif ya, cepat tanggap terhadap kebutuhan stakeholders. Kita 
melakukan analisis SWOT juga, yang melakukan tim penyusun renstra. Kita 
juga kan berinteraksi dengan pemda, instansi pemerintah pusat yang ada di 
Sulawesi Selatan ini, kemudian BUMD, pokoknya semua stakeholders kita 
itu kita berinteraksi dalam pelaksanaan kegiatan itu tadi. Jadi kita bisa 
menangkap, sebenarnya kebutuhan mereka itu apa, kita juga bisa motret 
juga kan peraturan yang muncul sekarang apa, misalnya yang dulu ya, dulu 
itu kan, eh yang sekarang, sekarang itu kan akuntansi akan ada penerapan 
accrual basis, itu kan sebenarnya salah satu peluang juga, kan kita 
merespon itu nanti, bagaimana kita bisa membentuk pemerintah daerah 
supaya mereka bisa mencapai accrual. Makanya tadi visinya menjadi 
auditor presiden yang interaktif itu kan salah satunya itu tadi, kita melihat 
peraturan-peraturan, oh ternyata ini yang diperlukan oleh pemerintah kita, 
termasuk yang sekarang kan masih banyak yang belum WTP kan, kita juga 
melihat, apasih permasalahannya, apa yang diperlukan mereka. Kita nggak 
bertanya ke mereka, tapi secara tidak langsung, ketika kita melakukan 
penugasan, kayak kemarin kita melakukan penugasan review laporan 
keuangan, kita kan bisa tahu. Yang saya maksudkan, bukan bertanya secara 
langsung apa kebutuhan kamu, tapi kita dari hasil penugasan, hasil 
interaksi dengan mereka, kita kan bisa dapet kan”. 
Beliau juga mengatakan: 
“… misalnya laporan pemda masih banyak yang belum WTP, berarti kita 
harus bisa bagaimana caranya membuat mereka itu bisa WTP, apa 
sebenarnya kelemahannya, oh ternyata di pengolahan aset, bagaimana 
supaya aset itu tertata dengan baik, nah itu kan salah satu strategi kita 
harus menentukan ke depan seperti apa. Jadi bukan partisipasi stakeholders 
tapi hasil analisis kita terhadap kebutuhan pemerintah daerah itu. Kami 
tidak menanyakan, apasih butuhnya, kami sudah tahu karena kami 
melakukan interaksi yang intensif dengan mereka, akhirnya  kita tahu ooh 
kamu tuh butuhnya ini, gitu, akhirnya kita menawarkan bagaimana sih 
supaya WTP, karena kalau kita nanya ke mereka, mungkin mereka juga 
nggak tahu. Makanya kita yang mengarahkan”. 
Ketiga pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam menyusun renstra 
perwakilan terdapat nilai responsive (tanggap) terhadap kebutuhan stakeholders, 
sehingga perwakilan dapat menetapkan isi renstra, dalam hal ini berupa program dan 
kegiatan berdasarkan dengan visi dan misi BPKP serta sesuai dengan kondisi 
lingkungan di daerah perwakilan Sulawesi Selatan. 
Nilai profesionalisme dan kompetensi yang dianut dalam proses penyusunan 
renstra perwakilan terbukti dari wawancara dengan anggota tim penyusun renstra, 
Ibu Nur Ana Sejati, Ak., MPA. yang mengatakan: 
“… dalam penyusunan renstra juga gitu, karena yang diminta untuk 
menyusun punya pemahaman tentang konsep renstra”. 
Dalam pernyataan di atas, dikatakan bahwa yang terlibat dalam penyusunan 
renstra memiliki pemahaman mengenenai konsep renstra. Hal ini menunjukkan 
bahwa dalam menyusun renstra ada nilai profesionalisme dan kompetensi. 
Profesionalisme dan kompetensi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, dalam 
profesionalisme ada kompetensi, kepiawaian, atau keahlian. Menuurt Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (1994), profesionalisme artinya sifat-sifat (kemampuan, 
keterampilan, cara pelaksanaan sesuatu dan lain – lain) sebagaimana yang tepat ada 
pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme berasal dari profesi 
yang berarti berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk 
menjalankannya (KBBI, 1994). 
4.3.2 Nilai-nilai dalam Proses Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 
Nilai-nilai yang ditemukan penulis dalam proses penyusunan RKT di 
Perwakilan BPKP Porivinsi Sulawesi Selatan adalah nilai konsistensi, kerja sama, 
efisiensi dan efektivitas, serta kompetensi. 
Nilai konsistensi yang dianut dalam proses penyusunan RKT perwakilan 
terbukti dari wawancara dengan seorang Pejabat Eselon IV yaitu Kepala Sub Bagian 
Prolap, Pak Alfiandry, Ak. yang mengatakan: 
“RKT itu dibreakdown dari renstra. RKT di BPKP ada PKPT dan PKAU”. 
Selain itu beliau juga mengatakan: 
“Oooh.. ini nggak bisa dilihat secara gamblang kegiatan-kegiatan yang ada 
di PKPT trus mau dicocokkin sama di renstra. Makanya nih ada kodenya 
nih, ini kan by system. Nah ini kodenya kalau ditelusuri baru ketahuan 
asalnya dari renstra dia masuk di sasaran dan program yang mana”. 
Kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa RKT merupakan turunan dari 
rencana strategis. RKT disusun dengan mengacu pada sasaran dan program yang 
telah ditetapkan dalam rencana strategis sehingga seluruh kegiatan yang ada dalam 
RKT selaras dengan rencana strategis. Hal tersebut menunjukkan adanya nilai 
konsistensi dalam menyusun RKT. 
 Nilai kerja sama yang dianut dalam proses penyusunan RKT pada perwakilan 
BPKP Sulsel terbukti dari wawancara dengan Pejabat Eselon IV, Pak Alfiandry, Ak. 
yang menyatakan: 
“RKT yang nyusun tuh bagian kita, prolap, tapi melalui koordinasi juga 
dengan bidang-bidang, minta datanya ke bidang, kegiatan apa aja yang 
akan dilaksanakan. Karena kan mereka yang lebih tau kegiatan-kegiatan 
terkait bidang mereka”. 
Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh seorang staf pegawai Bagian APD yang 
merupakan anggota tim penyusun LAKIP, Ibu Nur Ana Sejati, Ak., MPA. yang 
mengatakan: 
“Setelah renstranya jadi, dibuatlah RKT. Nah kalau yang ini nanyanya ke 
Pak Alfiandry aja, Prolap. Yang terlibat penyusunan RKT itu Prolap dan 
semua Kabid”. 
Juga oleh staf pegawai senior Prolap, Pak Dahrul Walia, S.E. yang mengatakan: 
“Setelah database dikirim ke perwakilan, perwakilan apakah setuju dengan 
jadwal yang diberikan pusat atau tidak, Prolap distribusikan ke bidang-
bidang untuk memperoleh tanggapan”. 
Database yang dimaksud dalam pernyataan di atas berisi usulan daftar kegiatan 
beserta jadwal pelaksanaan dan sumber dayanya, sebagaimana yang telah dijelaskan 
sebelumnya pada gambaran pelaksanaan SAKIP pada Perwakilan BPKP Provinsi 
Sulawesi Selatan yang juga bersumber dari wawancara dengan Kepala Sub Bagian 
Prolap, Pak Alfiandry, Ak. 
Dari ketiga pernyataan hasil wawancara di atas menunjukkan adanya nilai 
kerja sama dalam menyusun rancangan RKT perwakilan untuk menetapkan usulan 
kegitan tahunan yang akan dilaksanakan oleh perwakilan. 
Nilai efisiensi dan efektivitas dalam proses penyusunan RKT ditunjukkan 
dengan digunakannya sistem informasi dan teknologi berupa aplikasi yang 
menghubungkan antara satu data dengan data lain sehingga memudahkan rekonsiliasi 
RKT dan menjadikan proses penyusunan RKT menjadi lebih efisien dan efektif. Hal 
ini terbukti dari wawancara dengan Kepala Sub Bagian Prolap, Pak Alfiandry yang 
mengatakan: 
“Setelah rancangan RKT perwakilan dan anggarannya udah jadi, 
dirapatkan lagi di pusat. Nih ada undangannya nih dari pusat kayak gini, 
perihal rekonsiliasi RKT dan RKAKL. Di sana tuh semua pada depan 
laptop, by system, misalnya ada kegiatan yang mau dikurangi atau 
ditambah, jadi kita langsung aja tinggal dihapus atau diketik di laptop 
masing-masing”. 
Selain menunjukkan adanya nilai efisiensi dan efektivitas, pernyataan di atas 
juga menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam rekonsiliasi RKT tersebut 
mampu atau kompeten dalam menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen, 
sehingga kegiatan rekonsiliasi berjalan secara efisien dan efektif. Hal ini 
menunjukkan ada nilai kompetensi dalam proses penyusunan RKT. 
4.3.3 Nilai-nila dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) 
Tapkin merupakan dokumen perjanjian antara kepala perwakilan dan 
Kepala BPKP dimana kepala perwakilan berjanji akan mewujudkan target kinerja 
yang telah ditetapkan., hal ini terbukti dari wawancara dengan Kepala Sub Bagian 
Prolap, Pak Alfiandry, Ak. yang mengatakan: 
“… tapkin itu ringkasan dari RKT, memuat sasaran strategis, indikator 
kinerja output, sama targetnya. Trus di bawah ada tanda tangan kepala 
perwakilan sama tanda tangan Kepala BPKP, nih kan.. RKT itu 
operasionalnya sedangkan Tapkin dokumen perjanjian antara Kepala 
BPKP dan kepala perwakilan, kepala perwakilan berjanji akan mencapai 
target kinerja yang telah ditetapkan”. 
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepala perwakilan berkomitmen untuk 
mewujudkan capaian-capaian yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan adanya 
komitmen dalam penetapan kinerja. 
4.3.4 Nila-nilai dalam Pelaksaan Kegiatan 
Nilai-nilai yang ditemukan penulis dalam pelaksanaan kegiatan pada 
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah nilai kerja sama, keadilan, 
kejujuran, profesionalisme dan kompetensi, independen, saling mendukung, saling 
menghargai, dan saling mengingatkan. 
Nilai kerja sama dan keadilan yang ditemukan penulis dalam pelaksanaan 
kegiatan RKT pada Perwakilan BPKP Sulsel terbukti dari wawancara dengan 
seorang staf pegawai bagian APD, Ibu Nur Ana Sejati, Ak., MPA., yang mengatakan: 
“Bekerja dalam tim itu adil ya, karena kalau nggak kan capek yah. Kalau 
misalnya cuma ketua timnya saja yang aktif, saya sebagai ketua tim juga 
nggak mau kalau melihat anggota tim saya nganggur-nganggur, gitu kan. 
Jadi saya pasti berdayakan anggota tim dan yang lain juga harus begitu, 
karena kita kan eee secara umum kan apa namanya, penghasilannya kan 
sama, gitu kan, kalau misalnya keluar kota, dapat uangnya sama, masa ada 
yang nggak kerja. Kalau kita sebagai anggota tim, kita juga pasti nggak 
enak kan, sama ketua tim masa sih. Ya itulah, saling kerja sama, intinya itu. 
Ketua tim sendiri juga harus bisa membagi tugas tadi, mana sih yang 
menjadi tanggung jawab ketua tim, mana yang anggota tim, bisa ngasih 
tahu anggota tim, ini loh yang harus kamu kerjakan. Karena kan nggak adil 
kalau ada satu yang nggak kerja toh”. 
Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan, 
dalam hal ini pelaksanaan RKT, ada nilai keadilan yang dianut oleh pegawai 
Perwakilan BPKP Sulsel. Ketua tim membagi tugas secara adil terhadap anggota 
timnya sehingga tidak ada ketimpangan dalam pemberian tugas. 
Nilai keadilan juga ditemukan penulis dari hasil wawancara dengan salah 
seorang staf pegawai senior BPKP, L. M. Akhzan Runim S. E., yang mengatakan: 
“Direview itu dilihat, sesuai PKPT PKAU atau tidak, dasar penugasan, 
tujuan dan sasaran penugasan, anggaran waktunya, kemudian apakah 
nama-nama orang yang bertugas tidak tumpang tindih, maksudnya jangan 
sampai ada yang kebanyakan, ada yang sedikit. Jadi di situ ada unsur 
keadilan, nilai keadilan diterapkan, harus proporsional”. 
Nilai kejujuran yang ditemukan penulis dalam pelaksanaan kegiatan RKT 
pada Perwakilan BPKP Sulsel terbukti dari wawancara dengan seorang staf pegawai 
Bagian APD, Pak L. M. Akhzan Runi, S.E., yang mengatakan: 
“Pengendalian internal itu mendukung kejujuran, karena pengendalian itu 
menyebabkan kita harus jujur. Kita jujur karena ada prosedur yang melekat 
dalam proses pelaksanaan kegiatan itu. Jujur karena ada prosedur yang 
melekat dalam penyampaian proses penugasan. Kemudian yang setelah kita 
pergi, kita sampaikan berapa nginap di hotel, transport berapa. Kalau 
transport itu nggak bisa diganggu gugat, sudah ada tarifnya tetap. tarifnya 
itu dari survei lokal, ada tarif lokal itu. Itu ada di anggaran belanja, ada di 
DPAnya. Sudah ada tarif-tarif itu. Kalau masalah tarif ininya, 
akomodasinya, uang sakunya, itu menteri keuangan. Jadi setelah di 
Kasubag Prolap ditandatangani, oke dilaksanakan tugas, laksanakan tugas, 
saya tinggal di hotel, berapa hari saya tinggal di hotel, misalnya 10 hari 
atau 12 hari, sesuai dengan konsep. nah di situ harus jujur. Jadi 
pembayaran disesuaikan dengan real belanja. Kemudian bukti-bukti 
tersebut diproses untuk pembayaran, jadi dia itu bisa berbeda dengan 
konsep yang pertama, cost sheet, cost sheetnya, cost sheet  itu lembar biaya. 
Jadi besarnya biaya, bil, yang harus dibayarkan tergantung kejujuran tim 
dalam, menyampaikan bukti-bukti pengeluaran selama penugasan. Begitu”. 
 
Beliau juga mengatakan: 
“Ya harus jujur, bukti harinya, pemeriksaannya, nggak bisa bohong karena 
kan ada bukti dokumennya itu, ada stempelnya, tanggalnya”. 
Nilai profesionalisme dan kompetensi ditemukan penulis dalam pelaksanaan 
kegiatan RKT pada Perwakilan BPKP Sulsel terbukti dari hasil wawancara dengan 
salah seorang staf pegawai Bagian APD, Ibu Nur Ana Sejati, Ak., MPA., yang 
mengatakan: 
“Sebenernya itu bagian juga ya, karena pekerjaan di sini kan juga kita 
dibutuhkan profesionalisme sama kompetensi. Kalau misalnya itu nggak 
ada, apa yang mau kita berikan ke Pemda”. 
Beliau juga mengatakan: 
“… misalnya laporan pemda masih banyak yang belum WTP, berarti kita 
harus bisa bagaimana caranya membuat mereka itu bisa WTP, apa 
sebenarnya kelemahannya, oh ternyata di pengolahan aset, bagaimana 
supaya aset itu tertata dengan baik, nah itu kan salah satu strategi kita 
harus menentukan ke depan seperti apa. Jadi bukan partisipasi stakeholders 
tapi hasil analisis kita terhadap kebutuhan pemerintah daerah itu. Kami 
tidak menanyakan, apasih butuhnya, kami sudah tahu karena kami 
melakukan interaksi yang intensif dengan mereka, akhirnya  kita tahu ooh 
kamu tuh butuhnya ini, gitu, akhirnya kita menawarkan bagaimana sih 
supaya WTP, karena kalau kita nanya ke mereka, mungkin mereka juga 
nggak tahu. Makanya kita yang mengarahkan”. 
 
Nilai independensi dalam pelaksanaan kegiatan yang ditemukan penulis 
terbukti dari hasil wawancara dengan seorang pegawai Bidang APD, L.M. Akhzan 
Runi, S.E., yang mengatakan: 
“Berdasarkan nilai kejujuran yang sudah dibangun melalui sistem dalam 
prosedur yang melekat dalam penugasan maka semua hasil penugasan itu 
kita dokumentasikan berupa kertas kerja dan laporan hasil penugasan. 
Kertas kerja itu kita buat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari 
yang diperiksa atau yang diasistensi, kami sampaikan secara objektif, 
kondisi apa adanya Jadi dokumen hasil penugasan tadi berupa kertas kerja 
dan laporan itu menunjukkan independensi dari tim penugasan. Jadi kami 
menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di tempat penugasan, itukan 
independen”. 
Nilai saling mendukung, saling menghargai, dan saling mengingatkan 
detemukan penulis dalam pelaksanaan RKT pada Perwakilan BPKP Sulsel yang 
terbukti dari hasil wawancara dengan seorang staf pegawai senior, Pak L. M. Akhzan 
Runi, S.E., yang mengatakan: 
“Oh iya kita di sini itu ada namanya 5 sipa 1 sipo, motto, motto perwakilan 
kita yang mengandung nuansa muatan lokal kedaerahan yang relevan 
dengan kondisi dan budaya. 5 sipa 1 sipo itu sipatuo, sipatokong, sipakatau, 
hmm.. terus hmm.. oh sipakatau, sipakainge, sipakalebbi, sama yang 
terakhir itu siporennu. Sipatuo itu artinya saling mendukung, kemudian 
sipatokong itu saling membantu, sipakatau saling menghargai, terus apa 
lagi tadi, oh sipakainge, sipakainge itu saling mengingatkan, sipakalebi 
saling mengapresiasi, terakhir siporennu saling merindukan”. 
Nilai saling mendukung penulis temukan dalam pelaksanaan kegiatan RKT terbukti 
dari hasil wawancara dengan staf pegawai Bagian APD, Ibu Nur Ana Sejati, Ak., 
MPA., yang mengatakan: 
“Kita itu saling mendukung ya, saling menghargai, itu kan harus ya. Kita 
kan membawa nama organiasai, kalau di daerah itu. Kalau yang satu 
berbeda pendapat kan atas nama tim ini gimana sih, gitu kan. Itu tanggung 
jawab juga, ketua tim bagaimana supaya pendapat anggota tim sama 
dengan ketua tim, bagaimana ketua tim harus bisa mengontrol anggota tim, 
begitu. Harus saling mendukung. Termasuk tadi, mengapresiasi, gitu kan, 
kan pastinya kita sebagai anggota tim juga nggak rela kalau misalnya ada 
anggota timnya dianggep, ya meskipun orang baru, gitu kan, kita juga 
harus bisa menghargai anggota tim juga, bagaimana biar eee apa namanya, 
teman di Pemda itu juga menganggep partner kita itu juga orang yang 
layak untuk dihargai juga, gitu”. 
Beliau juga mengatakan: 
“Anggota tim mendukung, maksudnya data-data untuk laporan itu di.. apa 
namanya, di.. anggota tim itu menyediakan data-data dan inoformasi untuk 
laporan”. 
Nilai saling menghargai dalam pelakasanaan RKT di Perwakilan BPKP Sulsel 
terbukti dari hasil wawancara dengan narasumber yang sama dengan sebelumnya 
yaitu Ibu Nur Ana Sejati, Ak., MPA., yang mengatakan: 
“Dalam hubungan anggota tim dengan ketua tim, anggota tim kan mungkin 
sudah bekerja keras, apasih yang diminta ketua tim, gitu kan, ya paling 
nggak kita hargai dengan misalnya melakukan kesalahan, ya jangan 
langsung disalahkan, tapi dikasih tahu dengan cara yang baik. Jadi 
usahanya dihargai, kan menghargainya bukan dalam bentuk finansial atau 
apa, tapi dalam bentuk bagaimana dia mendapat bimbingan tadi, 
bagaimana mendapat perlakuan yang baik, begitu. Saling membantu dalam 
tim, anggota tim ketua tim, sesama lah dalam tim itu saling membantu”. 
Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh pegawai lain, L.M. Akhzan Runi, S.E., yang 
mengatakan: 
“Bekerjanya itu ya saling menghargai, menjaga etika, misalnya ada yang 
melakukan kesalahan jangan tegur dia depan orang banyak, di depan orang 
lain yang audit itu toh, yang sementara audit, tegur baik-baik, dipanggil 
misalnya, jangan disalahkan walaupun dia baru misalnya. Cara 
menegurnya juga misalnya ada banyak orang di situ, kasih tahunya di 
dalam ruangan kah”. 
Nilai saling mengingatkan dalam pelaksanaan RKT di Perwakilan BPKP Sulsel juga 
terbukti dari hasil wawancara dengan Ibu Nur Ana Sejati, Ak., MPA., yang 
mengatakan: 
“Kita kan atas nama tim kalau misalnya ada anggota tim menjelaskan, 
misalnya asistensi, menjelaskan salah, ya kita wajib ini, mengingatkan, 
kalau nggak kan ya itu tadi, nanti keluarnya kan atas nama tim itu. Atau 
sebaliknya, kalau ketua timnya salah, ya kita harus mengingatkan. Kita kan 
punya acuan sebenernya, acuannya itu kan peraturan-peraturan, seperti itu. 
Nah atas dasar itu, misalnya kita belajar tentang SAKIP, kan kita tahu 
konsepnya, masing-masing anggota tim sama ketua tim bisa jadi 
kemampuannya juga sama kan, bisa saling mengingatkan itu”. 
 
 
4.3.5 Nilai-nilai dalam Pengukuran dan Analisis Kinerja 
Nilai-nilai yang ditemukan oleh penulis dalam pengukuran dan analisis 
kinerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah nilai kebenaran dan 
keakuratan, profesionalitas, serta saling mendukung dan saling membantu. 
Nilai kebenaran dan keakuratan yang ditemukan penulis dalam kegiatan 
mengukur dan menganalisis kinerja terbukti dari wawancara dengan seorang staf 
pegawai Bagian APD yang juga merupakan anggota tim penyusun LAKIP 
perwakilan, Pak Damargo Hadiono, Ak. M.E., yang mengatakan: 
“Setelah itu diusun draft laporannya dan diserahkan ke pengendali teknis 
untuk direview. Kemudian direview lagi oleh narasumber untuk 
memberikan masukan-masukan, memperbaiki, dan melengkapi jika terdapat 
kesalahan atau data kinerja yang tidak sesuai. Setelah direview oleh 
narasumber, dipresentasikan untuk menampung review dari penanggung 
jawab, kepala perwakilan, direview dan disempurnakan. Setelah itu 
dibuatlah draft final untuk dikirim ke pusat”. 
Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pengukuran dan analisis kinerja 
direview secara bertahap mulai dari pengendali teknis hingga kepala perwakilan 
selaku penanggung jawab dalam kegiatan penyusunan LAKIP perwakilan. Review 
yang dilakukan oleh narasumber tidak lain merupakan crosscheck data kinerja. 
Kedua hal tersebut menunjukkan upaya yang dilakukan oleh tim penyusun LAKIP 
untuk memperoleh data kinerja yang benar serta hasil pengukuran dan analisis 
kinerja yang akurat. Selain itu, pada saat penulis menanyakan mengapa data kinerja 
juga diambil dari setiap bidang sementara data dari Sub Bagian Prolap juga berasal 
dari setiap bidang, beliau mengatakan: 
“Untuk disinkronkan. Karena kadang-kadang data dari prolap ada yang 
belum diupdate atau salah klasifikasi. Jadi dibandingkan dengan data 
bidang”. 
Pernyataan di atas juga menunjukkan tindakan atau upaya untuk memeperoleh data 
kinerja yang akurat sehingga hasil pengukuran dan analisis data kinerjanya pun 
akurat. 
Nilai lainnya yang ditemukan oleh penulis dalam pengukuran dan analisis 
kinerja adalah nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan ini ditunjukkan dengan adanya 
pihak-pihak lain di luar tim penyusun LAKIP yang membantu dan mendukung tim 
penyusun LAKIP dalam mengumpulkan data kinerja dan melakukan analisis kinerja. 
Hal ini terbukti dari hasil wawancara penulis dengan anggota tim penyusun LAKIP, 
Pak Damargo Hadiono, Ak. M.E., yang mengatakan: 
“Untuk mengukur kinerja, tim penyusun LAKIP mengumpulkan data kinerja 
dari tiap-tiap bidang dan dari prolap”. 
Beliau juga mengatakan: 
“Dianalisis capaiannya, mengevaluasi mengapa tidak tercapai, penjelasan 
tercapai tidaknya target. Ini dilakukan melalui koordinasi dengan semua 
bidang dan bagian, kalau ada yang tidak tercapai, mengapa bisa terjadi, 
bidang-bidang dan bagian yang memberi penjelasan dan dianalisis oleh 
tim”. 
Selain itu, dari wawancara dengan staf pegawai senior Bagian APD, L.M. Akhzan 
Runi, S.E., beliau mengatakan: 
“Kabag dan semua Kabid sebagai narasumber menyiapkan data-data yang 
diperlukan tim untuk melakukan pengukuran kinerja”. 
Ketiga pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam mengukur dan 
menganalisis kinerja, tim penyusun LAKIP dibantu oleh Sub Bagian Prolap dan 
semua bidang, baik dalam hal pengumpulan data kinerja maupun analisis kinerja. 
Sub Bagian Prolap dan semua bidang menyiapkan data kinerja yang diperlukan oleh 
tim penyusun LAKIP untuk mengukur kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 
Selatan. Kemudian dalam menganalisis kinerja, tim penyusun LAKIP juga dibantu 
oleh semua bidang dengan memberikan penjelasan lebih jauh mengenai kondisi 
bidang yang menyebabkan tercapai tidaknya target. 
4.3.6 Nilai-nilai dalam Pelaporan 
Nilai-nilai yang ditemukan penulis dalam pelaporan adalah konsistensi, 
tepat waktu, transparansi, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hal ini terbukti dari 
wawancara dengan staf pegawai senior Bagian APD, L.M. Akhzan Runi, S.E., yang 
mengatakan: 
“Pelaporan itu ada nilai konsistensi, tidak berubah-ubah laporannya 
sehingga bisa dibandingkan LAKIP tahun lalu dengan tahun sekarang, dia 
konsisten toh. Angka-angkanya bisa berbeda tapi sistematikanya sama, visi 
misinya tidak berubah, tetap itu, sasarannya juga. Jadi kami menyampaikan 
secara konsisten. Kemudian objektif, sesuai dengan apa yang terjadi di 
perwakilan, kemudian tepat waktu, LAKIPnya itu kami laporkan sesuai 
waktu yang ditentukan dari pusat. Kemudian transparansi”. 
Berdasarkan pernyataan di atas, dikatakan bahwa laporan kinerja disajikan secara 
konsisten yang artinya dapat dibandingkan dengan laporan kinerja tahun sebelumnya. 
Hal ini menunjukkan adanya nilai konsistensi dalam pelaporan. Selain itu, laporan 
hasil kinerja dilaporkan tepat pada waktunya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 
pelaporan ada nilai ketepatan waktu yang dianut. 
Nilai transparansi yang dianut dalam pelaporan yang ditemukan penulis 
terbukti dari wawancara dengan narasumber yang sama, staf pegawai senior Bidang 
APD, L.M. Akhzan Runi, S.E., yang mengatakan: 
“Transparan bahwa informasi yang disampaikan melalui LAKIP itu bisa 
dilihat dokumennya, transparan, tidak disembunyi toh. Silahkan kalau mau 
lihat dokumennya, dokumen pendukung datanya. Apa yang disajikan di 
LAKIP kan dokumen pendukungnya banyak toh. Siapa saja yang 
membutuhkan bisa lihat, BPKP pusat misalnya, inspektorat. Isinya juga 
diumumkan ke seluruh pegawai Perwakilan BPKP Sulsel, jadi ada juga 
transparansi dalam organisasi. Kalau untuk masyarakat luas juga bisa tapi 
ada mekanismenya untuk memperoleh informasi, laporan hasil audit, itu 
ada mekanismenya lagi, mekanisme penerimaan informasi, ada itu di 
binernya. Jadi kita transparansi ditunjukkan dengan  informasi ada dalam 
laporan kinerja bisa diakses, toh, antara lain melalui internet, websitenya 
BPPK, baik pusat maupun perwakilan, bisa diakses itu. itu 
transparansinya”. 
Selain itu, nila responsibilitas dan akuntabilitas yang ditemukan penulis juga terbukti 
dari wawancara dengan narasumber yang sama yakni staf pegawai senior Bidang 
APD, L.M. Akhzan Runi, S.E., yang mengatakan: 
“Sudah jelas itu, pertanggungjawabannya mi itu, otomatis. Dengan kita 
melaporkan hasil kinerja itu sudah menunjukkan bahwa kita responsibel. 
Pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi. Akuntabel toh, akuntabel itu bisa 
dipertanggungjawabkan. Kita sampaikan hasil kinerja kita, apa lagi bisa 
diakses, transparansi toh. Kita akuntabel, kalau mau akuntabel, harus 
transparan, kalau tidak akuntabel pasti nggak berani transparan. Kemudian 
pelaporannya kita itu orientasi pengguna, jadi orang yang butuh laporan 
ini dapat memahami laporannya, gampang dipahami bagi yang 
memerlukan. Jadi yang paling nyata kelihatan dari pelaporan ini itu 
responsibel, akuntabel, transparansi. Pelaporannya ini bisa akuntabel, bisa 
responsibel, transparansi, karena ada ada nilai-nilai tadi itu di pelaksanaan 
kegiatan, kejujuran, independensi. Yang dilaporkan kan kegiatan kita tadi 
itu toh, sehingga LAKIPnya kita bisa responsibel, akuntabel, dan 
transparan”. 
 
4.4 xxx 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Pada bab ini akan berisi penjelasan mengenai ringkasan kesimpulan, temuan 
studi yang didapatkan selama proses penelitian dan pembahasan serta rekomendasi 
untuk perbaikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada 
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kondisi yang dijumpai dalam 
penelitian seperti dibahas dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat 
ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Nilai-nilai yang ditemukan penulis dalam proses penyusunan 
Prenecanaan Strategis (renstra) adalah vision (wawasan ke depan), 
konsistensi, desentralisasi, keterbukaan dan transparansi, daya tanggap 
(responsive), serta profesionalisme dan kompetensi. 
2. Nilai-nilai yang ditemukan penulis dalam proses penyusunan RKT di 
Perwakilan BPKP Porivinsi Sulawesi Selatan adalah nilai konsistensi, 
kerja sama, efisiensi dan efektivitas, serta kompetensi. 
3. Nilai yang ditemukan penulis dalam penetapan kinerja (Tapkin) adalah 
komitmen. 
4. Nilai-nilai yang ditemukan penulis dalam pelaksanaan kegiatan pada 
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah nilai kerja sama, 
keadilan, kejujuran, profesionalisme dan kompetensi, independen, saling 
mendukung, saling menghargai, dan saling mengingatkan. 
5. Nilai-nilai yang ditemukan oleh penulis dalam pengukuran dan analisis 
kinerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah nilai 
kebenaran dan keakuratan, profesionalitas, serta saling mendukung dan 
saling membantu. 
6. Nilai-nilai yang ditemukan penulis dalam pelaporan adalah konsistensi, 
tepat waktu, transparansi, responsibilitas, dan akuntabilitas. 
 
5.2 Saran 
Adapun saran (rekomendasi) yang dapat diajukan penulis sebagai hasil dari 
penelitian ini dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas penerapan Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah dalam pelaksanaan kegiatan, kerja 
sama antara sesama anggota tim maupun antara anggota tim dan ketua tim masih 
perlu ditingkatkan, dalam hal ini kerja sama berupa bantuan, arahan, dan dukungan 
terhadap anggota tim yang masih terbilang baru yang masih membutuhkan arahan 
dan petunjuk dalam mengerjakan tugasnya sebagai anggota tim guna meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan sehingga laporan hasil pelaksanaan 
kegiatan senantiasa selesai tepat pada waktunya. 
 
 
 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis mencakup seluruh aspek dalam 
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) mulai dari perencanaan 
strategis, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, pelaksanaan kegiatan, hingga 
pengukuran dan analisis kinerja, dan pelaporan. Ruang lingkup yang luas dan 
keterbatasan waktu yang ada menyebabkan adanya kemungkinan hasil penelitian 
sistem nilai yang dianut dalam penerapan SAKIP relatif belum tergali secara lebih 
dalam pada setiap aspeknya. Penelitian ini penulis harapkan dapat menjadi salah satu 
referensi yang bermanfaat bagi penelitian berikutnya yang ingin menggali lebih 
dalam mengenai sistem nilai yang dianut pada salah satu aspek dalam sistem 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). 
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M1 
MANUSKRIP 
 
Hari/Tanggal :aSenin/9 April 2012 
Informan :aL.M. Akhzan Runi, S.E. (Staf pegawai senior Bagian APD) 
Waktu  :a10.00-10.20 WITA 
Konteks :aPeneliti bertemu informan pada saat informan sedang memiliki 
aaaaaAAAaAAAwaktu senggang dan bersedia untuk diwawancara. Sebelumnya 
aaaaaAAAAAaApeneliti pernah bertemu informan pada saat mengantar surat 
aaaaaAAAAAaApenelitian, dan informan mengetahui bahwa akan diwawancara oleh 
aaaaaAAAAaAApeneliti mengenai SAKIP. 
 
Peneliti :aAssalamualaikum. 
Pak Akhzan :aWa’alaikumsalam. 
Peneliti :aBisa wawancara sekarang? Mengenai sistem nilai yang dianut dalam 
aaaaaaaaaaaaaaaapenerapan SAKIP. 
Pak Akhzan :aIya. Yang mau ditanyakan apa? 
Peneliti :aPertama yang ingin saya ketahui itu gambaran umum pelaksaan 
aaaaaaaaaaaaaaaaSAKIP dulu, di BPKP Sulsel itu seperti apa? 
Pak Akhzan :aGambaran umum pelaksanaannya? 
Peneliti :aIya, gambaran umum pelaksaannya. 
Pak Akhzan :rJadi begini, pertama itu, rapat koordinasi perwakilan BPKP seluruh 
aaaaaaaaaaaaaaaaIndonesia di pusat untuk menetapkan renstra BPKP, diminta 
aaaaaaaaaaaaaaaamasukan-masukannya. 
Peneliti :aOrang dari perwakilan yang datang siapa? 
Pak Akhzan :aAda Kepala Bidang yang ikut untuk mendampingi Kepala 
aaaaaaaaaaaaaaaaPerwakilan, atau nda Kabag TU. Nah setelah itu, semua perwakilan 
aaaaaaaaaaaaaaaakembali ke daerah perwakilan masing-masing. Kemudian 
aaaaaaaaaaaaaaaaberikutnya perwakilan menyusun renstra perwakilan dengan 
aaaaaaaaaaaaaaaamembentuk tim, melalui surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala 
aaaaaaaaaaaaaaaaPerwakilan. 
Peneliti :aTimnya siapa saja? 
Pak Akhzan :aAda Kabag, Kabid, Kasubag, dan unsur-unsur penting lainnya yang 
aaaaaaaaaaaaaaaaberpotensi untuk merumuskan renstra perwakilan, ini ditetapkan 
aaaaaaaaaaaaaaaamelalui surat tugas dari kepala perwakilan. Setelah renstra 
aaaaaaaaaaaaaaaaperwakilan jadi, dibuat RKT perwakilan. RKT BPKP itu ada dua, 
aaaaaaaaaaaaaaaauntuk kegiatan teknis dan kegiatan ketatausahaan, namanya PKPT 
aaaaaaaaaaaaaaaasama apa lagi itu saya lupa., hmm.. PKAU ya kalau nda salah. Pak 
aaaaaaaaaaaaaaaaAndry yang tahu itu. 
Peneliti :aOh.. berarti nanti berikutnya saya bisa wawancara Pak Andry juga? 
Pak Akhzan :aIya, RKT ditelnya wawancara Pak Andry saja. Nanti saya kasih tahu 
aaaaaaaaaaaaaaaaPak Andry. Nah setelah RKT selesai dibuat oleh perwakilan, 
aaaaaaaaaaaaaaaadisampaikan ke pusat melalui raker. Hal yang dibahas dalam raker 
aaaaaaaaaaaaaaaaitu keterikatan antara program dan kegiatan perwakilan dengan 
aaaaaaaaaaaaaaaaprogram dan kegiatan pusat. Keterikatan indikator kinerja 
aaaaaaaaaaaaaaaaperwakilan dengan BPKP pusat, serta anggaran dan SDMnya. 
aaaaaaaaaaaaaaaaSetelah disetujui di raker, RKTnya, baru dilaksanakan program dan 
aaaaaaaaaaaaaaaakegiatannya. 
Peneliti :aOhh.. Setelah RKTnya dilaksanakan, berikutnya apa lagi? 
Pak Akhzan :aBerikutnya pelaporan, susun LAKIP. Dalam penyusunan LAKIP, 
aaaaaaaaaaaaaaaadibentuk tim melalui surat tugas yang dikeluarkan Kaper, Kepala 
aaaaaaaaaaaaaaaaPerwakilan. Unsur-unsur yang terlibat itu ada penanggung jawab 
aaaaaaaaaaaaaaaa(Kaper), wakil penanggung jawab (Kabid), narasumber (semua 
aaaaaaaaaaaaaaaaKabid dan Kabag), Danis, Ketua Tim, dan Anggota Tim. Unsur-
aaaaaaaaaaaaaaaaunsur ini memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam proses 
aaaaaaaaaaaaaaaapenyusuan LAKIP. Kabid dan semua Kabag sebagai narasumber 
aaaaaaaaaaaaaaaamenyiapkan data-data yang diperlukan tim untuk melakukan 
aaaaaaaaaaaaaaaapengukuran kinerja. 
Peneliti :aSetelah itu dilaporkan? 
Pak Akhzan :aOh nda.. dianalisis dulu. Kan pertama diukur capaiannya, terus 
aaaaaaaaaaaaaaaadianalisa, kalau tidak 100% capaiannya, kenapa  bisa, dicarikan 
aaaaaaaaaaaaaaaasolusi. Terakhir baru lapor, susun LAKIP. LAKIPnya nanti dikirim 
aaaaaaaaaaaaaaaake pusat, nah nanti pusat itu akan ambil poin-poin tertentu dalam 
aaaaaaaaaaaaaaaaLAKIP perwakilan yang bersifat nasional. 
Peneliti :aOooh.. begitu.. Jadi pertama rapat di pusat dulu, untuk menetapkan 
aaaaaaaaaaaaaaaarenstra BPKP, kemudian susun renstra perwakilan, lalu RKT 
aaaaaaaaaaaaaaaaperwakilan, kemudian dilaksanakan, setelah itu susun LAKIP, 
aaaaaaaaaaaaaaaapengukuran dan analisi kinerja, baru kemudian dilaporkan? 
Pak Akhzan :aIyaa.. 
Peneliti :aOh.. Oke baik kalau begitu. terima kasih atas waktunya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M2 
MANUSKRIP 
 
Hari/ Tanggal : 16 April 2012 
Informan : Alfiandry, Ak. (Kasubag Prolap) 
Waktu  : 13.20-14.30 WITA 
Konteks        : Kepala Sub Bagian Kepegawaian mengantar peneliti bertemu Kepala 
Sub Bagian Prolap dan memperkenalkan peneliti yang ingin 
melakukan wawancara mengenai mekanisme pelaksanaan SAKIP di 
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
Pak Alfiandry : Siapa namanya, maaf? 
Peneliti : Fasti, Pak. 
Pak Alfiandry : Oh iya, Fasti. Silahkan duduk. 
Peneliti : Terimakasih, Pak. 
Pak Alfiandry : Jadi saya diwawancaranya sekarang nih? 
Peneliti : Iya Pak. 
Pak Alfiandry : Tentang SAKIP kan ya? Hmm.. gimana ya, oh atau Fasti nanya aja 
aaaaaaaaaaaaaaaadeh dulu apa yang mau ditanyain. 
Peneliti : Gini Pak, saya mau meneliti mengenai sistem nilai yang dianut 
aaaaaaaaaaaaaaa dalam penerapan SAKIP di Perwakilan BPKP Sulsel. Untuk itu, 
aaaaaaaaaaaaaaa saya ingin mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaanaSAKIP 
aaaaaaaaaaaaaaa di Perwakilan BPKP Sulsel? 
Pak Alfiandry :aOhh.. Jadi gini, pertama itu nyusun renstra BPKP pusat dulu melalui 
aaaaaaaaaaaaaaa rapat koordinasi yang dihadiri seluruh perwakilan BPKP di pusat. 
aaaaaaaaaaaaaaaaNah setelah itu susun renstra perwakilan, kemudian nyusun RKT 
aaaaaaaaaaaaaaaaperwakilan, kemudian buat Tapkin, setelah itu RKTnya 
aaaaaaaaaaaaaaaadilaksanakan, kemudian pengukuran dan analisis \kinerja, terakhir 
aaaaaaaaaaaaaaaapelaporan, susun LAKIP. Nah dalam menyusun renstra itu 
aaaaaaaaaaaaaaaaacuannya tupoksi, tugas pokok dan fungsi, sekarang namanya tusi, 
aaaaaaaaaaaaaaaakemudian dari kebijakan pemerintah, instruksi presiden, dan hasil 
aaaaaaaaaaaaaaaasidang kabinet. Setelah renstra BPKP disusun, baru renstra 
aaaaaaaaaaaaaaaaperwakilan dibuat berdasarkan renstra BPKP yang telah disusun 
aaaaaaaaaaaaaaaatadi, ntar ya.. saya ambilin dokumennya. Nah ini renstra BPKP 
aaaaaaaaaaaaaaaa2010-2014, yang ini renstra perwakilan, 2010-2014, ini ada 
aaaaaaaaaaaaaaaapedoman penyusunan renstranya juga. 
Penelti  :aOhh.. (melihat-lihat dokumen yang diberikan Pak Alfiandry). 
aaaaaaaaaaaaaaaaJadi pertama nyusun renstra BPKP dulu, baru kemudian renstra 
aaaaaaaaaaaaaaaaperwakilan disusun berdasarkan renstra BPKP? Yang nyusun 
aaaaaaaaaaaaaaaarenstra perwakilan siapa saja, Pak? 
Pak Alfiandry :aOh itu ada surat tugasnya, siapa aja yang terlibat dalam penyusunan 
aaaaaaaaaaaaaaaarenstra. Kepala perwakilan yang ngeluarin surat tugasnya. 
Peneliti :aOhh.. Setalah resntra perwakilan, berikutnya RKT? 
Pak Alfiandry :aIya, RKT. RKT itu dibreakdown dari renstra. RKT di BPKP ada 
aaaaaaaaaaaaaaaaPKPT dan  PKAU. 
Peneliti :aPKPT dan PKAU? 
Pak Alfiandry :aPKPT itu program kerja pengawasan tahunan, kalau PKAU program 
aaaaaaaaaaaaaaaakerja administrasi dan umum. Jadi PKPT itu kegiatan teknisnya, 
aaaaaaaaaaaaaaaapengawasan, punyan bidang-bidang, sedangkan PKAU itu kegiatan 
aaaaaaaaaaaaaaaabagian tata usaha. Ntar ya saya ambilin dokumen PKPT. Nah ini 
aaaaaaaaaaaaaaaaPKPT 2011, kalau yang ini dokumen Tapkin 2011. 
aaaaaaaaaaaaaaaaRKT yang nyusun tuh bagian kita, prolap, tapi melalui koordinasi 
aaaaaaaaaaaaaaaajuga dengan bidang-bidang, minta datanya ke bidang, kegiatan apa 
aaaaaaaaaaaaaaaaaja yang akan dilaksanakan. Karena kan mereka yang lebih tahu 
aaaaaaaaaaaaaaaakegiatan-kegiatan terkait bidang mereka. Isi PKPT itu dipisah-
aaaaaaaaaaaaaaaapisah berdasarkan bidang sesuai tugas dan fungsinya (sambil 
aaaaaaaaaaaaaaaamenunjukkan isi dokumen PKPT). 
Peneliti :aJadi PKPT turunan dari renstra? (sambil melihat-lihat isi dokumen 
aaaaaaaaaaaaaaaaPKPT dan Renstra). Hmm.. ini turunanya darimana ya? 
Pak Alfiandry :aOooh.. ini nggak bisa dilihat secara gamblang kegiatan-kegiatan 
aaaaaaaaaaaaaaaayang ada di PKPT trus mau dicocokkin sama di renstra. Makanya 
aaaaaaaaaaaaaaaanih ada kodenya nih, ini kan by system. Nah ini kodenya kalau 
aaaaaaaaaaaaaaaaditelusuri baru ketahuan asalnya dari renstra ada di sasaran dan 
aaaaaaaaaaaaaaaaprogram yang mana. 
Peneliti :aOhh gituu.. 
Pak Alfiandry :aNah setelah RTK udah jadi, berikutnya buat Tapkin. 
Peneliti :aTapkin itu RKT yang telah disesuaikan dengan anggaran? 
Pak Alfiandry :aOh bukaan.. Tapkin itu ringkasan dari RKT, memuat sasaran 
aaaaaaaaaaaaaaaastrategis, indikator kinerja output, sama targetnya. Trus di bawah 
aaaaaaaaaaaaaaaaada tanda tangan kepala perwakilan sama tanda tangan kepala 
aaaaaaaaaaaaaaaaBPKP, nih kan.. (menjelaskan sambil memperlihatkan isi dokumen 
aaaaaaaaaaaaaaaaTapkin). RKT itu operasionalnya sedangkan Tapkin itu dokumen 
aaaaaaaaaaaaaaaaperjanjian antara kepala BPKP dan kepala perwakilan, kepala 
aaaaaaaaaaaaaaaaperwakilan berjanji akan mencapai target kinerja yang telah 
aaaaaaaaaaaaaaaaditetapkan. Penyusunan RKT diusahakan berbarengan dengan 
aaaaaaaaaaaaaaaanyusun anggaran, jadi pas RKT udah jadi, anggarannya juga udah 
aaaaaaaaaaaaaaaaada, namanya RKAKL (informan menjelaskan mengenai RKAKL 
aaaaaaaaaaaaaaaadengan menggambar bagan di papan tulis yang ada di ruangan 
aaaaaaaaaaaaaaaainforman). 
            Anggaran 
 
                Depkeu 
   RKT            RKAKL 
 
aaaaaaaaaaaaaaaaSetelah rancangan RKT perwakilan dan anggarannya udah jadi, 
aaaaaaaaaaaaaaaadirapatkan lagi di pusat. Nih ada undangannya nih dari pusat kayak 
aaaaaaaaaaaaaaaagini, perihal: rekonsiliasi RKT dan RKAKL (menunjukkan surat 
aaaaaaaaaaaaaaaadari pusat komputer). Di sana tuh semua pada depan laptop, by 
aaaaaaaaaaaaaaaasystem, misalnya ada kegiatan yang mau dikurangi atau ditambah, 
aaaaaaaaaaaaaaaajadi kita langsung aja tinggal dihapus atau diketik di laptop masing-
aaaaaaaaaaaaaaaamasing. Oh iya, dalam menyusun PKPT ada yang namanya KF 1, 
aaaaaaaaaaaaaaaaKF 2, dan KF 3. KF 1 itu pusat, KF 2 BPKP lain, KF 3 perwakilan. 
DIPA 
Peneliti :aTahap akhir dari SAKIP tu pengukuran dan analisis kinerja kan ya? 
aaaaaaaaaaaaaaaaBagaimana sistem pengumpulan data kinerja di perwakilan BPKP 
aaaaaaaaaaaaaaaasulsel? 
Pak Alfiandry :iOhh itu ada surat tugas yang terbit, kemudian data dari semua 
aaaaaaaaaaaaaaaabidang. Surat tugas dikumpulkan, nomor surat tugas dicocokkan 
aaaaaaaaaaaaaaaadengan di PKPT, data dari bidang berupa laporan hasil 
aaaaaaaaaaaaaaaapemeriksaan, artinya kegiatan tersebut telah dilaksanakan, 
aaaaaaaaaaaaaaaakemudian dieksekusi. Jadi bidang-bidang setiap selesai 
aaaaaaaaaaaaaaaamelaksanakan kegiatan, laporannya disetor ke kita. Jika kegiatan 
aaaaaaaaaaaaaaaatidak ada di PKPT, maka diberi tanda non PKPT dan tetap diinput. 
aaaaaaaaaaaaaaaaTiap bulan disusun laporan bulanancrealisasi RKT. 
Peneliti :aJadi yang nyusun LAKIP itu siapa aja Pak? Sama ya timnya dengan 
aaaaaaaaaaaaaaaayang nyusun renstra? 
Pak Alfiandry :aOh nggak.. Belum tentu sama, bisa sama bisa beda. Renstra kan 
aaaaaaaaaaaaaaaanyusunnya lima tahun sekali sedangkan LAKIP nyusunnya tiap 
aaaaaaaaaaaaaaaatahun, nah bisa aja kan orangnya udah pindah. 
Peneliti :aOhh.. Jadi kalau saya mau tahu tentang proses penyusunan LAKIP, 
aaaaaaaaaaaaaaaananyanya ke bagian mana ya Pak? 
Pak Alfiandry :aSama Pak Damargo aja, bagian APD. Pak Damargo masuk tim 
aaaaaaaaaaaaaaaapenyusun LAKIP beberapa tahun ini. Atau sama Bu Ana juga bisa, 
aaaaaaaaaaaaaaaabagian APD juga. 
Peneliti :aOhh.. iya Pak, terimakasih. Ini dokumennya bisa saya pinjam? 
Pak Alfiandry :aBoleh.. 
Peneliti :aKira-kira berapa lama bisa saya pinjam? 
Pak Alfiandry :aPake aja dulu, ntar kalau dibutuhin saya minta kok. 
Peneliti :aOhh.. iya Pak, makasih. Kalau gitu untuk sementara ini aja dulu. 
aaaaaaaaaaaaaaaaSaya pelajari dokumennya dulu di rumah. Kalau ada yang kurang 
aaaaaaaaaaaaaaaajelas nanti saya tanyakan lagi. 
Pak Alfiandry :aBoleh.. 
Peneliti :aMakasih, Pak. Kalau gitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. 
Pak Alfiandry :aWalaikumsalam. 
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MANUSKRIP 
 
Hari/ Tanggal : 16 April 2012 
Informan : Damargo Hadiono, Ak., M.E. (Tim penyusun LAKIP perwakilan) 
Waktu  : 11.10-12.00 WITA 
Konteks :iPeneliti tiba di ruangan APD pada pukul 10.30 dan menunggu untuk 
aaaaaaaaaaaaaaabertemu informan dan melakukan wawancara. Peneliti melakukan 
aaaaaaaaaaaaaaawawancara pada saat menjelang jam istirahat dimana informan 
aaaaaaaaaaaaaaamemiliki waktu senggang untuk melayani wawancara. 
 
Pak Damargo :rSilahkan duduk. 
Peneliti :rMakasih, Pak. 
Pak Damargo :rSAKIP kan ya? 
Peneliti :rIya, Pak. 
Pak Damargo :rJadi SAKIP itu mulainya dari renstra.. 
Peneliti :rMaaf pak, untuk sekarang mau nanya proses penyusunan LAKIP. 
Pak Damargo :rOhh.. jadi gini, untuk menyusun LAKIP, dibentuk tim yang 
aaaaaaaaaaaaaaamelibatkan seluruh komponenvbidang, koordinatornya kepala 
aaaaaaaaaaaaaaabidang. Koordinator bertugas memastikan outputnya selesai sesuai 
aaaaaaaaaaaaaaakualitas dan waktu. Tim penyusun LAKIP terdiri dari kepala 
aaaaaaaaaaaaaaaperwakilan selaku penanggung jawab, kepala bidang selaku 
aaaaaaaaaaaaaaakoordinator, narasumber (semua Kabid dan Kabag), pengendali 
aaaaaaaaaaaaaaateknis, ketua  tim, dan anggota tim. Keuta tim dan anggota tim 
aaaaaaaaaaaaaaajumlahnya ada 12 orang, dua orang dari masing-masing bidang dan 
aaaaaaaaaaaaaaabagian, 5 bidang dan 1 bagian. 
Peneliti :rBagaimana mengenai pengumpulan data kinerjanya? 
Pak Damargo :rNah, dalam proses penyusunan LAKIP ada pengukuran dan 
aaaaaaaaaaaaaaaevaluasi. Pengumpulan data kinerja itu ada dalam pengukuran. 
aaaaaaaaaaaaaaaUntuk mengukur kinerja, tim penyusun LAKIP mengumpulkan data 
aaaaaaaaaaaaaaakinerja dari tiap-tiap bidang dan dari prolap. Kalau yang dari prolap, 
aaaaaaaaaaaaaaasistem informasi hasil pengawasan (SIMHP), isinya itu nomor surat 
aaaaaaaaaaaaaaatugas, tanggal surat tugas dan nama penugasan, output (nomor 
aaaaaaaaaaaaaaalaporan), dana hasil pengawasan. 
Penelti  :rKenapa musti dari tiap-tiap bidang juga ngumpulin datanya? 
aaaaaaaaaaaaaaaBukannya data dari prolap juga berasal dari bidang-bidang? 
Pak Damargo :rUntuk disinkronkan. Karena kadang-kadang data dari prolap ada 
yang belum diupdate atau salah klasifikasi. Jadi dibandingkan dengan data bidang. 
Peneliti :rModel pengumpulan data seperti ini masuk dalam kategori mana? 
aaaaaaaaaaaaaaaDari tainjauan pusataka yang saya peroleh, dalam SAKIP, metode 
aaaaaaaaaaaaaaapengumpulan data untuk pengumpulan data kinerja itu ada tiga yaitu 
aaaaaaaaaaaaaaasensus, survei, dan registrasi. 
Pak Damargo :rSensus. 
Peneliti :rApakah selalu sensus metode pengumpulan data yang digunakan? 
Pak Damargo :rOh enggak.. tergantung dari Tapkin, indikator apa yang akan diukur. 
aaaaaaaaaaaaaaaTahun kemarin sempat pake survei kalau nggak salah. 
Peneliti :rOhh.. Kemudian setelah pengukuran berikutnya apa yang dilakukan? 
Pak damargo :rDianalisis capaiannya, mengevaluasi mengapa tidak tercapai, 
aaaaaaaaaaaaaaapenjelasan tercapai tidaknya target. Ini dilakukan melalui koordinasi 
aaaaaaaaaaaaaaadengan semua bidang dan bagian, kalau ada yang tidak tercapai, 
aaaaaaaaaaaaaaamengapa bisa terjadi, bidang-bidang dan bagian yang memberi 
aaaaaaaaaaaaaaapenjelasan dan dianalisis oleh tim. Setelah itu diusun draft 
aaaaaaaaaaaaaaalaporannya dan diserahkan ke pengendali teknis untuk direview. 
aaaaaaaaaaaaaaaKemudian direview lagi oleh narasumber untuk memberikan 
aaaaaaaaaaaaaaamasukan-masukan, memperbaiki, dan melengkapi jika terdapat 
aaaaaaaaaaaaaaakesalahan atau data kinerja yang tidak sesuai. Setelah direview oleh 
aaaaaaaaaaaaaaanarasumber, dipresentasikan untuk menampung review dari 
aaaaaaaaaaaaaaapenanggung jawab, kepala perwakilan, direview dan 
aaaaaaaaaaaaaaadisempurnakan. Setelah itu dibuatlah draft final untuk dikirim ke 
aaaaaaaaaaaaaaapusat. Selain itu juga diprint menjadi dokumen LAKIP perwakilan 
aaaaaaaaaaaaaaayang juga dikirim ke pusat. Jadi kirim soft copy, dokumennya juga 
aaaaaaaaaaaaaaadikirim. 
Penelti  :rOhh.. 
Pak Damargo :rIni penelitiannya?? 
Peneliti :rAnalisis sistem nilai yang dianut dalam penerapan SAKIP, mau 
aaaaaaaaaaaaaaamengetahui nila-nilai apa saja yang dianut dalam penerapan SAKIP. 
Pak Damargo :rOhh.. gitu. 
Peneliti :rKalau gitu, untuk sementara ini dulu. Nanti kalau masih ada 
aaaaaaaaaaaaaaainformasi yang saya perlukan atau ada yang masih kurang jelas, 
aaaaaaaaaaaaaaaboleh saya wawancara kembali? 
Pak Damargo :rBoleh.. 
Peneliti :rTerimakasih, Pak. 
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Hari/Tanggal :rRabu/18 April 2012 
Informan :rNur Ana Sejati, Ak., MPA. (Tim penyusun LAKIP perwakilan 
aaaaaaaaaaaaaaaBPKP Sulsel) 
Waktu  :r10.30-11.15 WITA 
Konteks :rPeneliti bertemu informan pada saat informan sedang bekerja dan 
aaaaaaaaaaaaaaabersdia meninggalkan pekerjaannya sejenak untuk melayani 
aaaaaaaaaaaaaaawawancara. 
 
Peneliti :rAssalamualaikum. 
Bu Ana :rWa’alaikumsalam. 
Peneliti :rMaaf Bu, mengganggu. Saya ingin melakukan wawancara mengenai 
aaaaaaaaaaaaaaaproses penyusunan LAKIP. 
Bu Ana :rOh iya, silahkan. 
Peneliti :rKemarin sudah dijelaskan oleh Pak Damargo mengenai proses 
aaaaaaaaaaaaaaapenyusunan LAKIP di sini, hanya saja masih ada yang ingin saya 
aaaaaaaaaaaaaaaketahui yang kemarin belum sempat tanyakan. LAKIP itu disusun 
aaaaaaaaaaaaaaapada saat kapan ya Bu ya? 
Bu Ana :rOh itu pertenghan desember, minggu kedua atau ketiga. 
Peneliti :rJangka waktunya biasa berapa lama, Bu? 
Bu Ana :rBiasa sih satu bulan ya. 
Peneliti :rDari tinjauan pustaka yang saya peroleh, dalam SAKIP itu ada tahap 
aaaaaaaaaaaaaaapengukuran dan analisis kinerja, kemudian tahap pelaporan. Nah 
aaaaaaaaaaaaaaaproses penyusunan LAKIP itu ada di tahap yang mana? 
Bu Ana :rJadi gini, pelaporan itu melaporakan apa yang telah diukur dan 
aaaaaaaaaaaaaaadianalisis. Proses penyusunan LAKIP itu meliputi pengukuran dan 
aaaaaaaaaaaaaaaanalisis kinerja. Kemudian hasil pengukuran dan analisis tersebut 
aaaaaaaaaaaaaaadisusun menjadi satu bentuk laporan yang namanya LAKIP, nah 
aaaaaaaaaaaaaaaLAKIP inilah yang dikirim ke pusat untuk kemudian dilaporkan ke 
aaaaaaaaaaaaaaaKemenpan, itulah pelaporan. 
Peneliti :rOhh.. berarti proses penyusunan LAKIP itu ada pada tahap 
aaaaaaaaaaaaaaapengukuran dan analisis kinerja, dan tahap pelaporan itu melaporkan 
aaaaaaaaaaaaaaahasil kinerjanya melalui LAKIP? 
Bu Ana :rIya.. 
Peneliti :rHmm.. Ternyata singkat saja bu ya proses penyusunan LAKIP itu? 
aaaaaaaaaaaaaaaJangka waktunya satu bulan, mengumpulkan data kinerja, kemudian 
aaaaaaaaaaaaaaadievaluasi, dianalsis, kemudian direview secara berjenjang hingga 
aaaaaaaaaaaaaaaakhirnya menjadi LAKIP. 
Bu Ana :rOh Iyaa.. Jantung dari SAKIP itu sebenarnya ada di renstra. Isi 
aaaaaaaaaaaaaaarenstra itu yang mau dikerjakan. 
Peneliti :rOooh.. jadi seluruh pegawai mengetahui isi renstra? 
Bu Ana :rIya. Setelah selesai disusun dan ditandatangani oleh kepala 
aaaaaaaaaaaaaaaperwakilan, renstra diexpose di hadapan seluruh kabid dan tim. 
aaaaaaaaaaaaaaaMaksudnya buat nunjukkin, ini loh renstra kita, ini yang mau 
aaaaaaaaaaaaaaadikerjakan untuk lima tahun ke depan. 
Peneliti :rOooh.. 
aaaaaaaaaaaaaaaRenstra BPKP dan renstra perwakilan sebenarnya sama atau 
aaaaaaaaaaaaaaabagaimana? 
Bu Ana :rRenstra perwakilan itu berdasarkan renstra pusat yang disesuaikan 
aaaaaaaaaaaaaaadengan kondisi perwakilan, menyesuaikan target-target yang 
aaaaaaaaaaaaaaaditetapkan pusat. 
aaaaaaaaaaaaaaaSetelah renstranya jadi, dibuatlah RKT. Nah kalau yang ini 
aaaaaaaaaaaaaaananyanya ke Pak Alfiandry aja, prolap. Yang terlibat penyusunan 
aaaaaaaaaaaaaaaRKT itu semua kabid dan prolap. 
Peneliti :rOh iya, Bu. 
Bu Ana :rRKT inilah yang mau dikerjakan selama satu tahun. Kegiatan-
aaaaaaaaaaaaaaakegiatan yang dijalankan ini secara tidak langsung mempengaruhi 
aaaaaaaaaaaaaaapelaksanaan SAKIP. 
Peneliti :rOh, jadi tahap-tahapnya pertama renstra, kemudian RKT, lalu 
aaaaaaaaaaaaaaaTapkin, oh iya bu, Tapkin itu sama dengan RKT ya? Maksud saya 
aaaaaaaaaaaaaaasatu tahap RKT dan Tapkin? 
Bu Ana :rOh beda.. Tapkin lain lagi. Setelah RKT jadi, baru buat Tapkin. 
Peneliti :rOh.. Jadi pertama renstra, RKT, Tapkin, kemudian dilakasanakan 
aaaaaaaaaaaaaaaRKTnya, trus pengukuran dan analisis kinerja, trakhir pelaporan? 
Bu Ana :rYaa.. 
Peneliti :rOooh.. hmm kalau begitu untuk sementara sekian dulu. Nanti kalau 
aaaaaaaaaaaaaaaada yang kurang jelas atau ada masih informasi yang saya perlukan, 
aaaaaaaaaaaaaaabisa saya wawancara lagi, Bu? 
Bu Ana :rIya boleh.. 
Peneliti :rTerimakasih atas waktunya, maaf sudah mengganggu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M5 
MANUSKRIP 
 
Hari/Tanggal : Rabu/25 April 2012 
Informan : Alfiandry, Ak. dan Dahrul Walia, S.E. 
Waktu  : 10.30-11.30 WITA 
Konteks : Peneliti bertemu staf pegawai Bagian APD dan diantarkan bertemu 
aaaaaaaaaaaaaaainforman di ruang kerja informan pada saat jam kerja menjelang jam 
aaaaaaaaaaaaaaaistiarahat dan informan bersedia untuk diwawancara. 
 
Peneliti : Assalamualaikum. 
Pak Alfiandry : Wa’alaikumsalam. 
Peneliti : Maaf, Pak, ganggu lagi. 
Pak Alfiandry : Iya nggak papa. Gimana? 
Peneliti :rPenyusunan RKT, Pak. Yang kemarin itu masih kurang jelas. 
aaaaaaaaaaaaaaaPenyusunan RKT nggak ada pedomannya ya? Dokumen yang 
aaaaaaaaaaaaaaakemarin saya pinjam kan ada pedoman penyusunan renstra, kalau 
aaaaaaaaaaaaaaaRKT nggak ada ya? Kalau ada kan saya bisa pelajari saja sendiri di 
aaaaaaaaaaaaaaarumah, nanti kalau ada yang kurang jelas saya tanyakan ke Bapak. 
Pak Alfiandry :rOh nggak ada.. 
Peneliti :rOh.. kalau gitu saya nanya-nanya aja. Yang kemarin, dalam 
aaaaaaaaaaaaaaapenyusunan PKPT kan ada KF1, KF2, dan KF3, KF itu 
aaaaaaaaaaaaaaakepanjangannya apa ya Pak? 
Pak Alfiandry : Oooh.. hmm.. apa ya.. Aduh, kita di sini kadang udah kebiasaan 
aaaaaaaaaaaaaaanyebut istilah lama-lama malah jadi lupa panjangannya apa. Hmm.. 
aaaaaaaaaaaaaaaKF itu.. semacam dokumen, domain. Aduh saya juga nggak tau apa 
aaaaaaaaaaaaaaakepanjangannya, tapi ngerti maksudnya. KF itu isinya usulan daftar 
aaaaaaaaaaaaaaakegiatan yang diajukan, yang diajukan dari pusat namanya KF1, 
aaaaaaaaaaaaaaakalau dari perwakilan lain namanya KF2, kalau dari perwakilan 
aaaaaaaaaaaaaaasendiri namanya KF3. 
aaaaaaaaaaaaaaaKF3 tuh usulan kegiatan dari perwakilan, sumbernya dari bidang-
aaaaaaaaaaaaaaabidang. KF3 tuh contohnya seperti ada permintaan dari Pemda, 
aaaaaaaaaaaaaaauntuk asistensi misalnya, nah itu yang nanti diajukan ke pusat. 
Peneliti :rOooh.. kalau gitu bisa tolong jelasin proses penyusunan RKT 
aaaaaaaaaaaaaaaperwakilan, Pak? Tahapnya, mulai dari pertama sampai RKT 
aaaaaaaaaaaaaaaperwakilannya jadi.. 
Pak Alfiandry :rPertama itu pusat mengirim database ke perwakilan, prolap yang 
aaaaaaaaaaaaaaaterima. Tunggu bentar ya. Nah ini Pak Dahrul, bagian prolap juga. 
aaaaaaaaaaaaaaaPak Dahrul, ini ada yang mau meneliti tentang penyusunan RKT. 
Peneliti :rSAKIP, Pak. 
Pak Alfiandry :rOh iya, SAKIP. Pak Dahrul, itu database dikirimnya dari pusat kan 
aaaaaaaaaaaaaaaya, dari renwas ke perwakilan, yang isinya KF1 KF2. 
Pak Dahrul :rIya, dari Renwas, baru dikirim ke perwakilan. Eh rendal dulu, terus 
aaaaaaaaaaaaaaake Renwas, baru ke perwakilan. 
Pak Alfiandry :rOh iya, dari Rendal, trus dikirim ke Renwas, baru ke perwakilan. 
Penelti  :rRendal dan Renwas itu apa? 
Pak Alfiandry :rRendal itu Direktorat Perencanaan dan Pengendalian. 
Pak Dahrul :rIya, kalau Renwas itu Biro Perencanaan dan Pengawasan. 
Pak Alfiandry :rJadi gini.. (Pak Alfiandry menggambarkan bagan di papan tulis) 
 
 
  
  
 
 
 
K 
aaaaaaaaaaaaaaaNahh.. begini.. di bawah kepala BPKP ada deputi-deputi, kemudian 
aaaaaaaaaaaaaaadi bawahnya lagi direktorat-direktorat, nah KF1 KF2 itu dari Rendal 
 BPKP Pusat 
Deputi Deputi Deputi 
 
Deputi Deputi Sesma 
Rendal Renwas 
KF1 & F2 
 
Perwakilan 
aaaaaaaaaaaaaaakemudian dikirim ke Renwas, baru Renwas kirim ke perwakilan-
aaaaaaaaaaaaaaaperwakilan. Renwas itu aada di bawah Sesma, ini seperti Sekjen tapi 
aaaaaaaaaaaaaaadi kita namanya Sesma, sekertaris autama. 
Tok.. tok.. tok.. 
Pegawai X :rPak Alfiandry.. 
Pak Alfiandry :rSaya? Oh iya. Fasti, sama Pak dahrul dulu ya.. 
Peneliti :rIya, Pak. 
(Pak Alfiandry meninggalkan ruangan) 
Pak Dahrul :rItu deputi ada lima, perekonomian, polsoskam, keuangan daerah, 
aaaaaaaaaaaaaaaakuntan negara, sama investigasi. Di bawah Sesma itu ada biro-biro. 
Peneliti :rSetelah perwakilan menerima database dari Renwas, berikutnya apa 
aaaaaaaaaaaaaaalagi, Pak? 
Pak Dahrul :rSetelah database dikirim ke perwakilan, perwakilan apakah setuju 
aaaaaaaaaaaaaaadengan jadwal yang diberikan pusat atau tidak. Prolap distribusikan 
aaaaaaaaaaaaaaake bidang-bidang untuk memperoleh tanggapan. 
Peneliti :rTanggapan seperti apa maksudnya, Pak? 
Pak Dahrul :rTanggapan apakah setuju dengan KF1 dan KF2 tadi, jumlah 
aaaaaaaaaaaaaaakegiatan, jadwal pelaksanaan. Bisa saja bidang tidak menyanggupi, 
aaaaaaaaaaaaaaamisalnya karena jumlah tenaga terbatas sedangkan junlah kegiatan 
aaaaaaaaaaaaaaaterlalu banyak, sumber daya manusianya nda cukup. 
(Pak Alfiandry kembali ke ruangan) 
Peneliti :rOooh.. 
Pak Dahrul :rJadi semua bidang memberikan tanggapan, juga sekalian 
aaaaaaaaaaaaaaamengajukan usulan daftar kegiatan perwakilan yang disebut KF3. 
aaaaaaaaaaaaaaaDari pusat diberi jangka waktu untuk rekonsiliasi KF dengan pusat. 
aaaaaaaaaaaaaaaPerwakilan kumpul di pusat untuk rekonsiliasi PKPT, disitulah 
aaaaaaaaaaaaaaadiajukan KF3 untuk disetujui para Rendal. 
aaaaaaaaaaaaaaaSaat Pak Dahrul sedang menjelaskan, Pak Alfiandry menggambar di 
aaaaaaaaaaaaaaapapan tulis sebagai berikut. 
 
 
                   Rekonsiliasi 
 
    RKT    RKAKL 
 
              Obrik      Uang 
 
      RKP2T 
           
 
 
 
 
Pak Alfiandry :rJadi rekonsiliasi itu dihadiri oleh para direktorat dan perwakilan 
aaaaaaaaaaaaaaauntuk membahas rancangan RKT dan RKAKL. Hasilnya nanti 
aaaaaaaaaaaaaaaRKP2T namanya, isinya itu PKPT dan PKAU. RKP2T ini ni RKT, 
aaaaaaaaaaaaaaapanjangannya tu Rencana Kerja Pengawasan Tahunan ya Pak 
aaaaaaaaaaaaaaaDahrul ya? 
Pak Dahrul :rHmm.. Rencana Kerja Pengawasan Tahunan.. 
Pak Alfiandry :rP yang satunya lagi apa yaa.. Aduh lupa, ini tu RKT. Hasil 
aaaaaaaaaaaaaaakesepakatan dalam rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara yang 
aaaaaaaaaaaaaaaditandatangani oleh para direktorat dan perwakilan. Nanti draft 
aaaaaaaaaaaaaaaRKP2T dan berita acara ini dikirim ke Renwas untuk divalidasi. 
Pak Dahrul :rYaa.. Kemudian perwakilan-perwakilan semua kembali membawa 
aaaaaaaaaaaaaaadraft RKP2T. Sambil menunggu RKP2T divalidasi Renwas, 
aaaaaaaaaaaaaaaperwakilan mulai melaksanakan kegiatan berdasarkan draft RKP2T. 
aaaaaaaaaaaaaaaSetelah Renwas mengirim RKP2T yang telah divalidasi, dokumen 
aaaaaaaaaaaaaaatersebut diprint dan menjadi dokumen PKPT dan PKAU perwakilan. 
Peneliti :rOooh.. Baik kalau begitu. Terimakasih banyak atas waktunya, Pak 
aaaaaaaaaaaaaaaAndry, Pak Dahrul. 
Pak Alfiandry :rIya 
Pak Dahrul :rIya. 
Renwas 
Perwakilan 
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Hari/Tanggal : Jumat/11 Mei 2012 
Informan : L.M. Akhzan Runi, S.E. (Staf pegawai Bidang APD) 
Waktu  : 16.00-16.50 WITA 
Konteks :rPeneliti bertemu informan pada saat informan sedang memiliki 
aaaaaaaaaaaaaaaawaktu senggang dan bersedia untuk diwawancara. 
 
Peneliti : Assalamualaikum. 
Pak Akhzan : Walaikumsalam. Bagaimana? 
Peneliti :rMau wawancara lagi. Kali ini mengenai pelaksanaan kegiatan. 
Pak Akhzan : Pelaksanaan kegiatan? 
Peneliti :rMaksud saya, setelah RKT perwakilan ditetapkan, kemudian 
aaaaaaaaaaaaaaaaTapkinnya juga sudah dibuat, berikutnya kegiatan-kegiatan yang 
aaaaaaaaaaaaaaaaada di RKT itu dilaksanakan kan? Nah pelaksanaan RKTnya 
aaaaaaaaaaaaaaaabagaimana? 
Pak Akhzan : Oooh.. Jadi begini, pertama, RKT perwakilan yang sudah ditetapkan 
aaaaaaaaaaaaaaaatadi itu didistribusikan ke bagian dan semua bidang sesuai 
aaaaaaaaaaaaaaaabagiannya, tugasnya. Kemudian berdasarkan RKT itu tadi, dibuat 
aaaaaaaaaaaaaaaakonsep surat penugasan, diproses hingga ditetapkan oleh Kaper 
aaaaaaaaaaaaaaaamenjadi surat penugasan. Dalam prosesnya itu ada review dari 
aaaaaaaaaaaaaaaaKaper, kemudian di kembalikan ke bagian dan bidang-bidang.. 
Peneliti : Direview maksudnya? 
Pak Akhzan :rDireview itu dilihat, sesuai PKPT PKAU atau tidak, dasar 
aaaaaaaaaaaaaaaapenugasan, tujuan dan sasaran penugasan, anggaran waktunya, 
aaaaaaaaaaaaaaaakemudian apakah nama-nama orang yang bertugas tidak tumpang 
aaaaaaaaaaaaaaaatindih, maksudnya jangan sampai ada yang kebanyakan, ada yang 
aaaaaaaaaaaaaaaasedikit. Jadi di situ ada unsur keadilan, nilai keadilan ditetapkan, 
aaaaaaaaaaaaaaaaharus proporsional. 
Peneliti : Oooh.. 
Pak Akhzan :aNah setelah direview, diparaf dan dikembalikan ke bagian dan 
aaaaaaaaaaaaaaaabidang-bidang untuk difinalisasi, dinetkan. Kalau kita istilahnya 
aaaaaaaaaaaaaaaadinetkan, maksudnya itu diclearkan, dibersihkan, diketik, 
aaaaaaaaaaaaaaaadiperbaiki sesuai hasil review Kaper. Nah setelah dinetkan, 
aaaaaaaaaaaaaaaadiserahkan ke Danis, diperiksa apakah sudah sesuai dengan hasil 
aaaaaaaaaaaaaaaareview dari Kaper. Kemudian diparaf oleh Danis dan diserahkan ke 
aaaaaaaaaaaaaaaaKabid, Kabid mengecek lagi, apakah sudah sesuai dengan hasil 
aaaaaaaaaaaaaaaareview dari Kaper, kalau sudah sesuai, paraf, terus diserahkan lagi 
aaaaaaaaaaaaaaaake Kaper untuk ditandatangani Nah jadilah itu surat penugasan, 
aaaaaaaaaaaaaaaadiserahkan ke masing-masing bidang dan bagian untuk 
aaaaaaaaaaaaaaaadilaksanakan. 
Peneliti : Pelaksanaannya bagaimana, kegiatan-kegiatan dari RKT itu? 
Pak Akhzan :rKerjanya itu tim, ada ketua tim, anggota tim, kemudian ada 
aaaaaaaaaaaaaaaapengendali teknis juga yang mereview dan mengarahkan tim secara 
aaaaaaaaaaaaaaaateknis untuk menjamin kualitas laporan hasil penugasan. 
Peneliti :aBagaimana orang-orang dalam tim itu bekerja? 
Pak Akhzan :aBekerjanya itu ya saling menghargai, menjaga etika, misalnya ada 
aaaaaaaaaaaaaaaayang melakukan kesalahan jangan tegur dia depan orang banyak, di 
aaaaaaaaaaaaaaaadepan orang lain yang audit itu toh, yang sementara audit, tegur 
aaaaaaaaaaaaaaaabaik-baik, dipanggil misalnya, jangan disalahkan walaupun dia 
aaaaaaaaaaaaaaaabaru misalnya. Cara menegurnya juga misalnya ada banyak orang 
aaaaaaaaaaaaaaaadi situ, kasih tahunya di dalam ruangan kah. Oh iya kita di sini itu 
aaaaaaaaaaaaaaaaada namanya 5 sipa 1 sipo, motto, motto perwakilan kita yang 
aaaaaaaaaaaaaaaamengandung nuansa muatan lokal kedaerahan yang relevan dengan 
aaaaaaaaaaaaaaaakondisi dan budaya. 5 sipa 1 sipo itu sipatuo, sipatokong, 
aaaaaaaaaaaaaaaasipakatau, hmm.. terus hmm.. oh sipakatau, sipakainge, 
aaaaaaaaaaaaaaaasipakalebbi, sama yang terakhir itu siporennu. Sipatuo itu artinya 
aaaaaaaaaaaaaaaasaling mendukung, kemudian sipatokong itu saling membantu, 
aaaaaaaaaaaaaaaasipakatau saling menghargai, terus apa lagi tadi, oh sipakainge, 
aaaaaaaaaaaaaaaasipakainge itu saling mengingatkan, sipakalebi saling 
aaaaaaaaaaaaaaaamengapresiasi, terakhir siporennu artinya saling merindukan. 
Peneliti :aDalam pelaksanaan kegiatan, bagaimana menyikapi anggota tim 
aaaaaaaaaaaaaaaayang masih terbilang baru dengan pengetahuan yang mungkin 
aaaaaaaaaaaaaaaamasih kurang? 
Pak Akhzan :aNah itu juga, kadang kita dikejar waktu. Anggota tim yang baru, 
aaaaaaaaaaaaaaaaanak-anak dari STAN itu, yang belum lama masuk, mereka kan 
aaaaaaaaaaaaaaaakerjanya cenderung lambat karena masih baru, sedangkan sekarang 
aaaaaaaaaaaaaaaaitu harus cepat, ada jangka waktu yang diberikan untuk 
aaaaaaaaaaaaaaaamenyelesaikan laporan toh. Kita yang sudah berpengalaman bisa 
aaaaaaaaaaaaaaaalebih cepat. Kadang kalau sudah keburu deadline, kerjaan dia 
aaaaaaaaaaaaaaaabelum beres, kita ketua tim biasa ambil alih kerjaannya, biar cepat. 
Peneliti :aBagaimana dengan ketepatan waktu penyerahan laporan hasil 
aaaaaaaaaaaaaaaapelaksanaan kegiatan oleh tim? 
Pak Akhzan :aItu ada yang tepat waktu, ada juga yang tidak. Tapi sebagian besar 
aaaaaaaaaaaaaaaasudah tepat waktu sesuai dengan yang dijadwalkan di PKPT. Nah 
aaaaaaaaaaaaaaaayang tidak tepat waktu itu penyebabnya macam-macam, bisa dari 
aaaaaaaaaaaaaaaainternal, bisa dari eksternal. Kalau internal itu biasanya karena 
aaaaaaaaaaaaaaaajumlah orangnya kurang, atau tidak karena kerja sama dalam tim 
aaaaaaaaaaaaaaaamasih kurang. Kalau eksternalnya itu biasa karena data-data yang 
aaaaaaaaaaaaaaaadiperlukan dari tempat penugasan terlambat diberikan. Oh iya satu 
aaaaaaaaaaaaaaaalagi, masalah prioritas, karena banyak permintaan non-PKPT 
aaaaaaaaaaaaaaaakadang juga itu yang membuat laporannya tidak selesai tepat 
aaaaaaaaaaaaaaaawaktu. 
Peneliti :aApakah dalam pelaksanaan RKT oleh tim ini ada nilai kejujuran? 
aaaaaaaaaaaaaaaaJika ada, kejujuran yang seperti apa yang diterapkan dalam 
aaaaaaaaaaaaaaaapelaksanaan RKT ini? 
Pak Akhzan :aPada tahap pelaksanaan kegiatan, khususnya yang terkait dengan 
aaaaaaaaaaaaaaaaperjalanan dinas, penetapan biaya belanjanya, maksudnya biaya 
aaaaaaaaaaaaaaaaperjalanan dinas, itu disesuaikan dengan tarif yang telah ditetapkan 
aaaaaaaaaaaaaaaasesuai SK menteri keuangan, kemudian jumlah hari tugasnya sesuai 
aaaaaaaaaaaaaaaadengan PKPT atau PKAU. Pengajuan jumlah biaya perjalanan 
aaaaaaaaaaaaaaaadinas, jumlah hari, tarif, itu direview oleh kepala bidang dan 
aaaaaaaaaaaaaaaadiverifikasi Kasubag Prolap untuk menyesuaikan bahwa penugasan 
aaaaaaaaaaaaaaaatersebut sesuai dengan PKPT dan anggaran yang sudah ada. Dasar 
aaaaaaaaaaaaaaaapembayaran perjalanan dinas disesuaikan dengan real  hari, fakta 
aaaaaaaaaaaaaaaahari penugasan, dan biaya-biaya lain yang timbul dari penugasan 
aaaaaaaaaaaaaaaatersebut, maksudnya di sini adalah biaya akomodasi, transportasi 
aaaaaaaaaaaaaaaadan hotel. Kebenaran dari perhitungan biaya perjalanan dinas yang 
aaaaaaaaaaaaaaaasudah dilaksanakan tergantung pada pada kejujuran tim dalam 
aaaaaaaaaaaaaaaamenyampaikan dokumen bukti pembayaran, nah itu uangnya 
aaaaaaaaaaaaaaaadiganti. Jadi begini, misalnya saya ada penugasan ke Pangkep, saya 
aaaaaaaaaaaaaaaaajukan 12 hari, setelah direview oleh kabid saya di APD, jadi di 
aaaaaaaaaaaaaaaamasing-masing bidang itu ada pegang PKPT juga, dia sesusaikan 
aaaaaaaaaaaaaaaadengan PKPT, sesuai tidak dengan jumlah HP di PKPT, misalnya 
aaaaaaaaaaaaaaaatidak sesuai, dikoreksi, jadi 10 hari misalnya. Nah kemudian 
aaaaaaaaaaaaaaaadibawa ke atas, ke Kasubag Prolap. Di Prolap itu dia pegang PKPT 
aaaaaaaaaaaaaaaaseluruh bidang, diverifikasi di situ, apakah sudah sesuai dengan 
aaaaaaaaaaaaaaaaPKPT, kalau sudah, ditandatangan. 
Peneliti :aBerarti kejujuran pegawai itu ada karena ada pengendalian internal 
aaaaaaaaaaaaaaaadi dalam organisasi, karena ada prosedur di dalam? 
Pak Akhzan :aPengendalian internal itu mendukung kejujuran, karena 
aaaaaaaaaaaaaaaapengendalian itu menyebabkan kita harus jujur. Kita jujur karena 
aaaaaaaaaaaaaaaaada prosedur yang melekat dalam proses pelaksanaan kegiatan itu. 
aaaaaaaaaaaaaaaaJujur karena ada prosedur yang melekat dalam penyampaian proses 
aaaaaaaaaaaaaaaapenugasan. Kemudian yang setelah kita pergi, kita sampaikan 
aaaaaaaaaaaaaaaaberapa nginap di hotel, transport berapa. Kalau transport itu nggak 
aaaaaaaaaaaaaaaabisa diganggu gugat, sudah ada tarifnya tetap. tarifnya itu dari 
aaaaaaaaaaaaaaaasurvei lokal, ada tarif lokal itu. Itu ada di anggaran belanja, ada di 
aaaaaaaaaaaaaaaaDPAnya. Sudah ada tarif-tarif itu. Kalau masalah tarif ininya, 
aaaaaaaaaaaaaaaaakomodasinya, uang sakunya, itu menteri keuangan. Jadi setelah di 
aaaaaaaaaaaaaaaaKasubag Prolap ditandatangani, oke dilaksanakan tugas, 
aaaaaaaaaaaaaaaalaksanakan tugas, saya tinggal di hotel, berapa hari saya tinggal di 
aaaaaaaaaaaaaaaahotel, misalnya 10 hari atau 12 hari, sesuai dengan konsep. nah di 
aaaaaaaaaaaaaaaasitu harus jujur. Jadi pembayaran disesuaikan dengan real belanja. 
aaaaaaaaaaaaaaaaKemudian bukti-bukti tersebut diproses untuk pembayaran, jadi dia 
aaaaaaaaaaaaaaaaitu bisa berbeda dengan konsep yang pertama, cost sheet, cost 
aaaaaaaaaaaaaaaasheetnya, cost sheet  itu lembar biaya. Jadi besarnya biaya, bil, 
aaaaaaaaaaaaaaaayang harus dibayarkan tergantung kejujuran tim dalam, 
aaaaaaaaaaaaaaaamenyampaikan bukti-bukti pengeluaran selama penugasan. Begitu. 
Peneliti :aTapi tim sudah jujur?  
Pak Akhzan :aYa harus jujur, bukti harinya, pemeriksaannya, nggak bisa bohong 
aaaaaaaaaaaaaaaakarena kan ada bukti dokumennya itu, ada stempelnya, tanggalnya. 
Peneliti :aDalam pelaksanaan kegiatan ini ada independensi pegawai? Kalau 
aaaaaaaaaaaaaaaaada, dalam bentuk apa? Bagaimana tindakan yang menggambarkan 
aaaaaaaaaaaaaaaaindependensi pegawai dalam melaksanakan penugasan? 
Pak Akhzan :aBerdasarkan nilai kejujuran yang sudah dibangun melalui sistem 
aaaaaaaaaaaaaaaadalam prosedur yang melekat dalam penugasan maka semua hasil 
aaaaaaaaaaaaaaaapenugasan itu kita dokumentasikan berupa kertas kerja dan laporan 
aaaaaaaaaaaaaaaahasil penugasan. Kertas kerja itu kita buat sesuai dengan keadaan 
aaaaaaaaaaaaaaaayang sebenarnya dari yang diperiksa atau yang diasistensi, kami 
aaaaaaaaaaaaaaaasampaikan secara objektif, kondisi apa adanya Jadi dokumen hasil 
aaaaaaaaaaaaaaaapenugasan tadi berupa kertas kerja dan laporan itu menunjukkan 
aaaaaaaaaaaaaaaaindependensi dari tim penugasan. Jadi kami menyampaikan apa 
aaaaaaaaaaaaaaaayang sebenarnya terjadi di tempat penugasan, itukan independen. 
Peneliti :aItu sama semua bidang? 
Pak Akhzan :aSemua sama. 
Peneliti :aKalau PKAU? 
Pak Akhzan :aOh lain itu, dia independen juga tapi internal kantor. PKAU kan 
aaaaaaaaaaaaaaaahanya mengerjakan di dalam kantor saja. Kejujurannya kalau 
aaaaaaaaaaaaaaaaPKAU ya itu juga, sama, dia sampaikan dia punya rencana biaya 
aaaaaaaaaaaaaaaaberapa, lalu nanti dia sampaikan setelah penugasannya berapa, 
aaaaaaaaaaaaaaaarealisasi pembayarannya berapa, pembayaran realnya, yang 
aaaaaaaaaaaaaaaasebenarnya berapa. 
Peneliti :aOke baik. Sekarang mengenai pelaporan, tahap akhir dari SAKIP. 
Pak Akhzan :aPelaporan itu ada nilai konsistensi, tidak berubah-ubah laporannya 
aaaaaaaaaaaaaaaasehingga bisa dibandingkan LAKIP tahun lalu dengan tahun 
aaaaaaaaaaaaaaaasekarang, dia konsisten toh. Angka-angkanya bisa berbeda tapi 
aaaaaaaaaaaaaaaasistematikanya sama, visi misinya tidak berubah, tetap itu, 
aaaaaaaaaaaaaaaasasarannya juga. Jadi kami menyampaikan secara konsisten. 
aaaaaaaaaaaaaaaaKemudian objektif, sesuai dengan apa yang terjadi di perwakilan, 
aaaaaaaaaaaaaaaakemudian tepat waktu, LAKIPnya itu kami laporkan sesuai waktu 
aaaaaaaaaaaaaaaayang ditentukan dari pusat. Kemudian transparansi. 
Peneliti :aApa yang menunjukkan adanya transparansi dalam pelaporan ini? 
Pak Akhzan :aTransparan bahwa informasi yang disampaikan melalui LAKIP itu 
aaaaaaaaaaaaaaaabisa dilihat dokumennya, transparan, tidak disembunyi toh. 
aaaaaaaaaaaaaaaaSilahkan kalau mau lihat dokumennya, dokumen pendukung 
aaaaaaaaaaaaaaaadatanya. Apa yang disajikan di LAKIP kan dokumen 
aaaaaaaaaaaaaaaapendukungnya banyak toh. Siapa saja yang membutuhkan bisa 
aaaaaaaaaaaaaaaalihat, BPKP pusat misalnya, inspektorat. Isinya juga diumumkan ke 
aaaaaaaaaaaaaaaaseluruh pegawai Perwakilan BPKP Sulsel, jadi ada juga 
aaaaaaaaaaaaaaaatransparansi dalam organisasi. Kalau untuk masyarakat luas juga 
aaaaaaaaaaaaaaaabisa tapi ada mekanismenya untuk memperoleh informasi, laporan 
aaaaaaaaaaaaaaaahasil audit, itu ada mekanismenya lagi, mekanisme penerimaan 
aaaaaaaaaaaaaaaainformasi, ada itu di binernya. Jadi kita transparansi ditunjukkan 
aaaaaaaaaaaaaaaadengan  informasi ada dalam laporan kinerja bisa diakses, toh, 
aaaaaaaaaaaaaaaaantara lain melalui internet, websitenya BPPK, baik pusat maupun 
aaaaaaaaaaaaaaaaperwakilan, bisa diakses itu. itu transparansinya. 
Peneliti :aBagaimana dengan responsibilitas dan akuntabilitas? 
Pak Akhzan :aSudah jelas itu, pertanggungjawabannya mi itu, otomatis. Dengan 
aaaaaaaaaaaaaaaakita melaporkan hasil kinerja itu sudah menunjukkan bahwa kita 
aaaaaaaaaaaaaaaaresponsibel. Pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi. Akuntabel 
aaaaaaaaaaaaaaaatoh, akuntabel itu bisa dipertanggungjawabkan. Kita sampaikan 
aaaaaaaaaaaaaaaahasil kinerja kita, apa lagi bisa diakses, transparansi toh. Kita 
aaaaaaaaaaaaaaaaakuntabel, kalau mau akuntabel, harus transparan, kalau tidak 
aaaaaaaaaaaaaaaaakuntabel pasti nggak berani transparan. Kemudian pelaporannya 
aaaaaaaaaaaaaaaakita itu orientasi pengguna, jadi orang yang butuh laporan ini dapat 
aaaaaaaaaaaaaaaamemahami laporannya, gampang dipahami bagi yang memerlukan. 
aaaaaaaaaaaaaaaaJadi yang paling nyata kelihatan dari pelaporan ini itu responsible, 
aaaaaaaaaaaaaaaaakuntabel, transparansi. Pelaporannya ini bisa akuntabel, bisa 
aaaaaaaaaaaaaaaaresponsibel, transparansi, karena ada ada nilai-nilai tadi itu di 
aaaaaaaaaaaaaaaapelaksanaan kegiatan, kejujuran, independensi. Yang dilaporkan 
aaaaaaaaaaaaaaaakan kegiatan kita tadi itu toh, sehingga LAKIPnya kita bisa 
aaaaaaaaaaaaaaaaresponsibel, akuntabel, dan transparan. 
Peneliti :aOooh.. Baiklah kalau begitu. Terima kasih atas waktunya. 
Pak Akhzan :aSudah toh, itu saja. 
Peneliti :aIya, terima kasih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M7 
MANUSKRIP 
 
Hari/Tanggal : Senin/18 Mei 2012 
Informan : Nur Ana Sejati, Ak., MPA. (Staf pegawai Bidang APD, Anggota 
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Konteks : Peneliti bertemu informan pada jam kerja dimana informan sedang 
aaaaaaaaaaaaaaaabekerja di meja kerjanya namun bersedia sejenak meninggalkan 
aaaaaaaaaaaaaaaapekerjaannya untuk melayani wawancara. 
 
Peneliti : Assalamualaikum. 
Bu Ana : Wa’alaikumsalam. Gimana kabarnya? 
Peneliti :iAlhamdulillah baik. Maaf, Bu, mengganggu lagi ini. 
Bu Ana : Ahh nda papa.. Silahkan duduk. Gimana? 
Peneliti :iGini Bu, yang kemarin itu kan proses penyusunan LAKIP sudah, 
aaaaaaaaaaaaaaaacuma perlu tambahan sedikit saja lagi, mengenai pelaporannya. 
aaaaaaaaaaaaaaaaSaya belum dapat nilai-nilai dalam pelaporan itu apa saja. Kemarin 
aaaaaaaaaaaaaaaakata ibu pelaporan itu hasil pengukuran dan analisis kinerja 
aaaaaaaaaaaaaaaadilaporkan kan? 
Bu Ana : Iya.. Jadi, setelah ada surat tugas, itu kita diminta berkumpul di suatu 
aaaaaaaaaaaaaaaatempat, dan di situ masing-masing bidang diminta untuk eee eee 
aaaaaaaaaaaaaaaamempresentasikan hasil capaian hasil masing-masing, yaa.. 
aaaaaaaaaaaaaaaamisalnya di bidang APD, apa yang sudah dicapai berdasarkan 
aaaaaaaaaaaaaaaaTapkin yang sudah ditetapkan pada awal tahun toh. Nah di situ kita 
aaaaaaaaaaaaaaaajuga memaparkan permasalahan-permasalahan apa, hambatan apa, 
aaaaaaaaaaaaaaaamana yang sudah tercapai mana yang belum, gitu. Nah pada saat 
aaaaaaaaaaaaaaaamisalnya dari APD itu mempresentasikan, pihak lain misalnya 
aaaaaaaaaaaaaaaabidang-bidang lain bisa bertanya, kenapa seperti ini kenapa seperti 
aaaaaaaaaaaaaaaaitu. Nah itukan sebenarnya bagian dari transparansi juga. Nah, terus 
aaaaaaaaaaaaaaaapada saat eee, itukan eee itu kan setelah dipresentasikan itu, itu 
aaaaaaaaaaaaaaaamenjadi bahan bagi tim penyusun, yang tim intinya ya, tim inti 
aaaaaaaaaaaaaaaauntuk mengkompilasi masing-masing bidang. 
Peneliti : Masing-masing bidang? 
Bu Ana :aIya, masing-masing bidang. Nah setelah sudah dikompilasi, kita 
aaaaaaaaaaaaaaajuga prsentasikan lagi, kita bahas sama-sama lagi, kita bahas sama-
aaaaaaaaaaaaaaasama, penyusun itu memprint out draftx terus masing-masing 
aaaaaaaaaaaaaaa.bidang diberikan draftnya, 
Peneliti : Bidang-bidang dan bagian juga? 
Bu Ana : Iya, jadi bidang-bidang bisa mengkoreksi apasih yang kurang. Terus 
aaaaaaaaaaaaaaapas pada saat rapat terakhir itu kita juga mempresentasikan juga 
aaaaaaaaaaaaaaadari tim itu, hasilnya seperti ini, kira-kira ada nggak yang hmm.. 
aaaaaaaaaaaaaaaapa namanya, ada perlu perbaikan ataukah eee ada yang 
aaaaaaaaaaaaaaaaditambahkan atau ada yang dirubah. Gitu.. 
Peneliti :iItu, maksudnya kan kemarin ada pengumpulan data kinerja, itu 
aaaaaaaaaaaaaaaaposisinya bagaimana, apakah yang ibu paparkan barusan itu 
aaaaaaaaaaaaaaaatermasuk pengumpulan data kinerja? 
Bu Ana :rIyaa.. Kan kan surat tugasnya agak panjang sebenernya ya. Pada saat 
aaaaaaaaaaaaaaaakumpul pertama itu, kita mesti ya.. paling nggak inilah, dimintain 
aaaaaaaaaaaaaaaamengumpulkan data. Kan karena waktu itu, pas eee akhir 
aaaaaaaaaaaaaaaadesember, mungkin bulan-bulan tanggal-tanggal 24 kalau nggak 
aaaaaaaaaaaaaaaasalah, 20an lah, tanggal 20an nah itu kan kita masih ada waktu 
aaaaaaaaaaaaaaaatanggal eee 30 kan masih 6 hari, nah semua data kan belum 
aaaaaaaaaaaaaaaaterkumpulkan, nah sambil eee apa namanya, pertemuan tadi paling 
aaaaaaaaaaaaaaaanggak jadi starting point untuk melengkapi. Setelah itu, eee apa 
aaaaaaaaaaaaaaaanamanya, pas tahap akhirnya, kita paparkan lagi.  
Peneliti :rJadi yang kumpul semua bidang itu masuk di pengumpulan data 
aaaaaaaaaaaaaaaakinerja? 
Bu Ana :rIya pengumpulan data kinerja, dan pas tahap akhirnya, ketika kita 
aaaaaaaaaaaaaaaasudah mau selesai LAKIPnya, pada saat sudah ada draftnya, kita 
aaaaaaaaaaaaaaaapaparkan lagi, tanya ke masing-masing bidang, sudah sesuai atau 
aaaaaaaaaaaaaaaabelum. Gitu. Jadi semua org dari bidang lain juga bisa melihat. Jadi 
aaaaaaaaaaaaaaaaseperti itu. Mana sih yang sudah tercapai mana yang belum itu 
aaaaaaaaaaaaaaaamasing-masing bidang juga tahu. 
Peneliti : Itu kegiatan dalam penyusunan LAKIP.. 
Bu Ana : Iya, penyusunan LAKIP. 
Peneliti : Pelaporan itu sebenarnya sudah jadi kan ya, pengukuran dan analisis 
aaaaaaaaaaaaaaaakinerjanya? 
Bu Ana : Iya. 
Peneliti : Pelaporan itu maksudnya dilaporkan ke pusat? 
Bu Ana : Iya, dilaporkan di pusat. 
Peneliti : Dalam pelaporannya, ada transparansi tidak? 
Bu Ana :aEee jadi, kalau untuk transparansi ke apa namanya, seluruh, 
aaaaaaaaaaaaaaaamungkin maksudnya gini ya, transparansi, telah selesai terus 
aaaaaaaaaaaaaaaaapakah semua pegawai bisa mengetahui hasilnya seperti apa, gitu? 
aaaaaaaaaaaaaaaaItu memang, secara umum sih belum, kita nggak ada eee apa 
aaaaaaaaaaaaaaaanamanya, media atau apa yang melaporkan seperti itu gitu ya. Tapi 
aaaaaaaaaaaaaaaaya itu tadi, paling tidak per masing-masing bidang itu biasanya 
aaaaaaaaaaaaaaaakayak kayak seperti dulu itu masing-masing dikasih, LAKIPnya 
aaaaaaaaaaaaaaaadikasihkan gitu, kalau yang tahun sebelumnya ya. Mungkin karena 
aaaaaaaaaaaaaaaasekarang itu saya sendiri belum lihat hardcopynya itu saat ini kita 
aaaaaaaaaaaaaaaabelum terima. Tapi tahun-tahun sebelumnya  biasanya masing-
aaaaaaaaaaaaaaaamasing dikasih, masing-masing bidang gitu, jadi masing-masing 
aaaaaaaaaaaaaaaabidang bisa mengetahui termasuk dari pegawai sendiri bisa melihat 
aaaaaaaaaaaaaaaajuga hasilnya seperti apa. 
Peneliti : Oooh.. Jadi transparansinya untuk dalam organisasi begitu ya? 
aaaaaaaaaaaaaaaaSemua orang dalam organisasi bisa mengetahui isi laporan. Kalau 
aaaaaaaaaaaaaaaake luar? 
Bu Ana : Kalau ke luar saya kurang tahu, mungkin bisa ditanyakan ke sini, 
aaaaaaaaaaaaaaaayang humas. Kalau ke dalam seperti itu, setelah laporan selesai, 
aaaaaaaaaaaaaaaamasing-masing bidang dikasih LAKIPnya. Gitu.. 
Peneliti : Ohh.. Baik kalau begitu. Jadi soal LAKIP sudah selesai. Kalau soal 
aaaaaaaaaaaaaaaapenyusunan renstra itu, pihak-pihak yang terlibat itu siapa ya, Ibu 
aaaaaaaaaaaaaaaatahu? Yang bisa diwawancara begitu maksud saya. 
Bu Ana : Dulu sih sebenernya saya masuk juga, tapi ini aja saya, apa 
aaaaaaaaaaaaaaa.namanya, dulu tu seingat saya sudah ada draftnya, ya, setelah ada 
aaaaaaaaaaaaaaa.draft jadi, saya diminta ngoreksi mana yang perlu diperbaiki, terus 
aaaaaaaaaaaaaaa.oleh tim oleh tim eee diperbaiki, kan dari masing-masing bidang 
aaaaaaaaaaaaaaa.semua dapat draftnya. Terus.. waktu itu seingat saya juga kita 
aaaaaaaaaaaaaaa.sempat ngumpul-ngumpul juga, jadi ada Pak Kepala Perwakilan, 
aaaaaaaaaaaaaaa.kita presentasikan juga, masing-masing bidang hadir, bagian juga, 
aaaaaaaaaaaaaaa..sama, hampir sama dengan LAKIP, seperti itu. 
Peneliti :iJadi di situ semua bidang juga ada, seperti LAKIP tadi itu? 
Bu Ana : Iya. Karena kan itu toh, renstra itu kan kinerja seluruh eee organisasi 
aaaaaaaaaaaaaaaamelibatkan seluruh bidang-bidang, jadi masing-masing bidang juga 
aaaaaaaaaaaaaaaaharus tahu. Gitu.. 
Peneliti :rSaya ingin tahu nilai-nilai yang dianut dalam pennyusunan renstra 
aaaaaaaaaaaaaaaaini. Kalau untuk organisasi sektor publik yang menganut Good 
aaaaaaaaaaaaaaaaGovernance, berdasarkan teori dikatakan bahwa sistem nilai yang 
aaaaaaaaaaaaaaaadianut minimal terdiri dari empat belas nilai, beberapa diantaranya 
aaaaaaaaaaaaaaaaadalah vision, melihat ke depan, kemudian ada nilai responsibilitas, 
aaaaaaaaaaaaaaaatanggung jawab, nilai akuntabilitas juga. Kalau dalam menyusun 
aaaaaaaaaaaaaaaaIrenstra perwakilan di sini itu bagaimana? 
Bu Ana :raEee kalau kita juga sebenernya sama juga, kita ada dalam nyusun 
aaaaaaaaaaaaaaaarenstra itu analisis-analisisnya gitukan, melihat ke depan, kita juga 
aaaaaaaaaaaaaaaaeee apa namanya karena kita bagian dari BPKP pusat, jadi kita 
aaaaaaaaaaaaaaaamengacu ke BPKP pusat, gitu. Bagaimana menciptakan, kita 
aaaaaaaaaaaaaaaasebagai auditor presiden yang interaktif, mewujudkan akuntabilitas 
aaaaaaaaaaaaaaaakeuangan negara itu kan sebenernya visi ke depan, bagaimana agar 
aaaaaaaaaaaaaaaaitu bisa terwujud. Termasuk juga di dalamnya, eee apa namanya 
aaaaaaaaaaaaaaaapembinaan kepegawaian, terus kalau di papan-papan ini kan 
aaaaaaaaaaaaaaaasebenernya ada itu tentang renstranya, visi misinya juga ada, ini 
aaaaaaaaaaaaaaaasalah satu nilai transparansi. Terus bagaimana supaya pegawai itu 
aaaaaaaaaaaaaaaajuga tahu, organisasi ini maunya kemana,  arahnya kemana, kita 
aaaaaaaaaaaaaaaaada itu. Cuma saya nggak tahu sekarang diletakkan di mana, yang 
aaaaaaaaaaaaaaaajelas ini sering diputer ini. Gitu.. 
Peneliti :rDalam penyusunan renstra itu kan banyak ya yang akan di, empat 
aaaaaaaaaaaaaaaaacuannya kemarin sama Pak Alfiandry katanya ada hasil-hasil 
aaaaaaaaaaaaaaaasidang rapat kabinet, ada kebijakan pemerintah, ada instruksi 
aaaaaaaaaaaaaaaapresiden, satu lagi apa itu ya saya lupa, ada empat itu kemarin. 
Bu Ana :iIyaa.. ya kalau untuk yang pusat ya barang kali. Kalau kita kan ya 
aaaaaaaaaaaaaaaakarena kita bagian dari pusat, kita mengacu dari pusat, sama 
aaaaaaaaaaaaaaaadisesuaikan dengan, mungkin kondisi lokal, disesuaikan dengan 
aaaaaaaaaaaaaaaakondisi lokal. Tapi kalau untuk yang ini paling nggak kita harus 
aaaaaaaaaaaaaaaamengacu ke renstra pusat. Gitu. 
Peneliti :rTapi pada dasarnya sama saja ya? Ada, dari wawancara sebelumnya 
aaaaaaaaaaaaaaaadengan narasumber lain, melihat isu-isu strategis yang ada gitu kan, 
aaaaaaaaaaaaaaaatapi tetap mengacu ke renstra pusat, tapi disesuaikan dengan 
aaaaaaaaaaaaaaaakondisi perwakilan, begitu? 
Bu Ana : Iya, betul. 
Peneliti :rOh ini ada, nilai-nilai. Wawasan ke depan, keterbukaan dan 
aaaaaaaaaaaaaaaatransparansi, supremasi hukum masuk tidak ya? 
Bu Ana : Kalau supremasi hukum yang seperti apa ya?  
Peneliti :rIni, ini nilai-nilai yang dianut organisasi sektor publik yang 
aaaaaaaaaaaaaaaamenerapkan GCG, saya ngambil dari situ siapa tahu ada yang sama 
aaaaaaaaaaaaaaaabegitu. Kalau keterbukaan kan iya, wawasan ke depan  kan iya, 
aaaaaaaaaaaaaaaakemudian kalau daya tanggap? 
Bu Ana : Ya? 
Peneliti : Daya tanggap. 
Bu Ana : Iya. Kalau menurut saya sih iya, karena kita kan, itu tadi ya, dari visi 
aaaaaaaaaaaaaaaamisinya kan kita menjadi auditor presiden yang interaktif, terus 
aaaaaaaaaaaaaaaatermasuk juga itu tadi ketika pemda itu lagi butuh apa. Nah kita itu 
aaaaaaaaaaaaaaaamerespon dengan harus segera merespon, gitu, untuk menghadapi 
aaaaaaaaaaaaaaaakebutuhan-kebutuhan stakeholders, gitu. 
Peneliti :aOh itu yang anu ya, yang non-PKPT bukan? 
Bu Ana :aIyaa.. yang non-PKPT. 
Penelitian :aNah kalau profesionalisme dan kompetensi itu ada tidak dalam 
aaaaaaaaaaaaaaaapenyusunan renstra ini? 
Bu Ana : Sebenernya itu bagian juga ya, karena pekerjaan di sini kan juga kita 
aaaaaaaaaaaaaaaadibutuhkan profesionalisme sama kompetensi. Kalau misalnya itu 
aaaaaaaaaaaaaaaanggak ada, apa yang mau kita berikan ke Pemda, padahal Pemda 
aaaaaaaaaaaaaaaakan. 
Peneliti :aMaaf, dalam penyusunan renstra maksud saya. 
Bu Ana : Iya, dalam penyusunan renstra juga gitu, karena yang diminta untuk 
aaaaaaaaaaaaaaaamenyusun punya pemahaman tentang konsep renstra. 
Peneliti :rMaaf, kalau transparansi dalam penyusunan renstra itu ada tidak? 
aaaaaaaaaaaaaaaaLetak transparansinya itu di mana begitu?  
Bu Ana : Penyusunan renstra ya sama, dengan LAKIP tadi misalnya untuk 
aaaaaaaaaaaaaaaaproses internal, ya semua masing-masing bidang dikasih draftnya, 
aaaaaaaaaaaaaaaaya, semua bidang. Ini kan bagian juga dari transparansi, paling 
aaaaaaaaaaaaaaaanggak masing-masing pegawai juga bisa mengomentari apa yang 
aaaaaaaaaaaaaaaaperlu diambahkan gitu loh. Nah setelah renstra tadi, nah itu tadi 
aaaaaaaaaaaaaaaasaya bilang ada yang seperti ini toh, seperti itu, iya (menunjuk 
aaaaaaaaaaaaaaaabanner).  
Peneliti : Ohh.. oke kalau begitu sekarang renstra sudah selesai. Selanjutnya 
aaaaaaaaaaaaaaaayang ingin  saya tanyakan itu ibu sebagai staf pegawai APD, 
aaaaaaaaaaaaaaaabagaimana pelaksanaan kegiatannya, maksud saya setelah RKT 
aaaaaaaaaaaaaaaasudah jadi, pelaksanaan RKTnya begitu, untuk di sini semua 
aaaaaaaaaaaaaaaabidang, APD, investigasi, APP, itu proses kegiatan 
aaaaaaaaaaaaaaaapelaksanaannya, prosesnya itu sama atau beda? 
Bu Ana : Beda..  
Peneliti : Kalau di APD bagaimana? 
Bu Ana : Kalau APD kita kan eee apa namanya ya, ibaratnya, kita kan eee 
aaaaaaaaaaaaaaaamelayani ya, berbeda dengan IPP yang memeriksa, gitu. Kalau di 
aaaaaaaaaaaaaaaasini kita memberikan konsultasi atau asistensi, pendampingan 
aaaaaaaaaaaaaaaakepada pemerintah daerah dalam pelaporan keuangan, menyusun 
aaaaaaaaaaaaaaaalaporan kinerja, terus apa namanya, memperbaiki pengolahan aset, 
aaaaaaaaaaaaaaaapenerapan SPIP, gitu, jadi sifatnya lebih membangun, gitu. Kalau 
aaaaaaaaaaaaaaaayang di IPP kan nggak, dia lebih ke audit kan, periksa-periksa, 
aaaaaaaaaaaaaaaainvestigasi juga sama, kalau di sana lebih ke audit yang sifatnya 
aaaaaaaaaaaaaaaainvestigatif. 
Peneliti : Akuntan Negara? 
Bu Ana : Akuntan Negara hampir mirip di sini, Cuma di sana lingkupnya 
aaaaaaaaaaaaaaaaBUMD, gitu. 
Peneliti : Kalau di bagian bagaimana? Selama ini dalam melakukan 
aaaaaaaaaaaaaaaawawancara mengenai SAKIP, penyusunan renstra, RKT segala 
aaaaaaaaaaaaaaaamacam, yang selalu disebut itu bidang-bidang. Bagaimana dengan 
aaaaaaaaaaaaaaaabagian? BPKP ini kan ada 4 Bidang dan 1 Bagian ya? 
Bu Ana :aBagian kan pendukung aja sebenernya, misalnya kepangkatan, 
aaaaaaaaaaaaaaaakemudian penyediaan sarana prasarana, terus pelaporannya seperti 
aaaaaaaaaaaaaaaaapa, eh apa namanya, pelaporan tadi, misalnya apasih yang sudah 
aaaaaaaaaaaaaaaadilakukan oleh APD, kompilasi semua. Intinya memfasilitasi, 
aaaaaaaaaaaaaaaapendukung. 
Peneliti : Kemudian dalam pelaksanaan kegiatanya, itu bagaimana? Dalam 
aaaaaaaaaaaaaaaakelompok kah atau individu, atau bagaimana? 
Bu Ana : Kita kerjanya tim, misalnya.. 
Peneliti : Semua pasti tim? Termasuk di Bagian? 
Bu Ana : Kalau di Bagian nggak. Karena Bagian kan berbeda, dia kegiatannya 
aaaaaaaaaaaaaaaakan rutin, ada bagian penggajian, ada yang khusus bikin daftar 
aaaaaaaaaaaaaaaagaji.. terus, tapi tidak berbentuk tim. Tapi ya itu tadi, semuanya 
aaaaaaaaaaaaaaaasudah pasti, tiap harinya itu itu yang dikerjakan. Kalau di sini kan 
aaaaaaaaaaaaaaaanggak, kita dalam bentuk tim, terus masing-masing tim nanti 
aaaaaaaaaaaaaaaaditugaskan ke pemerintah daerah dengan surat tugas yang spesifik. 
Peneliti : Itu di APD? 
Bu Ana : Iya di APD, yang lain juga sama. IPP, Investigasi, Akuntan Negara, 
aaaaaaaaaaaaaaaabentuknya juga seperti ini, kecuali bagian. Cuma terkadang di 
aaaaaaaaaaaaaaaabagian di sini, kita diperbantukan, misalnya di sini banyak kerjaan, 
aaaaaaaaaaaaaaaamereka kekurangan orang, akhirnya pinjam bagian program 
aaaaaaaaaaaaaaaapelaporan itu, gitu, kayak gitu. 
Peneliti :aItu bekerjanya bagaimana dalam tim itu? 
Bu Ana : Susunannya biasanya pengendali teknis, terus ketua tim, anggota 
aaaaaaaaaaaaaaaatim. 
Peneliti :aItu kerjanya mereka bagaimana? 
Bu Ana :aEee jadi ya kalau misalnya pengendali teknis tu dia sifatnya 
aaaaaaaaaaaaaaaamengawasi. Jadi dia bisa mengawasi beberapa tim, gitu toh, kalau 
aaaaaaaaaaaaaaaaketua tim dia fungsinya ya itu tadi, sebagai ketua, dia yang 
aaaaaaaaaaaaaaaabertanggung jawab menyusun laporan, mengarahkan anggota tim, 
aaaaaaaaaaaaaaaatermasuk juga di, kalau misalnya di apa namanya di Pemda itu, dia 
aaaaaaaaaaaaaaaayang apa namanya memulai pembicaraan, macem-macem lah 
aaaaaaaaaaaaaaaapokoknya. Yang jelas dia mengarahkan tim agar penugasan itu bisa 
aaaaaaaaaaaaaaaaselesai dengan baik. Gitu. 
Peneliti :aCara tim bekerja itu bagaimana? Semua pasti kerja kan ya? 
aaaaaaaaaaaaaaaaMaksudnya adil begitu dalam tim, tidak timpang. Kerja sama, 
aaaaaaaaaaaaaaaasaling membantu, mendukung, itu ada tidak dalam pelaksanaan 
aaaaaaaaaaaaaaaakegiatan ini, dalam tim? 
Bu Ana :aBekerja dalam tim itu adil ya, karena kalau nggak kan capek ya. 
aaaaaaaaaaaaaaaaKalau misalnya cuma ketua timnya saja yang aktif, saya sebagai 
aaaaaaaaaaaaaaaaketua tim juga nggak mau kalau melihat anggota tim saya 
aaaaaaaaaaaaaaaanganggur-nganggur, gitu kan. Jadi saya pasti berdayakan anggota 
aaaaaaaaaaaaaaaatim dan yang lain juga harus begitu, karena kita kan eee secara 
aaaaaaaaaaaaaaaaumum kan apa namanya, penghasilannya kan sama, gitu kan, kalau 
aaaaaaaaaaaaaaaamisalnya keluar kota, dapat uangnya sama, masa ada yang nggak 
aaaaaaaaaaaaaaaakerja. Kalau kita sebagai anggota tim, kita juga pasti nggak enak 
aaaaaaaaaaaaaaaakan, sama ketua tim masa sih. Ya itulah, saling kerja sama, intinya 
aaaaaaaaaaaaaaaaitu. Ketua tim sendiri juga harus bisa membagi tugas tadi, mana sih 
aaaaaaaaaaaaaaaayang menjadi tanggung jawab ketua tim, mana yang anggota tim, 
aaaaaaaaaaaaaaaabisa ngasih tahu anggota tim, ini loh yang harus kamu kerjakan. 
aaaaaaaaaaaaaaaaKarena kan nggak adil kalau ada satu yang nggak kerja toh. 
Peneliti :Jadi yang bertanggung jawab atas penyusunan laporannya itu ketua 
aaaaaaaaaaaaaaaatim kan ya? Anggota tim? 
Bu Ana :rAnggota tim mendukung, maksudnya data-data untuk laporan itu di.. 
aaaaaaaaaaaaaaaaapa namanya, di.. anggota tim itu menyediakan data-data dan 
aaaaaaaaaaaaaaaainoformasi untuk laporan. Tapi laporannya sendiri, ketua tim. 
aaaaaaaaaaaaaaaaKalau kertas kerja itu anggota tim. Pengendali teknis yang 
aaaaaaaaaaaaaaaamereview, review laporan, baru masuk ke Kepala Bidang, 
aaaaaaaaaaaaaaaapembantu penanggung jawab, begitu. 
Peneliti :aOh iya, yang saya lihat dari profil Perwakilan BPKP Sulawesi 
aaaaaaaaaaaaaaaaSelatan, ada motto perwakilan 5 Sipa 1 Sipo yang memiliki nuansa 
aaaaaaaaaaaaaaaamuatan lokal kedaerahan yang relevan dengan kondisi dan budaya, 
aaaaaaaaaaaaaaaasaling mendukung, saling membantu, saling menghargai, saling 
aaaaaaaaaaaaaaaamengingatkan, saling mengapresiasi. Itu semua ada? 
Bu Ana :aKita itu saling mendukung ya, saling menghargai, itu kan harus ya. 
aaaaaaaaaaaaaaaaKita kan membawa nama organiasai, kalau di daerah itu. Kalau 
aaaaaaaaaaaaaaaayang satu berbeda pendapat kan atas nama tim ini gimana sih, gitu 
aaaaaaaaaaaaaaaakan. Itu tanggung jawab juga, ketua tim bagaimana supaya 
aaaaaaaaaaaaaaaapendapat anggota tim sama dengan ketua tim, bagaimana ketua tim 
aaaaaaaaaaaaaaaaharus bisa mengontrol anggota tim, begitu. Harus saling 
aaaaaaaaaaaaaaaamendukung. Termasuk tadi, mengapresiasi, gitu kan, kan pastinya 
aaaaaaaaaaaaaaaakita sebagai anggota tim juga nggak rela kalau misalnya ada 
aaaaaaaaaaaaaaaaanggota timnya dianggep, ya meskipun orang baru, gitu kan, kita 
aaaaaaaaaaaaaaaajuga harus bisa menghargai anggota tim juga, bagaimana biar eee 
aaaaaaaaaaaaaaaaapa namanya, teman di Pemda itu juga menganggep partner kita itu 
aaaaaaaaaaaaaaaajuga orang yang layak untuk dihargai juga, gitu. 
Peneliti : Kalau saling mengingatkan, dalam aplikasinya bagaimana, dalam 
aaaaaaaaaaaaaaaamelaksanakan kegiatan ini, RKT ini? 
Bu Ana : Kita kan atas nama tim kalau misalnya ada anggota tim menjelaskan, 
aaaaaaaaaaaaaaaamisalnya asistensi, menjelaskan salah, ya kita wajib ini, 
aaaaaaaaaaaaaaaamengingatkan, kalau nggak kan ya itu tadi, nanti keluarnya kan 
aaaaaaaaaaaaaaaaatas nama tim itu. Atau sebaliknya, kalau ketua timnya salah, ya 
aaaaaaaaaaaaaaaakita harus mengingatkan. Kita kan punya acuan sebenernya, 
aaaaaaaaaaaaaaaaacuannya itu kan peraturan-peraturan, seperti itu. Nah atas dasar 
aaaaaaaaaaaaaaaaitu, misalnya kita belajar tentang SAKIP, kan kita tahu konsepnya, 
aaaaaaaaaaaaaaaamasing-masing anggota tim sama ketua tim bisa jadi 
aaaaaaaaaaaaaaaakemampuannya juga sama kan, bisa saling mengingatkan itu. 
Peneliti : Kalau saling menghargainya itu bagaimana? 
Bu Ana : Dalam hubungan anggota tim dengan ketua tim, anggota tim kan 
aaaaaaaaaaaaaaaamungkin sudah bekerja keras, apasih yang diminta ketua tim, gitu 
aaaaaaaaaaaaaaaakan, ya paling nggak kita hargai dengan misalnya melakukan 
aaaaaaaaaaaaaaaakesalahan, ya jangan langsung disalahkan, tapi dikasih tahu dengan 
aaaaaaaaaaaaaaaacara yang baik. Jadi usahanya dihargai, kan menghargainya bukan 
aaaaaaaaaaaaaaaadalam bentuk finansial atau apa, tapi dalam bentuk bagaimana dia 
aaaaaaaaaaaaaaaamendapat bimbingan tadi, bagaimana mendapat perlakuan yang 
aaaaaaaaaaaaaaaabaik, begitu. Saling membantu dalam tim, anggota tim ketua tim, 
aaaaaaaaaaaaaaaasesama lah dalam tim itu saling membantu. 
Peneliti :rKembali ke renstra tadi, dari dokumen renstra perwakilan yang saya 
aaaaaaaaaaaaaaaalihat kemarin, di dalamnya ada analisis mengenai apa yang 
aaaaaaaaaaaaaaaadibutuhkan pelanggan, stakeholder begitu, di sini stakeholder  itu 
aaaaaaaaaaaaaaaauntuk BPKP itu maksudnya Pemda ya? 
Bu Ana : Ya, Pemda.. sama itu, BUMD. 
Peneliti : Bagaimana perwakilan dalalm menganalisis kebutuhan 
aaaaaaaaaaaaaaaastakeholdersnya? 
Bu Ana :rKita responsif ya, cepat tanggap terhadap kebutuhan stakeholders. 
aaaaaaaaaaaaaaaaKita melakukan analisis SWOT juga, yang melakukan tim 
aaaaaaaaaaaaaaaapenyusun renstra. Kita juga kan berinteraksi dengan pemda, 
aaaaaaaaaaaaaaaainstansi pemerintah pusat yang ada di Sulawesi Selatan ini, 
aaaaaaaaaaaaaaaakemudian BUMD, pokoknya semua stakeholders kita itu kita 
aaaaaaaaaaaaaaaaberinteraksi dalam pelaksanaan kegiatan itu tadi. Jadi kita bisa 
aaaaaaaaaaaaaaaamenangkap, sebenarnya kebutuhan mereka itu apa, kita juga bisa 
aaaaaaaaaaaaaaaamotret juga kan peraturan yang muncul sekarang apa, misalnya 
aaaaaaaaaaaaaaaayang dulu ya, dulu itu kan, eh yang sekarang, sekarang itu kan 
aaaaaaaaaaaaaaaaakuntansi akan ada penerapan accrual basis, itu kan sebenarnya 
aaaaaaaaaaaaaaaasalah satu peluang juga, kan kita merespon itu nanti, bagaimana 
aaaaaaaaaaaaaaaakita bisa membentuk pemerintah daerah supaya mereka bisa 
aaaaaaaaaaaaaaaamencapai accrual. Makanya tadi visinya menjadi auditor presiden 
aaaaaaaaaaaaaaaayang interaktif itu kan salah satunya itu tadi, kita melihat peraturan-
aaaaaaaaaaaaaaaaperaturan, oh ternyata ini yang diperlukan oleh pemerintah kita, 
aaaaaaaaaaaaaaaatermasuk yang sekarang kan masih banyak yang belum WTP kan, 
aaaaaaaaaaaaaaaakita juga melihat, apasih permasalahannya, apa yang diperlukan 
aaaaaaaaaaaaaaaamereka. Kita nggak bertanya ke mereka, tapi secara tidak langsung, 
aaaaaaaaaaaaaaaaketika kita melakukan penugasan, kayak kemarin kita melakukan 
aaaaaaaaaaaaaaaapenugasan review laporan keuangan, kita kan bisa tahu. Yang saya 
aaaaaaaaaaaaaaaamaksudkan, bukan bertanya secara langsung apa kebutuhan kamu, 
aaaaaaaaaaaaaaaatapi kita dari hasil penugasan, hasil interaksi dengan mereka, kita 
aaaaaaaaaaaaaaaakan bisa dapet kan. 
Peneliti :aOooh.. mengobservasi ya? 
Bu Ana :aIyaa.. karena itu tadi, ya misalnya laporan pemda masih banyak 
aaaaaaaaaaaaaaaayang belum WTP, berarti kita harus bisa bagaimana caranya 
aaaaaaaaaaaaaaaamembuat mereka itu bisa WTP, apa sebenarnya kelemahannya, oh 
aaaaaaaaaaaaaaaaternyata di pengolahan aset, bagaimana supaya aset itu tertata 
aaaaaaaaaaaaaaaadengan baik, nah itu kan salah satu strategi kita harus menentukan 
aaaaaaaaaaaaaaaake depan seperti apa. Jadi bukan partisipasi stakeholders tapi hasil 
aaaaaaaaaaaaaaaaanalisis kita terhadap kebutuhan pemerintah daerah itu. Kami tidak 
aaaaaaaaaaaaaaaamenanyakan, apasih butuhnya, kami sudah tahu karena kami 
aaaaaaaaaaaaaaaamelakukan interaksi yang intensif dengan mereka, akhirnya  kita 
aaaaaaaaaaaaaaaatahu ooh kamu tuh butuhnya ini, gitu, akhirnya kita menawarkan 
aaaaaaaaaaaaaaaabagaimana sih supaya WTP, karena kalau kita nanya ke mereka, 
aaaaaaaaaaaaaaa.mungkin mereka juga nggak tahu. Makanya kita yang 
aaaaaaaaaaaaaaaamengarahkan. 
Peneliti :rOooh.. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak Bu atas 
aaaaaaaaaaaaaaaawaktunya. Maaf sudah mengganggu. 
Bu Ana :aIya, sama-sama. 
Peneliti :aPermisi. 
 
